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KATA PENGANTAR

 Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan pelindungan hukum atas 

kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat komunal maupun personal yang 

merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual 

karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan 

berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun 

Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil 

langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan 

perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. 

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi 

kekayaan intelektual.

 Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai 

jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik 

penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat 

diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, 

industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Kantor wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting 

dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah. Penyusunan 

dan penerbitan Modul Paten ini diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan 

bagi Kanwil sebagai ujung tombak yang mengarah kepada masyarakat daerah dalam 

cakupan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, akan lahir agen-agen diseminasi 

kekayaan intelektual yang akan mendukung dan menyukseskan program Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di 

Indonesia.

 Akhir kata, saya harapkan Modul Paten ini dapat memberikan manfaat bagi segenap 

pemangku kepentingan kekayaan intelektual di Indonesia.

Jakarta,     Oktober 2020

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

I. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selanjutnya disebut Kekayaan Intelektual (KI) atau 

dalam bahasa inggris disebut Intellectual Property Rights (IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olah 

pikir yang menghasilkan suatu produk untuk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada 

intinya KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. 

Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 

1. Hak Cipta (Copyright) 

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup Paten (Patent); Desain 

Industri (Industrial Design); Merek (Trademark); Indikasi Geografis (Geographical 

Indications); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit); 

Rahasia Dagang (Trade Secret). 

Sistem Kekayaan Intelektual bersifat privat, Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

individu pelaku kekayaan intelektual, yaitu yang disebut inventor, pencipta, pendesain tidak lain 

dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya dan agar orang lain terinspirasi dan 

termotivasi untuk menciptakan dan mengembangkan kreativitas dimaksud.  

Salah satu perwujudan dari kekayaan industri itu adalah paten. Paten adalah hak eksklusif 

yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk 

jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan 

kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  

Pelindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat 

memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk 

mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Untuk 

itu Pemerintah Indonesia secara hukum mengundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Paten yang merupakan pengganti Undang-undang Paten sebelumnya yaitu Undang-

undang nomor 14 tahun 2001. 

Dengan demikian pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pelindungan paten dalam 

persaingan global saat ini. Banyak negara yang berlomba-lomba meningkatkan invensi teknologi 
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negara mereka dengan disertai pelindungan terhadap invensi di bidang teknologi tersebut. 

Undang-Undang Paten membantu pelindungan terhadap invensi teknologi yang berkualitas yang 

mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis 

keunggulan kompetitif.  

Selanjutnya, salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

adalah melaksanakan diseminasi, promosi serta fasilitasi pendaftaran KI. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan agar masyarakat lebih memahami tentang paten dan pentingnya pelindungan paten 

bagi inventor. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat Modul Kekayaan 

Intelektual tingkat dasar di bidang Paten. Modul ini sebagai salah satu sarana DJKI dalam 

meningkatkan pemahaman dan mendukung peran aktif dalam pelaksanaan diseminasi, promosi 

dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, baik untuk Kantor Wilayah (Kanwil) ataupun para 

pemangku kepentingan kekayaan intelektual.  

 

II. Materi Pokok 

Materi Pokok dalam modul ini secara garis besar adalah sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi latar belakang, materi pokok, tujuan 

pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran      

Bab II. Pinsip Dasar dan Pelindungan Paten 

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi pengertian paten, perbedaan Discovery dan 

Invensi (contoh dan gambar), bagaimana memulai sebuah invensi, bagaimana paten 

melindungi sebuah invensi (ruang lingkup pelindungan paten), syarat pelindungan paten 

(Patentabilitas), invensi yang tidak dapat diberi paten.  

Bab III. Pendaftaran Paten 

Materi-materi yang dibahas dalam bab ini meliputi bagaimana inventor mendapat 

pelindungan untuk invensinya (Nasional dan Internasional), persyaratan dan prosedur 

permohonan pendaftaran paten (Nasional dan Internasional).  

Bab IV. Informasi Paten 

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi database Paten, pemanfaatan informasi paten  

Bab V.  Sistem Pengelolaan Paten 

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi lisensi, mutasi, biaya tahunan, pelanggaran 

Paten, pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan lisensi wajib, provisi bolar dan impor paralel. 
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III. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran Modul Bidang Paten (Dasar) adalah untuk meningkatkan pemahaman, 

pentingnya pelindungan paten dan kemampuan teknis pemangku kepentingan khususnya 

inventor baik di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, dunia usaha dan masyarakat secara umum. 

Modul bidang paten ini juga dapat digunakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham) dalam upaya melakukan diseminasi dan promosi KI khususnya paten.  

 

IV. Indikator Hasil Pembelajaran 

Dengan menggunakan Modul bidang Paten (Dasar) ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman secara detail dan mendalam mengenai paten bagi inventor, antara lain: 

1. Inventor dapat mengidentifikasi invensi yang dihasilkan untuk bisa dilindungi dengan 

sistem paten 

2. Inventor memahami bagaimana proses memperoleh pelindungan paten baik secara 

nasional maupun internasional 

3. Inventor memahami pelindungan hukum terhadap invensinya  

4. Meningkatkan kreativitas inventor dalam menghasilkan inovasi dengan memanfaatkan 

informasi paten.  

5. Untuk Kanwil Kemenkumham dapat membantu inventor di daerahnya masing-masing 

untuk melindungi hasil invensinya.    
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BAB II 

PRINSIP DASAR DAN  
PELINDUNGAN PATEN 

 

II.1. PRINSIP DASAR PATEN 

II.1.1. Pengertian Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil 

invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi 

tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  

Teknologi yang dimaksud mencakup semua jenis teknologi, dari teknologi yang bersifat 

sangat sederhana hingga teknologi canggih yang mutakhir. Contohnya bisa berupa teknologi 

sederhana seperti tusuk gigi hingga teknologi nano dan teknologi Artificial Intelligence (AI), 

seluruhnya dapat dilindungi dengan sistem paten sepanjang memenuhi persyaratan 

patentabilitas (baru, inventif dan dapat diterapkan dalam industri) dan ketentuan lain dalam 

Undang-Undang paten. 

 

	

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka 

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau 
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. 
(Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten) 
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Contoh Invensi:  

Teknologi umum Sederhana 

 

 

 

Teknologi sederhana hingga kompleks di bidang transportasi 
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Teknologi sederhana hingga kompleks di bidang Kimia/Farmasi 

 

 

Teknologi sederhana hingga kompleks di bidang Teknologi Robotik 

 

 

II.1.2 Hak Eksklusif 

Hak eksklusif dalam pengertian paten adalah hak untuk melaksanakan paten yang dimiliki 

dan untuk melarang pihak lain dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, 

menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi 

paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi Paten dalam teritori pelindungan paten, 

untuk jangka waktu tertentu (10 tahun untuk paten sederhana, dan 20 tahun untuk paten).  

Pihak lain yang ingin memanfaatkan hak atas paten tersebut harus mendapatkan izin dari 

pemegang paten, yang dapat diperoleh dengan cara lisensi, lisensi wajib atau melalui mekanisme 
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jual beli. Paten dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pengalihan paten yang 

meliputi: warisan, hibah, wasiat dan wakaf. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.3 Inventor 

Inventor adalah orang yang memiliki ide, yang dituangkan/diwujudkan/dilaksanakan untuk 

menghasilkan invensi. Inventor dalam paten dapat satu atau beberapa orang yang bekerja 

bersama-sama dalam menghasilkan invensi.  

 

	  

KECUALI,	JIKA	ADA	

• Perjanjian lisensi/lisensi wajib 

• Jual-beli 



	

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 17 

M O D U L  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  T I N G K A T  D A S A R  B I D A N G  P A T E N  
 
B A B  I I :  P R I N S I P  D A S A R  D A N  P E L I N D U N G A N  P A T E N  
 

	

II.1.4 Invensi 

Invensi yang dihasilkan inventor merupakan kegiatan yang memecahkan masalah yang 

spesifik di bidang teknologi, yang hasilnya dapat berupa produk, proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.  

Pemecahan masalah juga dapat dihasilkan dengan menggabungkan dua atau lebih produk 

yang telah diketahui sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih praktis atau lebih mudah 

digunakan. 

 
 

Definisi praktis dari invensi ialah bahwa invensi harus memiliki suatu karakter teknis, yang 

berarti bahwa invensi: 

1. Memiliki hubungan dengan bidang teknis. 

2. Berkaitan dengan solusi untuk masalah teknis. 

3. Didefinisikan dalam suatu fitur teknis. 

Fitur Teknis Fitur Non-Teknis Invensi? 

 

 
  

  

 
 

   

 

 

 

Invensi adalah solusi untuk masalah teknis dan harus 
didefinisikan dalam suatu fitur teknis. 

	

Paten ? 

= Invensi 
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Ilustrasi terkait Invensi 1: 
Bayangkan suatu invensi yang berhubungan dengan satu set bangunan mainan 

yang terdiri dari bata-bata yang saling terhubung yang memiliki dua struktur 
permukaan yang berbeda dengan suatu pola gesekan tertentu untuk interkoneksi 
antarbata. 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami fitur teknis sebagai berikut dan 
kemungkinan pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan : 

• Satu set bangunan mainan 
(kemungkinan pertanyaan : Untuk siapa? Berapa usia minimum?) 

• Bata yang dapat diinterkoneksikan 
(kemungkinan pertanyaan : Ukuran spesifik? Bahan? Bentuk?) 

• Dua struktur permukaan yang berbeda yang menyediakan suatu pola 
gesekan tertentu 
(kemungkinan pertanyaan : bagaimana struktur permukaan tersebut 
dibentuk? Bagaimana pola gesekan terjadi? 

 

 

Saat berbicara dengan inventor, dapat ditanyakan apa motivasinya dalam 
mengembangkan set bangunan mainan tersebut. Dengan kata lain, apa masalah 
“subjektif” yang coba dipecahkan oleh inventor? 

• Apakah untuk menyediakan suatu (alternatif) mainan baru? 
(kemungkinan tidak, karena kita sudah tau bahwa mainan set susun bata 
serupa sudah ada sebelumnya) 

• Apakah untuk menyediakan suatu set bangunan mainan susun bata yang 
lebih baik? 
(Dimana peningkatan/pengembangannya? Apakah dalam hal bentuk desain 
estetika dari bata (contohnya warna, bentuk, dll)? Apakah dalam hal biaya 
pembuatannya (lebih murah untuk diproduksi, dll)? Apakah dari sisi 
fungsionalitasnya (contohnya pola gesekan yang lebih baik, lebih tahan, 
terkait sifat bahannya, dll)?) 

• Apakah untuk menyelesaikan masalah teknis tertentu yang ada pada set 
bangunan mainan yang telah ada?  
(menyediakan mekanisme pola gesekan yang lebih baik bahkan jika mainan 
telah digunakan bertahun-tahun? Membuat proses produksi menjadi lebih 
murah?) 

 

Kemungkinan Kesimpulan. 
Tergantung dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, terdapat 

kemungkinan invensi yang berbeda dengan perbedaan fitur teknis. 

Contoh Kesimpulan : 

Invensi ini adalah untuk meningkatkan cara interkoneksi antarbata yang dicapai 

dengan menyediakan struktur permukaan khusus/tertentu. 

Permukaan pertama memiliki struktur berongga persegi dengan pin naik dari bawah, 

sedangkan permukaan kedua memiliki dudukan sejajar dengan pin, dimana pin dari 

bata lain dapat dimasukkan dengan gesekan yang pas. 
 

 
(Sumber : e-courses.epo.org/wbts/whatisaninvention/) 
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II.1.4.1 Jenis-jenis Invensi  

Mengidentifikasi Subjek dari suatu Invensi (inti invensi) 

Pada dasarnya harus diidentifikasi apakah “invensi” dijumpai dalam “objek” atau dalam 

interaksinya dengan lingkungannya. Istilah “objek” ini harus dipahami secara luas dalam makna 

inti invensi, bukan semata-mata suatu benda secara fisik. Istilah “objek” dapat diartikan juga 

sebagai suatu “proses”, “metode”, “produk”, dan lain-lain. 

 

Ilustrasi terkait invensi 2 : 
Sebagai contoh, suatu simpul. Simpul ini dapat menjadi “objek” itu sendiri (1), atau dapat menjadi unsur dari suatu 

jaring, misalnya simpul dapat diintegrasikan menjadi struktur yang lebih besar (2). Namun, juga dapat ditunjukkan 
bagaimana simpul tersebut dibuat, menggambarkan proses untuk menghasilkan “objek” (3). 

Dan juga dapat ditunjukkan bagaimana menggunakan simpul tersebut, sebagai aplikasi/penggunaan khusus dari 
“objek” tersebut (4). 

Oleh karena itu, untuk suatu simpul, kita dapat mengkategorikannya sebagai : 
• “objek” itu sendiri, contohnya simpul. 
• Integrasinya menjadi struktur yang lebih besar, contohnya jaring. 
• Proses yang berhubungan dengannya, contohnya bagaimana cara membuatnya. 
• Penggunaan tertentu dari “objek” tersebut, contohnya simpul digunakan untuk mengikat ban. 

 

Contoh ini hanya merupakan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman terkait invensi, bukan berarti simpul per se dapat dilindungi 
melalui sistem paten. 
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Invensi dapat berupa Fungsi atau Aplikasi/penggunaan 

Inti dari suatu invensi dapat berhubungan dengan suatu objek “per se” atau hubungan dari 

objek tersebut dengan lingkungannya, contohnya sebagai bagian dari suatu proses, 

aplikasi/penggunaan atau komposisi. 

Objek “Per se” Hubungannya dengan lingkungan 

• Fungsi dari “objek” 

• Fitur intrinsik 

• Aplikasi/penggunaan dari “objek” 

• Penggunaan tertentu dari objek 

tersebut 

• Aparatus per se 

 

• Produk per se 

• Elemen dari berbagai langkah proses 

• Proses yang dilakukan dengan aparatus 

tersebut 

• Proses pembuatan produk tersebut 

• Berbagai langkah proses 

• Senyawa kimia • Campuran senyawa kimia, komposisi 

 

Suatu “objek” (contohnya peralatan, metode) dicirikan berorientasi fungsi, jika merupakan 

penggunaan yang umum dari objek tersebut, contohnya jika fiturnya berbeda dari 

penggunaannya, atau penggunaan tertentu dari objek tersebut tidak memiliki implikasi 

teknis. 

Suatu “objek” (contohnya peralatan, metode) dicirikan sebagai berorientasi 

aplikasi/penggunaan jika secara khusus diadaptasi untuk aplikasi/penggunaan, jika memiliki 

penggunaan tertentu atau terintegrasi dalam sistem yang lebih besar. 

Secara umum, jika terdapat fitur intrinsik, contohnya mekanisme penutupan barel, 

maka invensi berorientasi fungsi. Namun, jika merupakan penggunaan tertentu/khusus, 

contohnya suatu bukaan untuk memfasilitasi pertukaran produk gas yang merupakan hasil 

dari proses fermentasi, maka invensi dikategorikan berorientasi aplikasi/penggunaan. 
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Ilustrasi terkait invensi 3 “Fungsi atau Aplikasi/Penggunaan”: 

Suatu barel yang terbuat dari kayu. 

 

Barel ini dapat merupakan : 

 

 

Tergantung dari apakah penekannya pada fungsi atau aplikasinya.  
Dalam hal FUNGSI, barel adalah suatu wadah. Barel “per se” bertujuan untuk menyimpan sesuatu 

(misalnya cairan, dll). 
Sebaliknya, penggunaannya untuk fermentasi wine atau sebagai rumah tempat tinggal merupakan 

APLIKASI atau penggunaannya. 

 

Invensi dapat berupa Entitas atau Aktivitas 

Cara lain untuk mengkategorikan invensi adalah dengan melihat lini “entitas atau aktivitas”. 

Terdapat perbedaan yang fundamental antara suatu entitas dan suatu aktivitas, misalnya antara 

suatu peralatan atau aparatus dan suatu metode atau proses. 

• Suatu peralatan/aparatus adalah suatu entitas yang memiliki bagian-bagian atau elemen-

elemen yang saling terhubung.  

Contohnya : suatu pemanas biasanya terdiri dari suatu wadah, pemanas, pegangan, dan 

lain-lain. 
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• Suatu proses/metode didefinisikan sebagai suatu aktivitas dengan langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam urutan tertentu. 

Contohnya: proses memanaskan air dapat meliputi menuangkan air ke dalam wadah, 

menyalakan sirkuit dengan suatu resistor, proses perpindahan energi panas ke air, dan 

lain-lain. 

Perbedaan antara entitas dan aktivitas sangat penting untuk mengklasifikasi invensi. 

Beberapa klasifikasi berhubungan secara khusus untuk metode/proses dan klasifikasi lainnya 

untuk peralatan/aparatus. 

 

Entitas fisik dapat berupa: 

• Produk: suatu substansi, komposisi (contohnya suatu senyawa kimia atau campuran dari 

senyawa) 

• Peralatan/aparatus: suatu entitas fisik (misalnya suatu benda, peralatan, mesin, aparatus) 

yang bagian-bagian atau elemen-elemennya yang saling terhubung. 

Aktivitas dapat berupa: 

• Proses/metode : suatu aktivitas yang dilakukan pada bahan produk, energi, proses lainnya 

atau benda hidup. Contohnya, proses memanaskan air dapat meliputi menuangkan air ke 

dalam wadah, menyalakan sirkuit dengan suatu resistor, proses perpindahan energi panas 

ke air, dan lain-lain. 

• Penggunaan dari suatu substansi (atau bahkan proses) untuk tujuan tertentu. 

 
Gambar menunjukkan suatu proses dari gandum menjadi roti. 
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Berikut dijabarkan sebagian contoh-contoh invensi: 

• Invensi berupa Produk di bidang Mekanik (teknologi umum) 

  

Bolpoin Bolpoin dengan Penghapus 

Kedua contoh di atas merupakan produk yang masuk dalam kategori invensi.  
Inti dari invensi adalah adanya kegiatan pemecahan masalah. 

Bolpoin memecahkan masalah dalam menyediakan hasil tulisan dengan warna yang lebih terang, dapat beragam 
warna, dan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, dibandingkan hasil tulisan dengan menggunakan alat tulis 
lain seperti pensil. 

Bolpoin dengan penghapus memecahkan masalah dalam menyediakan penghapus yang menjadi satu dengan 
bolpoin, dan dapat digunakan untuk menghapus tinta hasil tulisan, sehingga menghilangkan coretan pada tulisan 
karena bolpoin yang tidak bisa dihapus, dibandingkan dengan bolpoin biasa yang tidak memiliki penghapus. 

 
• Invensi berupa produk di bidang Kimia 

Dapat berupa suatu Senyawa Kimia 

Contoh : 

 

  
 
Senyawa 

 
Dapat berupa senyawa dengan 

beberapa gugus yang dapat disubstitusi 
(lazim disebut Struktur Markush). 
 

 
• Invensi berupa produk di bidang Farmasi 

Dapat berupa komposisi dan bentuk sediaan farmasi. 

Contoh : 

 

 
 
Januvia Tablet 

 
Suatu komposisi farmasi dalam bentuk 

tablet dengan bahan aktif Sitagliptin 
fosfat. 
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Dapat berupa suatu vaksin. 

Contoh :  

 

 
 
Vaksin COVID-19 

 
Suatu vaksin  COVID-19  yang terdiri 

dari vektor virus mVSV yang dilemahkan 
dan suatu antigen heterolog 
 

	

Invensi	berupa	produk	di	Bidang	Biologi/Bioteknologi	

Dapat berupa mikroorganisme. 

Contoh : 

 

 
 
Strain Bakteri Bacillus baru 
 

Suatu strain bakteri Bacillus yang 
memiliki toleransi garam yang tinggi dan 
hidup pada suhu rendah dan 
menghasilkan urease. 

Dapat berupa suatu Sel. 

Contoh : 

 

 
 
 
 
 
 
Suatu sel mamalia 

 
Suatu sel mamalia yang mengandung 

setidaknya empat rekombinan yang 
berbeda, gen adenovirus, dan suatu 
promoter untuk memproduksi virus 
terkait adeno 
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Dapat berupa suatu protein, sekuens/molekul DNA, antibodi 

baik diisolasi dari alam ataupun diproduksi dengan prosedur 

teknis tertentu.  

Contoh : 

 

 
Suatu antibodi monoklonal 
terhumanisasi 
 

Suatu antibodi monoklonal 
terhumanisasi seperti scFv yang 
mengandung VH dengan SEQ ID No. 1 dan 
VL dengan SEQ ID No. 3. 

Dapat berupa suatu Kit. 

Contoh : 

 

 
 
Suatu kit untuk mendeteksi virus 
corona, influenza A dan B dan RSV 

 
Kit mengombinasikan desain probe 

primer dan penelitian yang 
mengoptimalkan sistem deteksi adaptif, 
sekelompok gabungan asam nukleat 
pendeteksi primer dan kombinasi probe 
dan kit deteksi gabungan asam nukleat 
untuk novel coronavirus (2019-nCoV / 
SARS-CoV2), virus influenza A (FluA), virus 
influenza B (FluB) dan RSV, dan sekuens 
primer dan probe ditunjukkan dalam SEQ 
ID NO: 1-18. 
 

 

Dapat berupa suatu sistem. 

Contoh :  

 

 
 
 
 
Sistem pengolahan air yang 
terkontaminasi 

 
Suatu sistem perolehan kembali air 

yang terkontaminasi yang mencakup 
penukar panas, mesin uap yang 
tergabung dengan generator, dan sistem 
kodensasi modular. 
 

 



	

            Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 26 

M O D U L  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  T I N G K A T  D A S A R  B I D A N G  P A T E N  
 
B A B  I I :  P R I N S I P  D A S A R  D A N  P E L I N D U N G A N  P A T E N  
 

	

• Invensi berupa produk di bidang Elektro 

Dapat berupa suatu Elektroda 

Contoh : 

 

 
 
 
Baterai yang dapat diisi kembali 

 
Suatu baterai dengan bahan dual-ion 

dan elektrolit yang memiliki stabilitas 
yang lebih baik, umur simpan lebih lama 
dan aman. 
 

 

Yang membedakan Invensi Produk dengan Desain Industri: 

Invensi 

suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di 
bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau 
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan 
produk atau proses 

Desain Industri 

Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi 
garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 
daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) 
dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 
diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) 
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu 
produk 

 

  

Bolpoin Bolpoin 

• Ada masalah yang diselesaikan dengan invensi 
Bolpoin ini.  

• Bentuk Bolpoin ini tidak harus menyelesaikan 
masalah tertentu. 

• Hanya murni berkaitan dengan tampilan luar 
saja (estetika). 
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• Invensi berupa proses di bidang Mekanik 

Contoh : 

 

 
 
 
 
 
Metode untuk menyusun tower crane 

 
Metode untuk menyusun tower crane 

yang banyak dan cepat, dan juga 
mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi 
operator. 
 

 
 

• Invensi berupa proses di bidang Kimia 

Dapat berupa proses pembuatan senyawa 
Contoh: 
 

 
 

 
Metode untuk memproduksi senyawa 
amida 
 

Metode untuk memperoduksi 
senyawa amida dengan kemurnian tinggi 
dan kualitas yang sangat baik. 
 

Dapat berupa metode analisis 
Contoh: 
 

 
 

 
 
 
 
 
Metode untuk menganalisis campuran 
kompleks. 
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• Invensi berupa proses di bidang Farmasi 

Dapat berupa metode pembuatan obat. 

Contoh : 

 

 
 
 
 
Metode pembuatan sediaan tablet 

 
Metode pembuatan sediaan tablet 

dengan cara granulasi basah, dengan 
optimalisasi pada proses granulasi. 
 

Dapat berupa metode pembuatan bahan aktif obat 

Contoh : 

 

 
 
 
 
Metode pembuatan bahan 
nanopartikel. 
 

 

• Invensi berupa Proses di bidang Biologi/Bioteknologi 

Dapat berupa metode/proses pembuatan atau analisis 

protein, vaksin atau antibodi 

Contoh : 

 

 
 
 
 
 
 
Metode untuk menyiapkan cairan 
biopsi 

 
Metode untuk mendeteksi, mengukur 

dan mengidentifikasi komponen spesifik 
dalam biosampel. 
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Metode Pembuatan Vaksin 
 

Dapat berupa Metode untuk mengkulturkan sel. 

Contoh : 

 

 
 
 
 
 
 
 
Metode mengkultur sel bakteri  
 

 

II.1.5 Perbedaan Invensi dan Temuan (Discovery) 

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah 

yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan 

dan pengembangan produk atau proses. 

Temuan (Discovery) termasuk semua fenomena fisika hukum alam dan ide yang abstrak, 

dan tidak ada campur tangan manusia dalam pembentukannya. 

Invensi Temuan 

• Ide/gagasan/karya yang dihasilkan oleh seorang 
atau sekelompok orang (inventor) 

• Murni ciptaan Tuhan yang terdapat di alam 

• Pemecahan masalah di bidang teknologi 

• Berupa produk, proses, atau penyempurnaan 
dan pengembangan produk atau proses 
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Contoh 1.  

Temuan dan Apa yang bisa dikategorikan ke dalam invensi (Kasus Radium) 

Temuan 

Marie Curie menemukan unsur radiaktif Radium, mengisolasinya dan menetapkan sifat-sifatnya. 

 

Mengapa Unsur Radioaktif Radium termasuk Temuan, bukannya Invensi? 
• Radium sudah terdapat di alam secara alami 

Faktanya, Marie Curie berhasil mengisolasi Radium yang terdapat di dalam pitchblende (suatu mineral kompleks) 
yang memang sudah terdapat di alam, tanpa melakukan modifikasi apapun terhadap unsur tersebut. Curie memisahkan 
garam radium (radium klorida) dengan kristalisasi deferensial dari berton-ton pitchblende. Lalu kemudian berhasil 
mengisolasi radium murni dari garamnya. 

Lalu, apa yang bisa dikategorikan Invensi dari contoh kasus Radium? 

Ferdinand Ulzer dan Rudolf Sommer menemukan proses untuk mengekstraksi Radium. 

 
(US1001480) 

Proses untuk mengekstraksi Radium, dapat dikategorikan sebagai invensi, karena : 
• Merupakan ide/gagasan/karya seseorang/sekelompok orang 
• Merupakan suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi 
• Berupa proses, atau pengembangan dari proses yang sudah ada. 

Selain itu, produk lain yang dibuat dengan Radium, dapat dikategorikan invensi. Fungsi dan Penggunaan 
Radium juga dapat dikategorikan invensi. 



	

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 31 

M O D U L  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  T I N G K A T  D A S A R  B I D A N G  P A T E N  
 
B A B  I I :  P R I N S I P  D A S A R  D A N  P E L I N D U N G A N  P A T E N  
 

	

Contoh 2.  

Temuan dan apa yang bisa dikategorikan ke dalam invensi (Kasus Gen) 

Temuan 

Gen yang baru ditemukan, yang pada dasarnya sudah ada pada Manusia yang dicirikan dengan sekuens tertentu. 
Karena pada dasarnya, seluruh DNA di Alam, tidak dapat dianggap sebagai invensi, tetapi murni sebagai TEMUAN. 

 
(Gambar: https://www.panspermia.org/noncoding.html) 

Lalu, apa yang bisa dikategorikan Invensi dari kasus Gen? 

Penelitian lebih lanjut tentang proses untuk mengidentifikasi gen, fungsi gen yang diidentifikasi, atau 
penggunaan gen tersebut dalam suatu produk obat atau sebagai alat diagnostik dapat dikategorikan invensi. 

Gen biasanya diklaim dalam bentuk rekombinan atau terisolasi atau yang telah mengalami pemurnian. Hanya DNA 
atau molekul DNA artifisial yang diisolasi dari tubuh manusia atau sumber alami lainnya dan dipotong dalam jumlah 
tertentu saja yang dapat dikategorikan invensi, meskipun strukturnya identik dengan yang terdapat secara alami. 

 
(sumber : www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4448586/) 

 

II.1.6 Apa Saja yang Tidak Termasuk Dalam Invensi? 

Pasal 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan bahwa Invensi 

tidak mencakup: 

a. Kreasi Estetika 

Contoh: Velg/roda dengan berbagai variasi bentuk spokes (struktur antara center disc 

dan ujung luar velg/roda), yang hanya berfungsi sebagai estetika, tidak memberikan 

peningkatan kinerja. (Tidak ada kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang 

teknologi) 
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Variasi bentuk spokes pada velg hanya 
berfungsi sebagai estetika. 
 

 
(Gambar: https://m.tribunnews.com/otomotif/2013/12/21/tekanan-angin-

kurang-bisa-bikin-pelek-peyang) 

 
 
 
 
 
Variasi warna pada spokes velg hanya 
berfungsi sebagai estetika. 
 

Lalu, seperti apa yang bisa dikategorikan Invensi? 

 

 
 
 
 
Desain spokes velg yang dapat 
meningkatkan kinerja velg. 
 

 

 
 
 
Metode pembuatan velg dengan 
desain baru dengan biaya produksi 
yang lebih rendah. 
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b. Skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, 

permainan dan bisnis 

Skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan 

mental berkenaan dengan instruksi kepada pikiran manusia tentang bagaimana 

melakukan proses kognitif, konseptual atau intelektual, misalnya bagaimana belajar 

bahasa. 

Skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan permainan berkenaan 

dengan permainan tradisional seperti permainan kartu atau permainan papan, seperti 

ular tangga, monopoli, halma, dan lain-lain, serta aturan permainan yang mendasari 

bentuk permainan kontemporer seperti di mesin judi atau permainan video. 

Skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis berkenaan dengan 

kegiatan finansial, komersial, administratif atau organisasi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

 

 

Kegiatan 
finansial/keuangan 

kegiatan perbankan, 
penagihan atau 

pembukuan/akuntansi. 

 

 

Kegiatan bisnis yang 
sifatnya administratif 

pemasaran, pengiklanan, 
pelisensian, manajemen 

persetujuan hal dan 
kontraktual, pertimbangan 

hukum. 

 

 

Aturan 
organisasi/perusahaan 

 
manajemen personalia, desain 
alur proses untuk proses bisnis 

atau komunikasi terhadap 
target komunitas pengguna 
berdasarkan informasi lokasi. 

 

Kegiatan bisnis lainnya 

riset operasional, perencanaan, 
pemetaan, optimalisasi 

lingkungan bisnis, penetapan 
tujuan perusahaan, 

penggunaan metode 
matematika dan statistika 

untuk mengevaluasi informasi 
untuk tujuan memfasilitasi 

pengambilan keputusan 
manajemen. 
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Contoh:	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metode belajar bahasa tidak termasuk 
ke dalam invensi. 
 

 

 

 
 
Aturan permainan kartu dan 
permainan papan seperti monopoli, 
tidak termasuk ke dalam invensi. 

 

 
 
 
 
 
Skema bisnis untuk online marketplace 
tidak termasuk ke dalam invensi. 
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Skema bisnis multi level marketing 
tidak termasuk ke dalam invensi. 

 

 

 
 
 
Skema administrasi atau manajemen 
rumah sakit tidak termasuk ke dalam 
invensi. 

 

 
 
 
Metode pembukuan atau akuntansi 
elektronik tidak termasuk ke dalam 
invensi.  

 

 

Metode lelang elektronik yang 
dilakukan dengan peserta lelang jarak 
jauh berdasarkan pesan dengan 
informasi stempel waktu yang 
pertama kali masuk. Kemungkinan 
permasalahan penundaan transmisi, 
sehingga pesan terlambat masuk. 
Mengubah aturan lelang dengan 
meniadakan stempel waktu sama 
dengan menghindari masalah teknis 
penundaan transmisi, dan tidak 
menyelesaikannya dengan cara teknis. 
Metode seperti ini tidak termasuk ke 
dalam invensi. 
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Metode pembayaran dengan kartu 
kredit di toko dengan menghilangkan 
proses verifikasi nama atau alamat 
pemegang kartu untuk tujuan 
menghemat waktu dan mengurangi 
lalu lintas data. Bukanlah solusi teknis 
untuk masalah hambatan bandwidth 
jalur komunikasi dan kapasitas 
komputer, tetapi tindakan 
administratif yang tidak memberikan 
kontribusi teknis dari permasalahan 
yang diklaim. Metode seperti ini tidak 
termasuk ke dalam invensi. 

 

	

Contoh:	

c. Aturan dan metode yang berisi program komputer 

 

 
Metode untuk menghitung data yang 
mengindikasikan keberhasilan aspek 
perdagangan seperti investasi tidak 
termasuk ke dalam invensi, karena 
tidak memiliki karakter dan efek 
teknis. 

 

 

d. Presentasi mengenai suatu informasi 

 

 
 
 
Antarmuka Pengguna (User Interface) 
 

 

e. Temuan (discovery), berupa: 

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal;  

Contoh:	
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Invensi awal : Senyawa Sidenafil dan penggunaannya sebagai obat jantung. 

 

Invensi ini terkait senyawa pirazolo[4,3-d]-pirimidin-7-one (Sidenafil), yang merupakan inhibitor 
poren dan selektif dari siklik guanosin 3’,5’-monofosfat fosfodiesterase (cGMP PDE) yang memiliki 
kemampuan terapeutik termasuk pengobatan berbagai jenis gangguan kardiovaskular seperti angina, 
hipertensi, gagal jantung dan aterosklerosis. 

Kemudian, dilakukan penelitian lebih lanjut. Ternyata senyawa yang sama, dapat digunakan untuk 
mengobati disfungsi ereksi pada pria. 

Klaim penggunaan Senyawa Sidenafil untuk pengobatan disfungsi ereksi pada pria, ini tidak dapat 
dianggap invensi karena merupakan penggunaan baru dari produk yang sebelumnya sudah dikenal. 

 

2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan 

khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui 

dari senyawa. 

Contoh: 

Bentuk kristal polimorf dari Senyawa Ponesimod 

  

Senyawa ponesimod memiliki indikasi untuk mengobati penyakit multipel sklerosis dan psoriasis.  
Dianggap sebagai temuan, jika bentuk kristal polimorf dari senyawa ponesimod ini tidak memberikan 
peningkatan khasiat bermakna. Hal ini bisa dilihat dari data uji yang dilampirkan. 

 

II.1.7 Termasuk Invensi, Tapi Tidak Dapat Diberi Paten 

Pasal 9 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten mendefinisikan Invensi yang 

tidak dapat diberi paten meliputi: 
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a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau 

kesusilaan; 

Contoh: 

 

 
Pengumuman cincin alat vital pria untuk 
membantu mengurangi permasalahan 
ejakulasi dini bertentangan dengan 
kesusilaan. 
 

 

 
 
 
Pelaksanaan proses prosedur kloning 
bertentangan dengan agama. 
 

 

b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan 

terhadap manusia dan/atau hewan; 

Contoh: 

 

 
 
Metode pemeriksaan yang 
dilakukan oleh dokter kepada 
manusia/hewan. 

 

 

 
 
 
Metode perawatan yang 
dilakukan oleh tenaga 
kesehatan kepada 
manusia/hewan. 
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Metode pengobatan yang 
dilakukan oleh tenaga 
kesehatan kepada 
manusia/hewan. 
 
 
 
 
 
 
 
Metode pembedahan yang 
dilakukan oleh tenaga 
kesehatan (dokter) kepada 
manusia/hewan. 
 

 

c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; 

Berkenaan dengan metode matematika murni dan tidak memiliki fitur teknis apapun. 

Misalnya, metode untuk melakukan Transformasi Fourier Cepat pada data abstrak yang 

tidak menentukan penggunaan fitur teknis apa pun adalah metode matematika. Objek 

atau konsep matematika abstrak yang murni, misalnya jenis tertentu dari objek 

geometris atau grafik dengan sudut dan tepi, bukanlah suatu metode tetapi juga bukan 

merupakan invensi karena tidak memiliki karakter teknis. 

d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; 

Contoh: 

Semua makhluk hidup tidak dapat diberi paten, kecuali jasad renik.  Jasad renik dapat 

diberi paten jika intervensi teknis dari manusia menghasilkan keadaan buatan yang tidak 

terjadi di alam.  

Prakteknya, proses isolasi atau kultivasi dari mikroorganisme yang terjadi secara alami 

memenuhi persyaratan intervensi teknis. Selain itu, klaim terhadap kultur biologis murni 

dari mikroorganisme yang terjadi secara alami juga dapat diterima. 

e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses 

nonbiologis atau proses mikrobiologis. 
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Contoh: 

 

 
 
 
Proses penyilangan konvensional 
seperti teknik stek, cangkok, 
penyerbukan alami. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Proses biologis esensial pada hewan. 
 

 

II.2 BAGAIMANA MEMULAI SEBUAH INVENSI 

Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa invensi pada dasarnya dimulai dari suatu 

ide. Namun, ide saja memiliki nilai yang sangat kecil. Ide perlu dikembangkan, diubah menjadi 

produk atau proses yang inovatif dan dikomersialisasikan secara sukses sehingga memungkinkan 

seseorang, sekelompok orang atau badan usaha untuk mengambil keuntungan dari inovasi dan 

kreativitas tersebut.  

Paten sangat krusial untuk mengubah ide inovatif dan invensi menjadi produk kompetitif 

yang secara signifikan memberikan keuntungan. 
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Contoh Kasus Post-It. 
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Spencer Ferguson Silver (dari 3M) dalam penelitiannya untuk menghasilkan lem dengan 

kualitas yang sangat kuat berakhir dengan menghasilkan lem yang tidak menempel dengan baik.  

Apakah ini suatu kegagalan? 

Nyatanya Lem yang gagal tersebut berhasil dipatenkan (US 3691140 B1) dan sukses di 

pasaran hingga hari ini. 

  

 

Untuk apa Lem tersebut digunakan? Lem tersebut digunakan untuk menempelkan kertas 

pada papan buletin.  

Hal tersebut mengatasi masalah bagaimana memindahkan informasi dengan cara yang 

lebih fleksibel, dan tidak merusak papan buletin ataupun kertas sehingga papan buletin atau 

kertas bisa digunakan kembali. 

 

II.3. KENAPA PATEN ITU PENTING 

Mari kita melihat paten dari beberapa sisi. 
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Apa yang terjadi jika peneliti tidak mendaftarkan paten atas invensinya? 

Orang lain yang mungkin mengembangkan invensi yang sama atau serupa akan 

mendaftarkan paten atas invensi tersebut. Akibatnya, peneliti atau perusahannya mungkin saja 

tidak bisa menjual produknya di pasaran, atau menggunakan prosesnya di produksi, karena 

invensinya telah didaftarkan paten terlebih dahulu oleh orang lain.  

Selain itu, kompetitor akan mengambil keuntungan dari invensi tersebut. Jika produk 

tersebut sukses di pasaran, banyak kompetitor akan tertarik untuk membuat produk yang sama 

dengan menggunakan invensi tersebut, tanpa membayar biaya apapun. Dampaknya akan terjadi 

pembagian pasar, dan menurunkan hingga mematikan penjualan. 

Contoh Kasus 1:  

 
Contoh Kasus 2 : 

 

Contoh Kasus 3 : 

 

Jeans Levi Strauss 

Seperti yang diketahui banyak inventor, ide yang bagus tidak ada artinya jika Anda tidak dapat membuktikan 
bahwa Anda memilikinya. Ambil contoh kasus Jacob Davis, penjahit Nevada yang menemukan prototipe awal 
jeans biru. Ide barunya adalah menempatkan paku keling logam pada celana jinsnya (pada setiap titik ketegangan) 
untuk meningkatkan daya tahannya. Davis yakin inovasi kecil tapi signifikan ini akan menghebohkan pasar celana. 
Sayangnya, dia tidak punya uang untuk mengajukan paten sehingga Davis membujuk Levi Strauss, pemilik toko 
barang kering San Francisco, untuk membayar permohonan paten. Paten diberikan pada tahun 1873, tetapi hari ini 
Jacob Davis hanya menjadi catatan kaki dalam kisah mode favorit Amerika. 

Thomas Edison dan Henry Woodward – Matthew Evans 

Henry Woodward dan Matthew Evans, inventor awal bola lampu. Pada tahun 1875 mereka menjual "ide 
cemerlang" mereka kepada Thomas Edison yang menyempurnakan desain mereka dan menayangkannya ke publik 
empat tahun kemudian. Ketenaran dan kekayaan yang diperoleh Edison dari bola lampu tumbuh menjadi 
Perusahaan Edison General Electric, yang akhirnya berkembang menjadi General Electric. 

Nutty Putty menjadi Silly Putty 

Ironisnya, General Electric kemudian menjual dirinya sendiri dengan menjual satu paten yang sangat 
menguntungkan, membuktikan bahwa, bahkan perusahaan raksasa terkadang kesulitan melihat  suatu gambaran 
besar invensi. Pada tahun 1949, General Electric menjual hak produksi "Nutty Putty" kepada Peter Hodgson seharga 
$147. Inventor aslinya adalah James Wright dari General Electric Labs yang sedang mengerjakan kontrak 
pemerintah untuk membuat pengganti karet sintetis. Wright menjatuhkan asam borat ke dalam minyak silikon dan 
menemukan dempul yang dihasilkan meregang, memantul, dan menyalin cetakan. GE membagikan dempul ini 
dengan ilmuwan di seluruh dunia, tetapi tidak ada yang melihat potensi yang lebih besar. Peter Hodgson sedang 
menganggur ketika dia membeli hak dempul tersebut. Hodgson segera mengganti nama pembeliannya menjadi 
"Silly Putty" dan memasarkannya sebagai mainan anak-anak. Dia meninggal pada tahun 1976 dengan harta senilai 
$140 juta. 
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Contoh Kasus 4 

 

Contoh Kasus 5 : 

 

 

Jadi apa yang harus dilakukan seorang peneliti/inventor? 

Segera daftarkan paten atas invensi anda, baik dalam bentuk paten sederhana atau 

paten. Dengan mendaftarkan paten sederhana/paten, paling tidak peneliti/inventor sudah 

memperoleh tanggal penerimaan secara resmi yang dikeluarkan oleh kantor paten, sehingga 

risiko kehilangan hak atas paten di kemudian hari akan menjadi kecil.  

 

Bagaimana cara mendaftar Paten? 

Dalam hal peneliti/inventor adalah warga negara/penduduk Indonesia maka pendaftaran 

paten dilakukan melalui Kantor DJKI, Kemekumham Republik Indonesia. 

 

Alat Pemintal Kapas 

Tentu saja, tidak semua inventor rugi karena waktu yang kurang tepat, kepicikan atau kemiskinan. Terkadang 
proses paten itu sendiri yang harus disalahkan. Alat pemintal kapas milik Eli Whitney adalah salah satu invensi 
pertama yang dipatenkan dengan sistem paten AS yang baru. Ini berarti invensinya adalah salah satu yang 
pertama menguji undang-undang paten baru. Whitney mengajukan patennya pada tahun 1794, tetapi sayangnya 
paten tersebut tidak berlaku sampai tahun 1807, selama waktu itu banyak pemintal kapas imitasi beredar di pasar. 
Negara bagian South Carolina akhirnya menawarkan Whitney $ 50.000 untuk hak paten atas pemintal kapasnya. 

Alexander Graham Bell dan Elisha Grey 

Pada tanggal 14 Februari 1876, Alexander Graham Bell mengajukan paten terhadap alat yang dapat mengirimkan 
suara secara elektrik, mengalahkan saingannya, Elisha Grey, hanya dalam perbedaan waktu dua jam. Tidak peduli 
desain Gray bekerja lebih baik. Waktu adalah yang terpenting. Ketika Gray kemudian mengajukan gugatan, 
pengadilan memberikan paten kepada Bell, yang tercatat dalam sejarah sebagai penemu resmi telepon. 
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II.4  PELINDUNGAN PATEN 

II.4.1  Bagaimana paten melindungi sebuah invensi  

Sebagaimana diketahui dari pembahasan sebelumnya, paten adalah hak eksklusif yang 

diberikan untuk suatu invensi. Dengan kata lain, paten adalah hak eksklusif atas produk atau 

proses atau gabungan keduanya yang umumnya memberikan cara baru dalam melakukan 

sesuatu, atau menawarkan solusi teknis baru untuk suatu permasalahan yang ada. Untuk 

mendapatkan paten, informasi teknis tentang invensi harus diungkapkan kepada publik dalam 

permohonan paten. 

	
Paten memungkinkan pemegang paten untuk mengeksploitasi invensinya tanpa 

persaingan dari orang lain. Mereka dapat memilih untuk mengerjakan sendiri patennya, misalnya 

dengan membuat produk yang dipatenkan, atau mereka dapat memilih untuk memberi lisensi 

kepada orang lain untuk menggunakan invensinya. Jika ada yang menggunakan invensi yang 

dipatenkan tanpa lisensi, mereka dapat dituntut oleh pemiliknya. Jika pelanggar berhasil dituntut, 

mereka dapat dihentikan dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi dan biaya. 

Pemegang paten dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan 

invensi dengan persyaratan yang disepakati bersama. Pemegang paten memiliki hak untuk 

memutuskan siapa yang boleh atau tidak boleh menggunakan invensi yang dipatenkan selama 

invensi tersebut dilindungi. Pemegang paten juga dapat menjual hak atas invensinya tersebut 

kepada orang lain, yang kemudian akan menjadi pemilik baru paten tersebut. Dengan kata lain, 

pelindungan paten berarti bahwa invensi tidak dapat dibuat, digunakan, didistribusikan, diimpor, 

atau dijual secara komersial oleh orang lain tanpa persetujuan pemilik paten.  

 

 

Berdasarkan pada pengertian paten dalam Pasal 1 ayat (1) UU nomor 
13/2016 tentang Paten, maka subjek pelindungan paten adalah invensi di 
bidang teknologi. Ruang lingkup invensi sesuai dengan pengertian invensi 
dalam Pasal 1 ayat (2) UU paten adalah produk, proses, dan penyempurnaan 
dan pengembangan produk atau proses tersebut. 
	

Sumber:  
dakwahkonstitusi.blogspot.com/2016/11
/ringkasan-haki.html 
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Setelah pelindungan paten berakhir, dan invensi tersebut memasuki domain publik; artinya, 

setiap orang secara bebas dapat mengeksploitasi invensi secara komersial tanpa melanggar paten. 

 

 

 

Contoh pengembangan suatu produk helm 

 
Shorty helmet, https://fuelhelmets.com 

/index.php/helmets/half-helmets/deluxe-
shorty-helmet-gloss-black-sh-hhgl1.html 

Shorty helmet merupakan helm yang didesain untuk menutupi setengah 
dari bagian kepala. Helm ini menyerupai bentuk topi yang dipasang tali pada 
samping kanan dan kiri untuk pengikat. Material yang digunakan plastik keras 
dan pada bagian dalam dilapisi karet dan busa. 

Kelebihan helm jenis ini adalah mampu melindungi bagian atas kepala 
meski dengan tingkat pelindungan yang sangat minim. Helm jenis ini 
dirancang untuk memudahkan penglihatan dan pendengaran penggunanya. 
Helm ini mudah dibawa dan disimpan karena bentuknya yang sederhana.  

Sedangkan kekurangannya adalah pada desain helm ini tidak adanya 
bagian yang menutupi telinga, sehingga helm ini bisa membahayakan 
pendengaran pengunanya akibat suara noise yang ditimbulkan ketika 
berkendara. Helm ini juga  tidak memberikan proteksi yang baik terhadap 
kepala dan mata. Fungsi helm ini tak ubahnya topi saja. 

 
Full face helmet, https://www.revzilla.com 

/motorcycle/shoei-rf-1200-helmet-solid 

Full face helmet ini menutupi seluruh bagian kepala hingga bagian dagu 
sehingga mampu memberikan pelindungan maksimal bagi pengendara. 
Selain itu helm ini juga dilengkapai dengan kaca yang dapat  melindungi 
mata pengendara dari debu maupan hujan.  

Helm jenis ini juga dilengkapi dengan ventilasi udara yang berfungsi 
mengatur sirkulasi udara pada bagian dalam helm ini.  

Kekurangan dari helm jenis ini adalah pendengaran pengguna agak 
terganggu karena jenis helm ini tertutup rapat. Helm ini juga tidak terlalu 
praktis dalam penggunaannya. Bagi pengguna kacamata helm jenis full face 
ini sangat tidak nyaman digunakan. 

Sumber: https://mesma.co.uk/write-effective-quality-
improvement-plan/ 
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Modular/flip-up helmet, 

https://www.cyclegear.com /gear/bilt-
power-modular-helmet 

Modular/flip-up helmet merupakan helm yang aman, fleksibel, nyaman 
digunakan tanpa mengganggu pendengaran pemakai dan juga praktis yaitu 
bisa disesuaikan dengan kondisi jalan  dan cuaca. Helm jenis ini 
menggabungkan bentuk antara helm jenis full face helmet dengan open face 
helmet. Pada dasarnya helm ini berbentuk sama layaknya full face helmet 
hanya bedanya “rahang” helm bisa diangkat layaknya open face helmet.  

Desain yang fleksibel tersebut memudahkan pengguna helm untuk 
menyesuaikan lingkungan jalan maupun cuaca. Jika cuaca buruk ataupun 
jalanan berbatu pengguna helm ini bisa menutup seluruh bagian kepala 
layaknya full face helmet. Namun jika ingin bersantai pengguna tinggal 
mengangkat “rahang” helm sehingga pengguna dapat digunakan layaknya 
open face helmet. Untuk para pengendara sepeda motor yang berkacamata 
helm jenis ini sangat cocok digunakan karena tidak mengganggu posisi 
kacamata.  

 
Skully helmet. Helm motor dilengkapi 
dengan teknologi Augmented Reality. 

Sumber DigitalTrends 

Skully helmet merupakan sebuah helm canggih dengan teknologi 
Augmented Reality. Seperti layaknya mengendarai mobil, helm ini akan 
membantu Anda dalam mencari jalan hingga menerima telepon panggilan. 
Fitur skully helmet:  

 
Heads-up Display dan Navigasi 
 

 

Kamera Belakang 
 

 

Penghubung Smartphone dan Pengontrol Musik 
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Sumber: https://www.smarteye.id/blog/helm-augmented-reality-indonesia/ 

 

Paten bersifat teritorial dimana hak eksklusifnya hanya berlaku di negara atau wilayah paten 

tersebut diajukan dan diberikan sesuai dengan hukum negara atau wilayah tersebut. 

Pelindungan paten menganut sistem konstitutif, oleh karenanya, untuk dapat melindungi 

invensinya, inventor atau pemegang paten harus mendaftarkan invensi tersebut ke Kantor DJKI.  

Pendaftaran paten segera dilakukan meskipun produk yang dihasilkan belum sepenuhnya 

selesai dilakukan penelitian karena penting bagi pemohon memastikan permohonan patennya 

telah memperoleh tanggal penerimaan sebagai tanggal dimulainya pelindungan terhadap 

invensinya. Pelindungan sistem paten di Indonesia berlaku sistem first to file sehingga pelindungan 

diberikan kepada mereka yang lebih dulu mengajukan permohonan patennya. Sistem lainnya 

yaitu first to invent atau invensi yang dibuat terlebih dahulu yang diberikan hak patennya. Sistem 

first to invent dahulu digunakan di Amerika, Kanada, dan Filipina. Apabila ada perbaikan atau 

penyempurnaan maka pemohon/inventor dapat mengajukan paten berikutnya dari hasil 

perbaikan atau penyempurnaan tersebut. Terkadang pada saat pemohon mengajukan 

permohonan paten, inventor belum mengetahui nilai ekonomi dari invensinya. 

Dalam sistem paten, inventor harus mengungkapkan hasil invensinya dengan jelas agar 

dapat dipahami oleh orang yang ahli di bidang tersebut dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini 

DJKI akan mengumumkan setiap invensi yang diajukan permohonan patennya kecuali untuk 

invensi tertentu seperti invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Informasi 

mengenai invensi tersebut dapat diakses oleh masyarakat untuk pengembangan atau 

penyempurnaan teknologi.  

 

 

 

 

Paten memberikan pelindungan hanya dalam yuridiksi yang diberikan dan 
bersifat teritorial, yang berarti bahwa paten hanya memberikan pelindungan 
pada apa yang diklaim dan pada negara di mana paten tersebut diberikan. 
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II.4.2 Lingkup Pelindungan Paten 

Sesuai dengan Undang-Undang Tentang Paten yang berlaku, pelindungan paten terbagi 

menjadi: 

a. Paten; dan 

b. Paten Sederhana  

 
Tabel 1. Perbedaan antara paten dan paten sederhana 

 Paten Paten Sederhana 

Batasan invensi Ciri teknis Diberikan untuk invensi yang 
baru, mengandung langkah 
inventif, dan dapat 
diterapkan dalam industri 

Diberikan untuk invensi 
yang baru, pengembangan 
dari produk atau proses 
yang telah ada, dan dapat 
diterapkan dalam industri 

Cakupan klaim Produk, proses/metode, atau 
gabungan antara produk dan 
proses/metode 

Produk atau proses/metode 

Jumlah klaim Dapat terdiri dari 1 (satu) 
atau lebih klaim mandiri 
dalam satu kesatuan invensi 

Hanya terdapat 1 (satu) 
klaim mandiri dalam satu 
kesatuan invensi 

Pengumuman Pelaksanaan  18 (delapan belas) Bulan 
setelah tanggal penerimaan 

3 (tiga) Bulan setelah 
tanggal penerimaan 

Jangka waktu 
pengumuman 

Selama 6 (enam) Bulan Selama 2 (dua) bulan 

Pemeriksaan substantif Dilaksanakan maksimum 
selama 30 (tiga puluh) Bulan, 
terhitung sejak tanggal 
pengajuan permohonan 
pemeriksaan substantif atau 
sejak berakhirnya masa 
pengumuman jika pengajuan 
permohonan substantif 
dilakukan sebelum tanggal 
pengumuman . 

Dilaksanakan maksimum 7 
(tujuh) Bulan sejak 
berakhirnya masa 
pengumuman. 

Jangka waktu pelindungan 20 (dua puluh) tahun sejak 
tanggal penerimaan 

10 (sepuluh) tahun sejak 
tanggal penerimaan 
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Untuk menentukan apakah suatu invensi didaftarkan melalui paten atau paten sederhana, 

inventor perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

• Apakah invensi tersebut memiliki waktu pemanfaatan jangka panjang mengingat 

perbedaan waktu pelindungan paten dan paten sederhana; 

Baik paten maupun paten 
sederhana, masa 
pelindungannya 

keduanya tidak dapat 
diperpanjang. 
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• Apakah invensi yang dihasilkan bersifat sederhana atau lebih kompleks mengingat 

perbedaan kriteria patentabilitas paten dan paten sederhana. Suatu invensi dengan nilai 

langkah inventif yang rendah sebaiknya didaftarkan melalui paten sederhana agar 

kemungkinan ditolak karena tidak memiliki langkah inventif dapat dihindari. 

 

Contoh publikasi B Paten dan Paten Sederhana 

No Paten Paten Sederhana 

No Paten ID0000001P ID0000001S 

Kl
ai

m
 

 

 

Pu
bl

ik
as

i 
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Contoh Paten dan Paten Sederhana 

Bidang teknik 
invensi 

Paten Paten Sederhana 

Helm sepeda motor P00201705760 
HELM YANG DILENGKAPI DENGAN ALAT 
YANG DAPAT MEMBERIKAN PERINGATAN 
BERUPA GETARAN KEPADA PENGENDARA 
YANG TERDETEKSI MENGALAMI KANTUK 
DENGAN MEMBACA GELOMBANG OTAK 
1. Suatu helm yang dilengkapi dengan alat 

yang dapat memberikan peringatan 
berupa getaran kepada pengendara 
yang terdeteksi mengalami kantuk 
dengan membaca gelombang otak, 
dimana  helm tersebut tersusun dari: …. 

2. Proses pembuatan alat yang dapat 
memberikan peringatan berupa getaran 
kepada pengendara yang terdeteksi 
mengalami kantuk dengan membaca 
gelombang otak, meliputi langkah-
langkah: …. 

S10201508037 
HELM CHARGER TENAGA SURYA 
1. Suatu helm charger tenaga surya terdiri 
atas komponen­komponen sebagai berikut: 
…. 

 Terdiri dari 2 klaim mandiri 
 

Terdiri dari 1 klaim mandiri 

 

II.4.3 Syarat Pelindungan Paten 

Tidak semua permohonan paten yang diajukan ke DJKI akan memperoleh paten, hanya 

teknologi yang memenuhi ketentuan atau persyaratan patentabilitas yang dapat diberi paten.  

Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat 

diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, 

pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. 

Kriteria terhadap penilaian patentabilitas: 

1. Kebaruan 

Suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak 

sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art). Teknologi yang telah 

diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia 

atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, 

penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang yang ahli untuk 

melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan; atau tanggal prioritas 

dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Teknologi yang diungkapkan 

sebelumnya juga dapat mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di 
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Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan 

substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada 

tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan. 

2. Mengandung Langkah Inventif 

Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut merupakan hal yang 

tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di 

bidang teknik. 

3. Dapat diterapkan dalam Industri  

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan 

dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan paten. 

 

1. Kebaruan 

Baru di sini berarti tidak sama dengan teknologi sebelumnya dan belum terungkap ke publik 

sebelum tanggal penerimaan permohonan. Karenanya suatu invensi sebaiknya tidak 

diungkap/dipublikasikan dalam media manapun baik itu terkait paten dan non-paten, hingga 



	

            Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 54 

M O D U L  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  T I N G K A T  D A S A R  B I D A N G  P A T E N  
 
B A B  I I :  P R I N S I P  D A S A R  D A N  P E L I N D U N G A N  P A T E N  
 

	

skala nasional dan internasional, sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh 

tanggal penerimaan. 

Secara umum, suatu invensi harus dirahasiakan sampai permohonan paten diajukan. Sebab, 

suatu invensi harus diketahui publik sebelum tanggal pengajuan permohonan, agar dapat 

memperoleh paten. Oleh karena itu, setiap pengungkapan publik atas penemuan sebelum 

permohonan diajukan dapat menghalangi permohonan untuk dikabulkan. 

Bagaimana jika invensi saya telah diungkapkan kepada publik? 
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Pengungkapan tertentu dapat diabaikan, seperti yang timbul dari pelanggaran kepercayaan 

atau memamerkan invensi di pameran internasional tertentu, jika permohonan diajukan cukup 

cepat setelah pengungkapan. Selain itu, beberapa negara menawarkan “masa tenggang' untuk 

mengabaikan pengungkapan yang berasal dari inventor dan/atau pemilik. Jika pengungkapan 

telah terjadi, disarankan Anda mendiskusikannya dengan konsultan paten sesegera mungkin 

untuk menentukan apakah masih mungkin untuk mengajukan permohonan paten. 

Di Indonesia diatur mengenai masa tenggang yang berkaitan dengan publikasi suatu 

invensi, dimana suatu invensi tidak dianggap dipublikasi jika selama waktu 6 Bulan sebelum 

tanggal penerimaan, inventor melakukan pertunjukan resmi seperti pameran, pengujian dan 

pengembangan prototipe, publikasi di sidang ilmiah, seperti ujian skripsi maupun forum ilmiah 

yang membahas hasil penelitian tersebut.  

Invensi juga tidak dianggap diumumkan jika ada pihak lain yang dalam jangka waktu 12 

Bulan, melakukan pengumuman dengan melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasian invensi 

tersebut. 

Untuk menilai kebaruan sebuah invensi, pencarian prior art biasanya dilakukan yang 

merupakan bidang teknis yang relevan. Pencarian invensi sebelumnya biasanya dilakukan dengan 

tujuan untuk membuktikan bahwa invensi tersebut "tidak baru" atau lama. Pencarian prior art 

dapat dilakukan dengan menggunakan pencarian kata kunci dari database paten, makalah ilmiah 

dan publikasi, dan pada mesin pencari web manapun.  

 

 

 

 

 

 

PRIOR ART 

Setiap informasi yang tersedia ke publik hinggal tanggal penerimaan 
atau tanggal prioritas (jika menggunakan prioritas). 

 
 
 
 

“Prior art” 

Dijelaskan dalam publikasi 
yang telah disebarkan atau 

dapat diakses publik 
melalui media 

telekomunikasi 

Penentuan kebaruan dibuat 
berdasarkan “hal-hal yang 

dijelaskan dalam 
publikasi” 

Contoh: 

Dokumen paten, 
lembar penelitian, 

artikel, buku, 
internet 
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Prior art 
 

       tanggal penerimaan 

              Prior art 

       tanggal penerimaan 

 

 

 Penilaian kebaruan 

 

 

 

 

 

 

Bandingkan subject matter yang diklaim (misalnya klaim 1) satu per satu dengan seluruh 

prior art yang didapatkan 

Tanggal prioritas 

Apabila 
menggunakan 

priortas 

Hal-hal yang ditetapkan 
dalam klaim invensi 

Hal-hal yang dijelaskan 
dalam prior art terdekat 

bandingkan 

Tentukan persamaan dan perbedaannya 

Jika terdapat perbedaan, klaim invensi adalah baru 
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Contoh permohonan yang memiliki kebaruan 

HELM DENGAN SARANA PEMBUANG PANAS 

BERTENAGA SURYA  

Baru terhadap dokumen pembanding : 

P00200600012; EP 1062884 B1; EP 1836913 B1; EP 2338365 

B1; S00200400115 

 

1. Suatu helm (10) yang terpadu dengan suatu sarana 

pembuang panas bertenaga surya yang mencakup: 

~  suatu tempurung (20) yang memiliki suatu lubang 

masukan udara (22) pada bagian atas-depan dari 

tempurung (20) tersebut, dan suatu lubang keluaran 

udara (24) pada bagian atas-belakang dari tempurung 

(20) tersebut; 

~ suatu lapisan pelindung (30 dan 32) yang melapisi 

bagian dalam dari tempurung (20) tersebut, dimana 

lapisan pelindung (30 dan 32) tersebut membentuk 

suatu saluran udara (34) yang menghubungkan 

lubang masukan udara (22) dan lubang keluaran 

udara (24) dari tempurung (20) tersebut; 

~ suatu lapisan pengaman (40) yang menutupi lapisan 

pelindung (30 dan 32) tersebut; 

~ suatu bantalan penyerap panas (50) yang 

ditempatkan di dasar saluran udara (24) menempel 

pada permukaan atas dari lapisan pengaman (40) 

tersebut; 

~ suatu lapisan penyerap panas (55) yang melapisi 

permukaan atas dari saluran udara (24) tersebut; 

~ suatu ventilasi depan (60) yang dipasang pada lubang 

masukan udara (22) dari tempurung (20) tersebut; 

~ suatu kipas listrik (90) untuk membuang panas yang 

dipasang pada lubang keluaran udara (24) dari 

tempurung (20) tersebut; 

~ suatu ventilasi belakang (70) yang dipasang menaungi 

kipas listrik (90) tersebut, dimana ventilasi belakang 

Invensi 
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(70) tersebut memiliki sejumlah lubang ventilasi (72); 

~ suatu panel surya (80) yang dipasang pada 

permukaan tempurung (20) di antara ventilasi depan 

(60) dan ventilasi belakang (70) tersebut, dimana 

kutub listrik dari panel surya (80) tersebut terhubung 

ke terminal listrik dari kipas listrik (90) tersebut; 

~ suatu baterai (100) untuk energi cadangan yang 

memiliki suatu rumahan (102) yang ditempatkan pada 

tempurung (20) tersebut, suatu saklar on/off (104), dan 

sepasang kabel konduktor (106) yang 

menghubungkan kutub listrik dari baterai (100) 

dengan terminal listrik dari kipas listrik (90) tersebut ; 

dan 

~ suatu pelindung muka (110) transparan yang 

dipasang pada bagian depan dari tempurung (20) 

tersebut. 

METODE UNTUK PEMETAAN KAPASITAS JARINGAN 

PIPA GAS BUMI SECARA DARING 

Baru terhadap dokumen prior art: US 9,298,738 B2; US 

9,674,081 B1; US 3,203,185 A1 

 

Suatu metode untuk pemetaan kapasitas jaringan pipa 

gas yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: 

menyiapkan model hidrolik jaringan pipa gas, 

mengumpulkan data hasil pengukuran volume gas dan 

tekanan jaringan pipa jarak jauh,  

mengolah data hasil pengukuran volume gas dan tekanan 

jaringan pipa jarak jauh,  

mengintegrasi data yang dihasilkan dengan model 

hidrolik jaringan pipa gas,  

memvalidasi model hidrolik j aringan pipa gas yang telah 

terintegrasi untuk menghasilkan model simulasi kapasitas 

jaringan pipa distribusi gas,  

menghitung kapasitas jaringan menggunakan model 

simulasi jaringan pipa distribusi gas,  

membuat data geospasial dari hasil perhitungan kapasitas 

jaringan pipa distribusi, dan  

menampilkan data geospasial secara daring melalui 

peramban.  

dimana dicirikan dengan validasi model hidrolik terhadap 

data telemetri, kemudian otomasi perhitungan kapasitas 

jaringan distribusi gas dan penyaj ian data hasil 

perhitungan dalam bentuk geospasial secara daring.  
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2. Langkah inventif 

Suatu invensi memiliki langkah inventif jika berdasarkan prior art, tidak terduga bagi orang 

yang ahli dibidangnya. “terduga/obvious” berarti pada saat dokumen prior art tersebut 

terpublikasi, maka orang yang ahli dibidangnya akan termotivasi untuk dapat merealisasikan 

invensi yang diklaim dengan cara mengganti, menggabungkan, atau memodifikasi item-item dari 

prior  art. 

Menentukan langkah inventif suatu klaim berbeda dengan menentukan kebaruan. Pada 

penentuan langkah inventif, diperbolehkan menggabungkan dua atau lebih prior art yang 

menjadi acuan hanya jika kombinasi tersebut jelas bagi orang yang ahli di bidangnya. 

 
Ilustrasi langkah inventif 

Penentuan langkah inventif 

Dalam menentukan langkah inventif suatu invensi dan untuk menghindari kekeliruan, 

pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

• Asumsikan bahwa orang yang ahli dibidangnya akan dengan mudah mencapai invensi 

yang diklaim, 

• Pahami bahwa invensi yang dikutip (prior art) dekat dengan invensi yang diklaim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prior art 
terdekat 

Subject matter 
yang diklaim Beralasa

n?	

• Prior art terdekat: umumnya, bidang yang sama seperti atau 

dekat dengan invensi yang diklaim dari aspek bidang teknik 

yang sama atau masalah yang akan diselesaikan 

• Prior art terdekat yang bidang teknik atau masalah yang akan 

diselesaikan sangat berbeda dari invensi yang diklaim 

kemungkinan akan sulit untuk membayangkannya. 

• Fakta bahwa masalah yang akan diselesaikan adalah hal baru 

dan tidak terpikirkan oleh orang yang ahli di bidangnya 

menjadi faktor pendukung adanya langkah inventif. 
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Fakta yang mendukung tidak adanya langkah inventif 

1. Motivasi untuk menerapkan prior art lain ke prior art terdekat 

(1) Hubungan bidang teknik, pemeriksa harus memperimbangkan tidak hanya hubungan 

bidang teknik, tetapi juga sudut pandang lainnya. 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta yang mendukung tidak adanya 
langkah inventif 

Fakta yang mendukung adanya  
langkah inventif 

1. Motivasi untuk menerapkan prior art 
lain ke prior art terdekat: 
• Hubungan bidang teknis; 
• kesamaan masalah yang diselesaikan; 
• kesamaan operasi atau fungsi; atau 
• saran yang ditampilkan dalam konten 
prior art 

2. Variasi desain prior art terdekat 
3. Hanya agresi dari prior art 

1. Efek yang menguntungkan 
2. Faktor penghambat 

Contoh: bertentangan dengan tujuan 
prior art terdekat untuk menerapkan 
prior art lainnya. 

Pemikiran 

• Fakta yang mendukung tidak adanya langkah inventif 
• Fakta yang mendukung adanya langkah inventif 

 Dinilai secara komprehensif 

Prior art terdekat 

Peranti telepon, dimana item-item dalam 
kontak diurutkan menurut kepentingannya 

ditetapkan oleh pengguna 

Prior art lain 

Peranti faksimili, dimana item-item dalam 
kontak diurutkan menurut frekuensi 

komunikasi 

Subject matter klaim A 

Peranti telepon, dimana item-item dalam 
kontak diurutkan menurut frekuensi 

komunikasi 

Dianggap sama karena keduanya merupakan piranti 
komunikasi. Ditentukan bahwa mereka berbagi konsep 
menyediakan peranti yang mempermudah melakukan 

panggilan à masalah dan operasi atau fungsi juga 
diperhitungkan. 
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 (2) Kesamaan masalah yang akan diselesaikan. Meskipun masalah-masalah tersebut “terduga 

atau mudah dibayangkan” oleh orang yang ahli di bidangnya, kesamaan masalah dapat dikenali. 

 

Contoh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Kesamaan operasi atau fungsi.  

 
 

 (4) Menyarankan apa yang ditunjukkan dalam konten prior art. Saran yang ditunjukkan dalam 

prior art yang berkaitan dengan penerapan prior art lain ke prior art terdekat dapat sangat 

memotivasi orang yang ahli dibidangnya untuk mendapatkan subject matter yang diklaim dengan 

menerapkan priort art lain ke prior art terdekat. 

Prior art terdekat 

Botol plastik, dimana film silicon oksida 
dibentuk di permukaannya 

Prior art lain 

Bejana tertutup, dimana film karbon 
keras dibentuk di permukaannya 

Claimed Subject matter A 

Botol plastik, dimana film karbon keras 
dibentuk di permukaannya 

Fokus pada lapisan film untuk meningkatkan sifat 
penghalang gas 
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2. Variasi desain prior art terdekat 

 

3. Hanya agregasi dari prior art 

 

2. Fakta-fakta yang mendukung adanya langkah inventif 

(1) Efek menguntungkan melebihi prior art. Dimana efek-efek dari subject matter yang diklaim 

memenuhi kondisi-kondisi berikut dan melebihi apa yang dapat diperkirakan jika dilihat dari 

pernyataan dalam prior art: 

• berbeda dari prior art tersebut; atau 

• memiliki sifat yang sama tetapi secara signifikan lebih unggul. 

Efek-efek di atas dapat mendukung adanya langkah inventif. 
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(2) Faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor yang menghambat penerapan prior art lain ke 

prior art terdekat yang mana faktor-faktor tersebut dapat mendukung adanya langkah inventif. 

Contoh kasus faktor-faktor tersebut adalah: 

• ketika menerapkan prior art lain ke prior art terdekat sangat bertentangan dengan tujuan 

dari prior art terdekat; 

• ketika menerapkan prior art lain dapat membuat prior art terdekat menjadi tidak berfungsi; 

• ketika penerapan prior art lain dikecualikan dan tidak dapat digunakan oleh prior art 

terdekat; atau 

• ketika suatu publikasi mengungkapkan bahwa prior art lain dan perwujudan-perwujudan 

lain dan dimana prior art lain tersebut lebih rendah dari perwujudan lain yang berkaitan 

dengan operasi dan efeknya, dan dengan demikian orang yang ahli di bidangnya tidak 

akan menggunakan prior art tersebut ke prior art terdekat. 

  

Contoh invensi yang memiliki langkah inventif 

HELM YANG DILENGKAPI DENGAN ALAT YANG DAPAT 

MEMBERIKAN PERINGATAN BERUPA GETARAN KEPADA 

PENGENDARA YANG TERDETEKSI MENGALAMI KANTUK 

DENGAN MEMBACA GELOMBANG OTAK 

 

1. Suatu helm yang dilengkapi dengan alat yang 

dapat memberikan peringatan berupa getaran kepada 

pengendara yang terdeteksi mengalami kantuk dengan 

membaca gelombang otak, dimana  helm tersebut 

tersusun dari: open bci circuit (1) berfungsi untuk 

menerima gelombang dan memproses gelombang 

untuk mendeteksi kantuk pada pengguna; kotak 

baterai (2) berfungsi untuk meletakkan baterai sebagai 

sumber daya; wiring compartment (3) berfungsi untuk 

merapikan letak panjangan kabel dalam rangka alat 

pendeteksi; switch on/off (4) berfungsi sebagai saklar 

untuk menyalakan dan mematikan alat pendeteksi; 

elektroda (5) berfungsi untuk menangkap langsung 

gelombang otak pada alat pendeteksi; buzzer (6) 

berfungsi untuk memberikan getaran sebagai keluaran 

hasil deteksi open bci circuit (1); kabel sensor (7) 

berfungsi sebagai penghubung ujung elektroda (5) ke 

open bci circuit (1). 

1. Proses pembuatan alat yang dapat memberikan 

peringatan berupa getaran kepada pengendara yang 

terdeteksi mengalami kantuk dengan membaca 

gelombang otak, meliputi langkah-langkah: 
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menentukan letak elektroda (5), open bci circuit (1), 

dan buzzer (6); melepaskan styrofoam dalam rangka 

mencetak modul yang akan dibuat; memberikan 

cairan kimia yakni resin dan katalis untuk memperkuat 

bahan dasar helm; membentuk styrofoam sesuai 

cetakan, untuk melindungi open bci circuit (1) dari 

benturan dan membuat wiring compartment (3) menjadi 

rapih, terdapat dudukan open bci circuit (1); membuat 

wiring compartment (3) sesuai dengan sistem 10-20 

internasional untuk EEG yakni di ocipetal kanan dan 

temporal kanan; memasang baterai di dekat dahi; dan 

meletakkan buzzer (6) diletakkan di samping kanan 

dan kiri hal ini berguna untuk memberikan efek siaga 

yang cukup untuk pengendara. 

 

METODE DAN ALAT UNTUK MENGUKUR KANDUNGAN GAS 

YANG TIDAK DAPAT TERKONDENSASI DI DALAM FLUIDA UAP 

PANAS BUMI 

 

1. Alat untuk mengukur kandungan gas yang tidak 

dapat terkondensasi di dalam fluida uap panas bumi 

yang meliputi: sarana pengambilan untuk mengambil 

dan mengalirkan fluida uap panas bumi yang 

dikondensasikan oleh kondensor mini, tabung 

pengambilan untuk menampung fluida uap panas 

bumi yang dialirkan oleh sarana pengambilan, sensor 

tekanan untuk mengukur tekanan gas yang tidak dapat 

terkondensasi di dalam tabung pengambilan, sensor 

suhu untuk mengukur suhu air kondensat dan gas yang 

tidak dapat terkondensasi di dalam tabung 

pengambilan,  kuar sakelar level untuk mendeteksi 

dan mengukur level air kondensat di dalam tabung 

pengambilan, dan prosesor untuk menghitung 

kandungan gas yang tidak dapat terkondensasi dalam 

fluida uap panas bumi dalam satuan berat per berat, 

yang dilengkapi dengan monitor penampil, yang 

dicirikan bahwa alat untuk mengukur kandungan gas 

yang tidak dapat terkondensasi tersebut dapat 

dioperasikan secara dapat dipindahkan dari satu titik 

pengambilan ke titik pengambilan yang lainnya.  

8. Metode untuk mengukur kandungan gas yang tidak 

dapat menghubungkan sarana pengambilan untuk 

mengambil dan mengalirkan fluida uap panas bumi 
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yang dikondensasikan oleh kondensor mini masuk ke 

dalam tabung pengambilan, mengalirkan fluida uap 

panas bumi yang berupa kondensat dan gas yang tidak 

dapat berkondensasi ke dalam tabung pengambilan 

mencapai volume yang ditentukan sebelumnya, setelah 

volume kondensat di dalam tabung pengambilan 

mencapai volume yang telah ditentukan sebelumnya 

hingga kondensat menyentuh kuar sakelar level, 

menjalankan prosesor agar beroperasi yang meliputi 

operasi untuk menghentikan pengambilan fluida uap 

panas bumi yang berupa kondensat dan gas yang tidak 

dapat terkondensasi tersebut, dan operasi untuk 

menghitung kandungan gas yang tidak dapat 

terkondensasi di dalam fluida uap panas bumi, dan 

sebaliknya jika volume kondensat belum mencapai 

volume yang telah ditentukan sebelumnya di dalam 

tabung pengambilan, menjalankan prosesor agar 

beroperasi yang meliputi operasi untuk melakukan 

pengambilan fluida uap panas bumi hingga volume 

kondensat mencapai volume yang telah ditentukan, 

langkah menghitung kandungan gas yang tidak 

dapat terkondensasi dalam fluida uap panas bumi 

dalam satuan berat per berat dengan menggunakan 

nilai keluaran dari sensor tekanan, sensor suhu dan kuar 

sakelar level yang terhubung dengan prosesor sebagai 

nilai masukan, dan langkah menampilkan hasil 

penghitungan kandungan gas yang tidak dapat 

terkondensasi pada monitor penampil.  

 

II.5 KESATUAN INVENSI 

Paten diberikan berdasarkan permohonan, dan setiap permohonan diajukan untuk satu 

invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling terkait. 

Satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah 

inventif yang erat. Dalam hal suatu permohonan paten terdapat lebih dari satu klaim mandiri, 

maka kantor paten harus melakukan penilaian mengenai kesatuan invensi terhadap klaim-klaim 

yang diajukan. 
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Salah satu kombinasi dari beberapa invensi berikut dapat dipertimbangkan mengandung 

kesatuan invensi: 

1. Suatu produk dan suatu proses khususnya diadaptasi untuk pembuatan produk tersebut; 

atau 

3. Suatu produk dan penggunaan produk tersebut; atau 

4. Suatu produk, suatu proses khususnya diadaptasi untuk pembuatan produk tersebut, 

dan penggunaan dari produk tersebut; atau 

5. Suatu proses dan suatu alat atau peralatan khususnya didesain untuk melakukan proses 

tersebut; atau 

6. Suatu produk, suatu proses khususnya diadaptasi untuk pembuatan produk tersebut, 

dan suatu alat atau peralatan khususnya didesain untuk melakukan proses tersebut. 

 

Satu Invensi – Beberapa Invensi 

 
 

Kesatuan invensi harus memenuhi persyaratan khusus, inventif dan non-obvious, dimana 

khusus/inventif/non-obvious bermakna invensi tersebut memberikan kontribusi terhadap 

dokumen pembanding. Dokumen pembanding yang dimaksud disini bukanlah dokumen 

pembanding komplit untuk pemeriksaan substantif. 

Dalam prakteknya, Fitur teknis “khusus” mendefinisikan invensi dan penelusuran terkait 

invensi. Dimana dianggap cukup bila fitur teknis khusus tersebut memberikan kontribusi terhadap 

dokumen pembanding, tetapi harus merupakan invensi yang mengandung langkah inventif. Jika 

tidak terdapat fitur teknis khusus, maka harus dilakukan pembuktian keseluruhan. 

Key	point	tentang	Kesatuan	invensi	adalah	:	
1.	 Satu	invensi	
2.	 Beberapa	invensi	yang	merupakan	kesatuan	invensi	yang		saling	terkait	
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Keberatan terhadap kesatuan tidak fatal 

Jika permohonan paten dinilai tidak berada dalam satu kesatuan invensi, permohonan 

tersebut tetap dapat diproses untuk granted. Solusi terhadap keberatan tersebut adalah: 

• menyatukan beberapa klaim mandiri dengan kategori klaim yang sama, 

• membuat argumen teknis bahwa klaim-klaim berada dalam satu kesatuan invensi 

• membatalkan klaim-klaim yang tidak berada dalam satu kesatuan invensi, 

• mendaftarkan permohonan divisional  

 

 
 

Contoh 1: 

Klaim : 

1. Suatu Mobil  

2. Suatu bak mandi 

Pertanyaan: Dalam “konsep” apa suatu mobil memiliki kesamaan dengan suatu bak mandi? 

Jawaban: Secara intuitif : TIDAK --> Tidak merupakan satu kesatuan invensi 

 

 

 

 

Satu kesatuan Invensi yang saling terkait: 

1. Single General Inventive Concept (SGIC) 

Konsep SGIC : 

- “Single“ Tunggal, “General” umum : Umum untuk semua invensi terkait 

- “konsep” pada : 

o Fitur yang sama (peralatan : alat-alat; metode : langkah-langkah), atau 

o Masalah yang sama (dari fitur yang berbeda) 

- “konsep” tersebut harus (baru dan) inventif 

 

Pasal 41 ayat (1) 

“jika suatu permohonan terdiri atas beberapa invensi yang tidak merupakan 
satu kesatuan invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), 
Pemohon dapat mengajukan divisional permohonan” 
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2. Special Technical Features (STF) - Fitur Teknis Khusus 

Beberapa invensi harus memiliki fitur teknis khusus yang sama atau terkait. Dimana: 

- “Sama atau terkait” maksudnya adalah memecahkan masalah yang sama; sedangkan  

- “khusus” maksudnya adalah fitur memberikan kontribusi terhadap dokumen 

pembanding (fitur dinilai baru terhadap dokumen pembanding) 

 

 
 

Intinya adalah: konsep yang umum, yang dapat berupa fitur atau masalah, yang harus 

khusus/inventif. 

Contoh 2: 

Klaim : 

1. Suatu mobil. 

2. Mobil seperti pada klaim 1 yang selanjutnya memiliki wiper kaca depan. 

3. Mobil seperti pada klaim 1 yang selanjutnya memiliki rem. 
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Analisa klaim: 

 

 

 

 

 

 

 

“Batasi Fitur” dengan membangun blok 

Mobil  Fitur Teknis Sama 

Wiper Kaca Depan Rem  Fitur Teknis Beda 

 

Analisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena  

M1 – M2 --> Fitur teknis TIDAK “terhubung” --> Tidak Satu Kesatuan Invensi 

Mobil  Fitur Teknis Sama 

(none)  Fitur Teknis Penghubung 

Wiper Kaca Depan Rem  Fitur Teknis Lainnya 

 

 

 

 

Berpotensi beda invensi/”tujuan” 

1 Mobil 

2 3 Wiper Kaca depan Rem 

Fitur Teknis Sama 

Fitur Teknis Beda 

1 Mobil 

2 3 Wiper Kaca depan Rem 

Fitur Teknis Sama 
telah diketahui = 
tidak khusus 

Fitur Teknis Beda 

Masalah	1		(M1):	
Bagaimana	
meningkatkan	
visibilitas	

Masalah	2	(M2):	
Bagaimana	
menghentikan	
mobil	

Masalah Berbeda 
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Analisis lebih lanjut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema Penilaian Kesatuan Invensi: 

 
 

 

 

1 Mobil 

2 3 Wiper Kaca 
depan 

Rem 

Invensi	1	 Invensi	2	
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Contoh Satu Kesatuan Invensi – terdapat fitur teknis khusus yang sama: 

 

 
Contoh Tidak Satu Kesatuan Invensi: 

 
 

Fitur	Teknis	khusus	
yang	sama	

Fitur	Teknis	khusus	
yang	sama	
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Contoh Tidak Satu Kesatuan invensi (kasus kebanyakan): 

 

Contoh 3 

Klaim: 

1. Suatu mobil dengan tiga poros roda 

2. Mobil sesuai dengan klaim 1 selanjutnya memiliki wiper kaca depan 

3. Mobil sesuai dengan klaim 1 selanjutnya memiliki rem 

 

Fitur	Teknis	khusus	
yang	sama	
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Analisis Klaim: 

 

 

 

 

 

Skema Pertanyaan terkait Kesatuan Invensi: 

1. Apakah terdapat fitur teknis yang sama ? YA 

 

 

 

2. Apakah fitur teknis yang sama tersebut “khusus” ? TIDAK 

 

 

 

3. Apakah ada fitur teknis “khusus” yang berbeda ? YA 

 
 

 

	

1 

2 3 Wiper Kaca depan Rem 

1 Mobil dengan tiga poros roda 

2 3 Wiper Kaca 
depan 

Rem 

1 Mobil dengan tiga poros roda 

2 3 

1 Mobil dengan tiga poros roda 

2 3 Wiper Kaca depan Rem 

Mobil dengan tiga poros roda Fitur Teknis Sama 

Wiper Kaca depan Rem Fitur	Teknis	
yang	berbeda	
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4.		 Apakah	Fitur	teknis	yang	berbeda	tersebut	memecahkan	masalah	yang	sama?	

 

 

 

 

Kesimpulan:  

Tidak Terdapat Fitur Teknis Khusus yang Sama dan Tidak Ada Fitur Teknis Khusus yang Terkait --> 

TIDAK SATU KESATUAN INVENSI 

Alasan Tidak Satu Kesatuan Invensi (dengan skema) 

 

 

 

1 Mobil dengan tiga poros roda 

2 3 

M1: Meningkatkan 
pandangan 

M2 : Untuk berhenti Masalah yang 
berbeda 

Wiper Kaca 
Depan 

Rem 
Fitur Teknis yang 
Berbeda 
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Contoh 4 

Klaim: 

1. Suatu pisau lipat multifungsi. 

2. Pisau lipat multifungsi dari klaim 1 selanjutnya meliputi suatu pulpen. 

3. Pisau lipat multifungsi dari klaim 1 selanjutnya meliputi suatu pena. 

 

 

 

Analisis Klaim: 

 

 

 

 

 

1 Mobil dengan tiga poros roda 

2 3 Wiper kaca 
depan 

Rem 

Invensi 1 Invensi 2 

1 Pisau lipat 

2 3 pulpen pena 
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Skema Pertanyaan terkait kesatuan invensi: 

1. Apakah terdapat fitur teknis yang sama ? YA 

 

 
2. Apakah fitur teknis yang sama tersebut “khusus” ? TIDAK 

 

 

3. Apakah ada fitur teknis “khusus” yang berbeda ? YA 

 

 

 

 

4. Apakah Fitur teknis yang berbeda tersebut memecahkan masalah yang sama? YA 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

1 Pisau Lipat 

2 3 Pulpen Pena 

Fitur Teknis Sama 

1 Pisau Lipat 

2 3 Pulpen Pena 

Fitur Teknis yang 
Berbeda 

1 Pisau Lipat 

2 3 Pulpen Pena 

Fitur Teknis 
yang Berbeda 

1 Pisau Lipat 

2 3 Pulpen Pena 

Bagaimana menulis dengan 
pisau lipat 

Masalah yang 
sama 

D1	:	Suatu	Pisau	
Lipat	dengan	
suatu	pensil	

	

D1	:	Suatu	Pisau	
Lipat	dengan	
suatu	pensil	

	

D1	:	Suatu	Pisau	
Lipat	dengan	
suatu	pensil	
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5.	 Apakah	masalah	tersebut	non-obvious	?	TIDAK	

 

 

 

 

Masalah telah diketahui --> tidak ada fitur teknis khusus pemersatu/yang terkait. 

Dalam kasus apakah pena benar-benar menyelesaikan masalah yang sama dengan pensil? 
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Diagram Alir untuk contoh 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invensi 1 
Invensi 2 

1 Pisau lipat 

2 3 pulpen pena 
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Kelompok invensi pada contoh 4: 

1. Invensi 1 : Klaim 1 (sebagian), klaim 2 (seluruhnya) 

2. Invensi 2 : Klaim 1 (sebagian), klaim 3 (seluruhnya) 

Arah Tidak kesatuan invensi: 

- Setiap invensi memberikan arah pencarian berbeda  

- Arah tersebut menentukan “subjek/inti invensi” yang ditelusuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 5 

Klaim mandiri 1. Suatu pisau saku multi-fungsi (A) yang dilengkapi dengan bolpoin (B) dan stik USB 

(D). 

Klaim mandiri 2. Suatu pisau saku multi-fungsi (A) yang dilengkapi dengan pensil (C) dan penunjuk 

laser (E) 

 

Arah 1 
Arah 2 

1 Pisau lipat 

2 3 pulpen pena 
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Apa yang sama dan apa yang sesuai? 

Pisau saku multi-fungsi (A)  SAMA 

Bolpoin (B) Pensil (C)  Sesuai Y/N 

Stik USB (D) Penunjuk laser (E)  Sesuai Y/N 

 

Bolpoin (B)  : Alat tulis 

Pensil (C)  : Alat tulis 

Stik USB (D)  : Alat yang digunakan untuk menyimpan data secara elektronik 

Penunjuk laser (E) : Alat yang digunakan untuk menunjuk suatu objek 

 

Pertimbangan: masalah umum 

Pisau saku multi-fungsi (A)  SAMA 

Bolpoin (B) Pensil (C)  Sesuai 

Stik USB (D) Penunjuk laser (E)  Tidak sesuai Tidak sesuai 
 

Masalah umum, jika terdapat, di antara invensi-invensi dari kelompok yang berbeda 

Fitur teknis khusus 

Permohonan  Dokumen pembanding 1 

Pisau saku multi-fungsi (A)  Pisau saku multifungsi (A) 

Bolpoin (B) Pensil (C)  dengan pulpen (F) 

Stik USB (D) Penunjuk laser (E)   
 

• Fitur yang sama (A) diketahui dari dokumen pembanding 1, sehingga tidak khusus 

• Pulpen (F) dari dokumen pembanding 1 merupakan alat tulis. Fitur teknis yang sesuai tidak 

khusus. 

• Masalah umum tidak sama, tidak juga fitur teknis khusus yang sesuai 

Masalah teknis 

Permohonan  Dokumen pembanding 1 
Pisau saku multi-fungsi (A)  Pisau saku multifungsi (A) 

Bolpoin (B) Pensil (C)  dengan pulpen (F) 
Stik USB (D) Penunjuk laser (E)   
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• Asumsikan bahwa (B) dan (C) adalah alternatif yang jelas untuk (F) dan karenanya tidak khusus 

• (D) dan (E) memberikan kontribusi teknis terhadap Dokumen pembanding 1, namun keduanya 

memiliki sifat teknis yang berbeda. 

• Terdapat dua invensi terpisah dan tidak terkait 

 

 

II.6 PEMAKAI TERDAHULU 

Pemakai terdahulu merupakan pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang 

sama diajukan permohonannya. Oleh karena itu, pemakai terdahulu bukanlah inventor/pemohon 

yang mengajukan paten. Pemakai terdahulu harus melaksanakan invensi tersebut dengan itikat 

baik. Jika pemakai terdahulu dalam melaksanakan invensi menggunakan pengetahuan dari uraian, 

klaim, gambar, maupun contoh-contoh yang ada dari invensi yang dimohonkan, maka ia tidak 

dianggap pemakai terdahulu.  

Untuk dapat diakui sebagai pemakai terdahulu, ia harus mengajukan permohonan kepada 

Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM). Hak pemakai terdahulu tidak dapat dialihkan 

kepada pihak lain melalui  lisensi maupun pengalihan hak, tetapi haknya dapat dialihkan melalui 

pewarisan. Jangka waktu hak sebagai pemakai terdahulu akan hilang bersamaan dengan 

berakhirnya masa pelindungan paten. Jadi pemakai terdahulu tetap diizinkan untuk terus 

menggunakan atau menjalankan invensi tersebut meskipun dalam kondisi yang lebih ketat. 

 

Pasal 14 ayat (1) 

“Pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan 
permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap 

invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten” 

Kesimpulan 

Karena tidak ada fitur teknis spesial yang sama atau yang sesuai pada klaim 1 dan 2, 
invensi tersebut tidak terhubung oleh suatu konsep inventif umum tunggal dan 
karenanya persyaratan untuk satu kesatuan invensi tidak terpenuhi. 
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BAB III 

PENDAFTARAN PATEN 

Bagaimana Inventor Mendapat Pelindungan Paten untuk Invensinya 

Pada saat inventor menghasilkan invensi, invensi tersebut tidak otomatis memperoleh 

pelindungan paten. Inventor perlu mendaftarkan invensinya ke kantor paten dan melewati tahap-

tahap pemeriksaan, agar dapat diberi paten.  

 

Pendaftaran paten, atau yang pada Undang-Undang Paten dimaksud dengan pengajuan 

permohonan paten, dapat dilakukan oleh inventor atau oleh pihak lain yang diberi hak oleh 

inventor. Pihak lain disini bisa perorangan atau badan hukum, bisa lebih dari 1 orang atau lebih 

dari 1 badan hukum. Pengajuan permohonan juga bisa diwakilkan oleh konsultan kekayaan 

intelektual yang diberi kuasa. Selanjutnya, yang mengajukan permohonan paten disebut sebagai 

pemohon.  

 
Gambar 1: Yang dapat mengajukan permohonan paten (perbedaan antara inventor, pemohon, dan kuasa) 
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Pemohon perlu menyiapkan dokumen untuk mengajukan permohonan paten. Dokumen 

permohonan paten memuat hal-hal seperti informasi mengenai pemohon, inventor, nama/judul 

invensi, tanggal pengajuan permohonan, jenis permohonan, dan lain-lain yang tercakup dalam 

formulir permohonan. Formulir permohonan paten ini juga perlu dilengkapi dengan dokumen 

spesifikasi paten yang mengungkapkan teknis invensi seperti uraian invensi (deskripsi), ruang 

lingkup yang ingin dilindungi dari invensi (klaim), ringkasan  invensi (abstrak), dan gambar bila 

ada. Cara menyiapkan dokumen spesifikasi paten tersebut dapat dibaca pada modul drafting 

paten. 

Perlu diingat bahwa setiap pemohon wajib mengikuti persyaratan dan prosedur 

permohonan paten yang telah ditetapkan oleh kantor paten agar invensinya mendapatkan paten. 

 

III.1 PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN DI INDONESIA 

Permohonan paten di Indonesia dapat diajukan ke DJKI atau Kanwil, Kemenkumham RI. 

III.1.1 Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan 

Syarat dan tata cara pengajuan permohonan paten di Indonesia mengacu pada Undang-

undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten. 

Persyaratan minimum permohonan paten berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang 

Paten yaitu: 

1. mengisi formulir permohonan; 

2. melampirkan dokumen spesifikasi paten (deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar jika ada); 

3. membayar biaya permohonan; 

Persyaratan dokumen kelengkapan lainnya antara lain: 

1. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor untuk permohonan paten dari dalam 

negeri; 

2. surat pengalihan hak kepemilikan invensi (jika permohonan diajukan oleh pihak lain 

yang bukan inventor); 

3. surat kuasa (jika permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa); 

4. surat bukti penyimpanan jasad renik (untuk permohonan menyangkut Jasad Renik 

tertentu); 

5. dokumen prioritas (untuk permohonan dari luar negeri yang ingin menggunakan hak 

prioritas). 
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Pengajuan permohonan paten dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik/online 

melalui laman resmi DJKI paten.dgip.go.id sejak 17 Agustus 2019. Hal ini ditujukan untuk 

memudahkan pemohon mengajukan permohonan dari mana saja, tidak perlu datang ke kantor 

DJKI atau ke Kanwil Kemenkumham. 

Langkah-langkah pengajuan permohonan mulai dari membuat akun hingga pengisian 

formulir dapat dilihat pada lampiran bab ini. 

 

 
Gambar 2: Pengajuan permohonan paten online melalui paten.dgip.go.id 

 

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 35 Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018, pemohon akan 

mendapatkan tanda terima atas pengajuan permohonan patennya dalam bentuk dokumen 

formulir yang memuat: 

a. nomor permohonan;  

b. tanggal pengajuan permohonan; dan  

c. besaran biaya yang telah dibayarkan. 

Oleh karena sistem paten bersifat konsitutif dan first to file dimana paten yang diajukan lebih 

dahulu akan diberi paten, maka tanggal penerimaan menjadi sesuatu yang sangat penting. 

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum akan mendapatkan tanggal 

penerimaan (Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Paten). 

 

 

 

 

 

 

 

 
pengajuan	online	
paten.dgip.go.id	

  DJKI	Pemohon	
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Contoh dokumen formulir permohonan pada gambar berikut: 

 
Gambar 3: Contoh Formulir Permohonan (halaman 1) 

a.	 b.	
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Gambar 4: Contoh Formulir Permohonan (halaman 2) 

 

c.	
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Alur bisnis proses pendaftaran paten di Indonesia dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:  

 

 
Gambar 5: Alur bisnis proses permohonan paten 

 

 

 

 

 

Pengajuan Permohonan Paten 

Pemeriksaan administrasi (formalitas) 

Tanggal Penerimaan 

Pengumuman 

Pengajuan Permohonan 
Pemeriksaan Substantif 

Penerbitan Sertifikat dan Pengumuman 

3 BULAN 

6 BULAN 

18 BULAN 

30
 B

U
LA

N
 

36 BULAN 

SE
TU

JU
 D

IB
ER

I 

TOLAK 

2 BULAN 

Diberi Paten 

Ditolak 

  

14 HARI 

2 BULAN 1 BULAN 
melengkapi kekurangan administrasi 

Pemberian Keputusan diberi/ditolak 

Pemeriksaan Substantif 
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Alur bisnis proses pendaftaran paten sederhana di Indonesia dapat dilihat melalui bagan di bawah 
ini:  

 

 
 

Gambar 6: Alur bisnis proses permohonan paten sederhana 

 

 

 

 

Pengajuan Permohonan Paten Sederhana 

Pemeriksaan administrasi (formalitas) 

Tanggal Penerimaan 

Publikasi (A) 

Pengajuan Permohonan 
Pemeriksaan Substantif 

Pemeriksaan Substantif 

Penerbitan Sertifikat dan Publikasi (B) 

1 BULAN 

2 BULAN 

3 BULAN 

12
 B

U
LA

N
 

6 BULAN 

SE
TU

JU
 D

IB
ER

I 

TOLAK 

2 BULAN 

Diberi Paten Sederhana 

Ditolak 

  

14 HARI 

melengkapi kekurangan administrasi 

Pemberian keputusan diberi/ditolak 
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III.1.2 Biaya Permohonan Paten 

Biaya permohonan paten saat ini mengacu pada PNBP Paten berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di 

Kemenkumham RI. Di dalam PP ini terdapat perbedaan biaya PNBP permohonan paten yang 

diajukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dengan 

permohonan yang diajukan oleh masyarakat umum. 

Besarnya biaya tersebut bisa berubah apabila terjadi perubahan PP tentang PNBP. 

Sebaiknya pemohon melakukan pengecekan atas biaya permohonan paten yang berlaku pada 

saat mengajukan permohonan paten. 

Beberapa biaya atas permohonan paten antara lain: 

a. biaya pengajuan permohonan; 

b. tambahan biaya deskripsi jika lebih dari 30 (tiga puluh) halaman; 

c. tambahan biaya klaim jika yang lebih dari 10 klaim; 

d. biaya permohonan pemeriksaan substantif; 

e. biaya pemeliharaan atau biaya tahunan; 

f. biaya lain meliputi: perubahan data, percepatan pengumuman, perpanjangan waktu 

pemenuhan persyaratan & kelengkapan permohonan dan pemeriksaan substantif, 

perubahan jenis permohonan, dan pengalihan hak. 

Permohonan paten yang memiliki lebih dari 10 klaim akan dikenai biaya untuk kelebihan 

klaim tersebut. Tambahan biaya klaim ini harus dibayarkan paling lambat bersamaan dengan 

pembayaran biaya permohonan pemeriksaan substantif paten. 

 

 
Gambar 7: Ilustrasi tambahan biaya klaim 

 

Demikian juga untuk permohonan paten yang memiliki deskripsi lebih dari 30 halaman. 

Tambahan biaya deskripsi harus dibayarkan paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan. 

10	1
0	

15	
klaim	ke-	

membayar	biaya	kelebihan	5	
klaim	Ilustrasi: jumlah klaim = 15 klaim 
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Gambar 8: Ilustrasi tambahan biaya halaman deskripsi 

 

III.1.3 Pemeriksaan Administrasi 

Pemeriksaan administrasi adalah sebuah proses pengecekan permohonan paten apakah 

telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 34 

sampai Pasal 37 Undang-Undang Paten dan Pasal 28 sampai Pasal 34 Permenkumham No. 38 

Tahun 2018.  

Dalam jangka waktu 14 hari kerja, pemohon akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan 

administrasi berupa: 

1. Surat Pemberitahuan Formalitas Telah Dipenuhi untuk permohonan paten yang telah 

melengkapi persyaratan administrasi dengan benar; atau 

2. Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas berisi pemberitahuan tentang 

persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi atau diperbaiki. 

Pada surat pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas, pemohon bisa mengetahui 

apa saja yang diperiksa, yang perlu dilengkapi atau yang perlu diperbaiki sesuai tenggat waktu 

yang diberikan, dan informasi akibat yang timbul jika tidak melengkapi kekurangan tersebut.  

Contoh surat pemberitahuan persyaratan formalitas telah dipenuhi dan surat 

pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas dapat dilihat pada lampiran bab ini. 

Jika mendapatkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas, maka 

pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu 3 bulan 

setelah tanggal surat pemberitahuan.  

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 2 bulan apabila pemohon mengajukan 

permohonan perpanjangan kelengkapan formalitas disertai penjelasan alasannya, dan harus 

diajukan sebelum jatuh tempo (sebelum jangka waktu 3 bulan pertama habis).  

Jangka waktu dapat diperpanjang lagi 1 bulan, tetap dengan mengajukan permohonan 

perpanjangan disertai alasannya dan dikenai biaya berdasarkan PNBP.  

 

30	1
0	

50	
halaman	ke-	

membayar	biaya	kelebihan	
deskripsi	20	halaman	

Ilustrasi: deskripsi = 50 halaman 
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Ilustrasi: 

Permohonan paten diajukan pada tanggal 2 Januari 2020 dan mendapatkan tanggal 

penerimaan. Oleh karena dokumen surat pengalihan hak belum ada, pemohon mendapatkan 

surat kekurangan persyaratan Formalitas pada tanggal 03 Januari 2020. Pemohon harus 

mengirimkan surat pengalihan hak paling lambat tanggal 03 April 2020. 

Pada tanggal 20 Maret 2020 pemohon merasa belum sanggup untuk mengirimkan surat 

pengalihan hak, kemudian pemohon mengirim surat dengan alasan, maka pemohon mendapat 

perpanjangan jangka waktu hingga 03 Juni 2020. 

Masih butuh waktu lagi, pemohon mengirimkan surat permohonan dispensasi lagi dengan 

membayar biaya perpanjangan, maka jangka waktu diperpanjang sampai 03 Juli 2020. 

Jika sampai tanggal 03 Juli 2020 pemohon tidak mengirimkan surat hak pengalihan paten, 

maka DJKI akan memberitahukan melalui surat bahwa permohonan paten tersebut diangap 

ditarik kembali. 

 

 
Gambar 9: Ilustrasi melengkapi kekurangan administrasi permohonan (dengan jangka waktunya) 

 

Hal penting lain yang perlu diperhatikan oleh pemohon selama masa pemeriksaan 

administrasi adalah: 

1. batas waktu perbaikan penyajian spesifikasi paten (deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar 

bila ada) adalah 30 hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan dan tidak dapat 

diperpanjang, bukan 3 bulan; 
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2. pembayaran tambahan biaya deskripsi lebih dari 30 halaman juga dilakukan paling lambat  

30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan; 

3. sedangkan batas waktu pembayaran tambahan biaya klaim lebih dari 10 klaim adalah 

bersamaan dengan pembayaran permohonan substantif paten; 

4. batas waktu pembayaran permohonan substantif paten adalah 36 bulan (atau 6 bulan 

untuk paten sederhana) setelah tanggal penerimaan; 

5. terjemahan deskripsi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia paling lambat 30 hari kerja 

dari tanggal pengajuan dan tidak dapat diperpanjang (untuk pengajuan permohonan dari 

luar negeri).  

 

Pemohon diharapkan memperhatikan dengan teliti batas-batas waktu terkait administratif 

permohonan paten agar tidak mengakibatkan permohonan dianggap ditarik kembali.  

 

III.1.4 Pengumuman (Publikasi) 

Pengumuman atau publikasi paten adalah suatu cara memberikan informasi kepada publik 

bahwa suatu permohonan paten telah diajukan sehingga diharapkan tidak ada pihak lain yang 

akan melakukan peniruan atau tindak pelanggaran terhadapnya dan juga memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkepentingan untuk melihat 

permohonan paten tersebut. Permohonan paten yang telah dipublikasi menjadi dokumen 

pembanding atas permohonan paten lain yang diajukan setelahnya.  

Permohonan paten akan dipublikasi setelah memenuhi persyaratan administrasi dan 

melewati masa tunggu publikasi, melalui media yang dapat diakses oleh semua orang. Di 

Indonesia, pengumuman diunggah pada laman resmi DJKI dgip.go.id dalam bentuk Berita Resmi 

Paten (Patent Gazette) dan pada database pangkalan data kekayaan intelektual https://pdki-

indonesia.dgip.go.id/.  

Ketentuan mengenai pengumuman/publikasi paten di Indonesia diatur pada pasal 46 

sampai pasal 50 Undang-Undang Paten. 

 

Khusus untuk permohonan paten sederhana, pemohon wajib melengkapi 
kekurangan formalitas dalam waktu 1 (satu) bulan dan tidak bisa 
diajukan perpanjangan waktu. Apabila tidak melengkapi, maka 
permohonan paten sederhana tersebut dianggap ditarik kembali. 
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III.1.4.1 Pengumuman Paten 

Di Indonesia, pengumuman permohonan paten dilakukan 18 bulan setelah tanggal 

penerimaan yang dinamakan publikasi A yaitu publikasi sebelum diberi paten. Seringkali, ketika 

inventor menghasilkan invensi akan menjadi bersemangat dan ingin cepat-cepat mengajukan 

permohonan patennya untuk mengamankan tanggal penerimaan atas invensi tersebut. Namun 

kemudian, setelah berselangnya waktu mungkin saja inventor atau pemohon memperkirakan 

beberapa hal, misalnya: bila permohonan paten dilanjutkan apa adanya, ada kemungkinan ditolak; 

ada perbaikan atau penyempurnaan yang ingin dimasukkan dalam permohonan paten untuk 

memperbesar kesempatan diberi paten; sumber daya (tenaga, biaya, waktu) untuk mendapatkan 

paten dinilai tidak sebanding dengan timbal balik yang akan dihasilkan; dan/atau invensi dinilai 

lebih baik jika dilindungi sebagai rahasia dagang dengan demikian dapat menikmati hak 

monopoli lebih lama. 

Pemohon memiliki waktu 18 bulan selama masa tunggu pengumuman untuk 

mempertimbangkan dan menentukan apakah permohonan tetap dilanjutkan atau ditarik kembali 

sebelum permohonan diumumkan ke publik. 

 

 
Gambar 10: Ilustrasi waktu pengumuman permohonan paten (publikasi A) 

 

Pengumuman publikasi A dilakukan selama 6 bulan sejak tanggal pengumuman. Tujuannya 

untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau masyarakat umum yang akan 

mengajukan keberatan atas permohonan paten tersebut.  
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Gambar 11: Contoh publikasi A permohonan paten 

 

Jika ada keberatan terhadap suatu permohonan paten dari pihak ketiga, maka pemohon 

dapat mengirimkan surat yang menjelaskan atau menyanggah keberatan tersebut dalam waktu 

30 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan adanya keberatan. Keberatan dari pihak ketiga 

dan penjelasan/sanggahan dari pemohon akan menjadi tambahan bahan pertimbangan dalam 

pemeriksaan substantif. 

Ada juga permohonan paten yang tidak diumumkan ke publik, yaitu permohonan yang 

invensinya berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara misalnya senjata api, bahan 

peledak, penyadapan, pengintaian, atau penyandian. Pemohon akan diberitahu apabila 

permohonannya tidak diumumkan.   

 

III.1.4.2 Pengumuman Paten Sederhana 

Sedikit berbeda dengan paten biasa mengenai kapan dimulai dan lama waktu publikasi, 

paten sederhana dipublikasikan 3 bulan setelah tanggal penerimaan selama 2 bulan (Pasal 123 

Undang-Undang Paten).  
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Gambar 12: Ilustrasi waktu pengumuman permohonan paten sederhana (publikasi A) 

 

III.1.4.3 Percepatan Pengumuman Paten 

Pemohon dapat mengajukan percepatan pengumuman paten sehingga permohonan 

patennya dipublikasikan 6 bulan setelah tanggal penerimaan. Tentunya permohonan percepatan 

ini berbayar sesuai dengan ketentuan yang ada pada PP PNBP. Cara mengajukan percepatan 

pengumuman paten ada pada lampiran bab ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13: Ilustrasi waktu percepatan pengumuman permohonan paten (publikasi A) 

 

Percepatan pengumuman paten ini hanya berlaku untuk permohonan paten saja. 

Permohonan paten sederhana tidak dapat diajukan percepatan pengumuman. 
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Apabila pemohon ingin mendaftarkan patennya ke negara lain, sebaiknya 
tidak mengajukan percepatan pengumuman paten di Indonesia. Bisa jadi 
permohonan paten di luar negeri justru mati/ditolak berdasarkan 
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III.1.4.4 Pengumuman Paten PCT dan ketentuan lainnya 

Untuk permohonan dari luar negeri yang masuk melalui jalur PCT akan diumumkan setelah 

keluarnya surat pemberitahuan kelengkapan formalitas terpenuhi. Bentuk publikasinya bisa 

disebut sebagai republish atau diumumkan ulang karena permohonan patennya sebenarnya 

sudah diumumkan melalui publikasi internasional. 

Beberapa ketentuan lain terkait publikasi paten karena adanya perubahan jenis dari paten 

ke paten sederhana atau sebaliknya mengacu pada pasal 56 dan pasal 57 Permenkumham No. 38 

tahun 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan yang berubah dari paten biasa menjadi paten sederhana, pengumuman tidak 

perlu dilakukan lagi karena sudah lewat masa publikasi (sudah dipublikasi saat masih permohonan 

paten). 

Permohonan yang berubah dari paten sederhana menjadi paten biasa, pengumumannya 

menunggu masa publikasi paten biasa yaitu 18 bulan setelah tanggal penerimaan.  

 

III.1.5 Pemeriksaan Substantif  

Pemeriksaan substantif adalah proses pemeriksaan permohonan yang dilakukan oleh 

pemeriksa paten untuk menentukan apakah klaim dari invensi yang dimohonkan memenuhi 

syarat permohonan dapat diberi paten. Syarat patentabilitas dan beberapa ketentuan lainnya 

telah dibahas pada bab II.  

PASAL 56 

1)  Dalam hal perubahan Paten menjadi Paten sederhana  atau sebaliknya, untuk Permohonan Paten 

yang belum diumumkan maka Menteri segera mengumumkan Permohonan tersebut pada saat 

Permohonan Paten berubah menjadi Permohonan Paten sederhana.   

(2)  Dalam hal Permohonan Paten telah diumumkan, perubahan Permohonan Paten menjadi Paten 

sederhana mengikuti pengumuman Permohonan Paten semula.  

(3)  Perubahan permohonan dari Paten sederhana ke Paten diumumkan kembali selama jangka waktu 

yang belum diumumkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Permohonan Paten.   

 

PASAL 57 

. (1)  Pemohon dapat mengajukan percepatan pengumuman  untuk perubahan Permohonan Paten 

sederhana menjadi Paten dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia.   

. (2)  Pengumuman perubahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.   
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Dasar pemeriksaan substantif di Indonesia adalah pasal 54 Undang-undang Paten dan Pasal 

68 sampai Pasal 76 Permenkumham No. 38 Tahun 2018. Selain diperiksa mengenai substansinya, 

dalam tahap pemeriksaan substantif ini juga diperiksa syarat administratifnya seperti apakah 

sudah mengajukan dan membayar permohonan pemeriksaan substantif, apakah kelebihan klaim 

telah dibayarkan, dan apakah sudah selesai masa pengumuman (publikasi A). 

Pemeriksaan substantif tidak akan dilakukan sampai ada permohonan pemeriksaan 

substantif dari pemohon. Ini yang sering terlupakan oleh pemohon karena menganggap 

permeriksaan substantif pasti akan dilakukan hanya dengan mengajukan permohonan paten di 

awal saja, padahal tidak demikian. Semakin lama pemohon mengajukan permohonan 

pemeriksaan substantif, tentu akan semakin lama pula permohonannya mulai diperiksa 

substantifnya. 

 

 

 

Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan substantif dengan mengisi formulir dan 

membayar biaya sesuai PP PNBP. Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif paten ini dapat 

dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohonan paten atau sebelum 36 bulan sejak 

tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif akan dilakukan setelah diterimanya permohonan 

pemeriksaan substantif dari pemohon apabila diajukan setelah masa pengumuman berakhir. Jika 

pengajuan dan pembayaran permohonan pemeriksaan substantif dilakukan di awal atau sebelum 

masa pengumuman selesai, pemeriksaan substantif paten dilakukan setelah masa pengumuman 

berakhir. 

 

 

Gambar 14: Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif paten 
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Sedangkan paten sederhana, walaupun pengajuan pemeriksaan substantif bisa dilakukan 

paling lambat 6 bulan sejak tanggal penerimaan atau 1 bulan setelah masa pengumuman, 

disarankan agar pemohon mengajukan dan membayar biaya pemeriksaan substantif bersamaan 

dengan pengajuan permohonan paten sederhana karena batas waktu yang singkat dan pemohon 

rawan lupa mengajukannya bila dilakukan terpisah. Terhadap paten sederhana, pemeriksaan 

substantifnya dilakukan setelah 6 bulan sejak tanggal penerimaan.  

 

Gambar 15: Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif paten sederhana 

 

Lain halnya dengan paten pecahan dimana pengajuan pemeriksaan dan pembayaran 

substantifnya harus dilakukan di awal bersamaan dengan pengajuan permohonan paten pecahan.  

Apabila pemohon melakukan perubahan jenis permohonan paten baik dari paten biasa ke 

paten sederhana atau sebaliknya dari paten sederhana ke paten biasa, pemohon tetap melakukan 

pengajuan dan membayar permohonan pemeriksaan substantif untuk paten perubahan tersebut.  

 

Pada proses pemeriksaan substantif ini, pemohon akan menerima surat hasil pemeriksaan 

substantif, meliputi: 

1. surat tahap awal; 

2. surat tahap lanjut;  

3. dan surat keputusan menyetujui (diberi) atau ditolak permohonan patennya. 

Tujuan dikeluarkannya surat tahap awal dan tahap lanjut adalah memberikan kesempatan 

kepada pemohon untuk memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan, baik itu 
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Jika pemohon tidak melakukan pengajuan permohonan pemeriksaan 
substantif, maka permohonan patennya dianggap ditarik kembali. 
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perbaikan/amandemen klaim maupun sanggahan bila pemohon tidak setuju terhadap hasil 

pemeriksaan tersebut.  

 

 
Gambar 16: Macam-macam Surat pada Tahap Pemeriksaan Substantif Paten 

 

Pemohon harus menanggapi surat hasil pemeriksaan substantif tahap awal maupun tahap 

lanjut dengan mengirimkan jawaban atas hal-hal yang harus diperhatikan yang tertulis pada 

lampiran 1 surat hasil pemeriksaan substantif, atau yang bisa disebut sebagai perbaikan 

kekurangan atas hasil pemeriksaan substantif. Tanggapan atau perbaikan kekurangan tersebut 

harus dikirimkan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan, yang dapat 

diperpanjang selama 2 bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 bulan setelah 

berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya. 

Pada tahap pemeriksaan substantif, bisa juga keluar surat mengenai: 

1. surat dianggap ditarik kembali, apabila pemohon tidak menanggapi surat tahap awal 

atau tahap lanjut; 

2. surat penarikan kembali, apabila pemohon memberitahukan keinginan untuk menarik 

kembali permohonan patennya karena satu dan lain hal.  

 
Gambar 17: Surat Dianggap Ditarik Kembali dan Penarikan kembali pada Tahap Pemeriksaan Substantif Paten 
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Surat keputusan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pemohon atas diberi atau 

ditolaknya permohonan paten berdasarkan ketentuan yang berlaku. Surat keputusan menyetujui 

(diberi) atau ditolak atas permohonan paten akan keluar paling lama 30 bulan sejak tanggal 

permohonan substantif atau masa pengumuman berakhir. Sedangkan surat keputusan 

menyetujui (diberi) atau ditolak atas permohonan paten sederhana  akan keluar 12 bulan sejak 

tanggal penerimaan. Sejauh pemohon aktif dalam memberikan tanggapan atas surat hasil 

pemeriksaan substantif, maka pemeriksaan substantif dapat diselesaikan lebih cepat. 

Terhadap permohonan paten yang tidak diumumkan, pemeriksaan substantifnya dilakukan 

6 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan paten tidak diumumkan dan pemohon tidak perlu 

membayar biaya. 

Contoh surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahap awal/tahap lanjut, surat 

pemberitahuan diberi paten, surat pemberitahuan penolakan, surat pemberitahuan dianggap 

ditarik kembali, dan surat pemberitahuan penarikan ada pada lampiran bab ini. 

 

III.1.6 Perubahan Permohonan Paten 

Pemohon dapat melakukan perubahan permohonan karena inisiatif sendiri atau saran dari 

Menteri (dalam hal ini pemeriksa paten). Perubahan permohonan ini terbagi menjadi 2 yaitu 

perubahan data dan perubahan jenis. 

Dasar hukum perubahan permohonan paten adalah Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang-

undang Paten dan Pasal 50 sampai Pasal 52 Permenkumham No. 38 Tahun 2018. 

 

III.1.6.1 Perubahan Data Permohonan Paten 

Perubahan data permohonan mencakup perubahan atas: 

a. informasi mengenai inventor (nama, alamat, kewarganegaraan);  

b. informasi mengenai pemohon (nama, alamat, kewarganegaraan bila bukan badan 

hukum) 

c. informasi mengenai kuasa (nama dan alamat) bila permohonan diajukan melalui kuasa; 

d. informasi data prioritas (nama negara dan tanggal prioritas); 

e. dan/atau spesifikasi paten (baik judul, deskripsi, klaim, abstrak, gambar bila ada) selama 

tidak memperluas lingkup invensi. 

Pemohon mengajukan permohonan perubahan data dan memberikan bukti pendukung 

seperti dokumen dan keterangan bagian mana yang diubah serta melakukan pembayaran 

terhadap perubahan data sesuai PP PNBP. Bukti pendukung yang dimaksud adalah: 
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a. informasi mengenai inventor berupa surat kepemilikan invensi dan pengalihan hak; 

b. informasi mengenai pemohon berupa KTP atau surat keterangan pergantian 

nama/pindah alamat. 

c. informasi mengenai kuasa berupa surat kuasa; 

d. informasi data prioritas berupa dokumen prioritas; 

e. dan/atau spesifikasi paten berupa dokumen spesifikasi paten. 

Pada kasus perubahan klaim dimana jumlah klaim menjadi lebih dari 10 klaim, berlaku 

ketentuan pembayaran tambayan biaya klaim. 

 

 
Gambar 18: Perubahan Data Permohonan Paten 

 

Perubahan data dapat dilakukan sebelum adanya keputusan akhir pemeriksaan substantif 

paten (disebut sebagai perubahan data permohonan) atau setelah adanya keputusan diberi 

paten (disebut sebagai perubahan data paten). 

Tata cara perubahan data permohonan/perubahan paten ada lampiran bab ini. 

 

III.1.6.2 Perubahan Jenis Permohonan Paten 

Selama proses pendaftaran paten, ada kemungkinan pemohon memiliki pandangan dan 

pertimbangan lain menyangkut besarnya peluang dan keuntungan bila permohonannya diberi 

paten/paten sederhana serta jangka waktu pelindungan. Misal yang awalnya permohonan paten, 

ternyata lebih cocok didaftarkan sebagai paten sederhana. Selain karena lebih cepat mendapatkan 

keputusan, juga peluang untuk diberinya lebih besar. Bisa juga karena invensi dinilai lebih praktis 

atau dinilai manfaat ekonomisnya tidak mencapai 20 tahun karena perkembangan teknologi yang 

berubah dengan pesat. Sebaliknya, yang awalnya permohonan paten sederhana, harus diubah 

menjadi paten karena memiliki lebih dari 1 klaim mandiri atau dinilai bisa memenuhi persyaratan 

untuk diberi paten (biasa) sehingga pelindungannya tidak hanya 10 tahun tetapi bisa sampai 20 

tahun.  

tanggal	
penerimaan	

perubahan	data	permohonan	

batas akhir 
pemberian 
keputusan 
(diberi/ditolak) 

perubahan	data	paten	
waktu	
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Oleh karena itu, permohonan paten dapat diubah jenisnya dari Paten menjadi Paten 

Sederhana atau sebaliknya, dari Paten Sederhana menjadi Paten. Perubahan jenis permohonan 

paten dapat dilakukan pada saat pemeriksaan administrasi atau pemeriksaan substantif. Atas 

perubahan jenis ini, tanggal penerimaan mengikuti tanggal penerimaan jenis paten semula.  

 

 
Gambar 19: Contoh Perubahan Jenis Permohonan dari Paten Sederhana ke Paten (Biasa), Tanggal Penerimaan mengikuti 

tanggal penerimaan permohonan semula 

 

Perubahan jenis permohonan mengakibatkan permohonan paten/paten sederhana semula 

dianggap dihapus. Perubahan atas jenis paten ini dikenai biaya, juga biaya yang mengikat lainnya 

Paten	 Paten	sederhana	
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yaitu permohonan pemeriksaan substantif yang dibayarkan bersamaan dengan pengajuan 

permohonan perubahan paten. Pada permohonan paten sederhana menjadi paten, maka secara 

keseluruhan otomatis seluruh persyaratan paten biasa harus terpenuhi. 

 

III.1.7 Divisional Permohonan (Paten Pecahan) 

Paten pecahan didasarkan pada satu kesatuan invensi. Ketentuan mengenai divisional 

permohonan terdapat pada Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Paten serta Pasal 53 sampai 

Pasal 55 Permenkumham No 38 Tahun 2018. Divisional permohonan dapat diajukan karena 

keinginan sendiri dari pemohon atau berdasarkan saran dari pemeriksa paten pada tahap 

pemeriksaan substantif. 

Satu permohonan induk bisa menjadi 2 atau lebih, bahkan belasan permohonan baru, 

tergantung dari seberapa banyak invensi yang tidak saling berkait pada permohonan paten induk. 

Spesifikasi deskripsi divisional permohonan tersebut sama dengan permohonan induknya, namun 

yang diklaim berbeda. Keuntungannya pemohon bisa mendapatkan pelindungan terhadap 

beberapa invensi dan juga bisa memperbanyak aset patennya. 

 
Gambar 20: Permohonan Paten Pecahan 

 
Pada saat mengajukan permohonan paten divisional, selain membayar biaya permohonan, 

pemohon juga wajib membayar sekaligus biaya pemeriksaan substantifnya serta biaya kelebihan 

klaim jika ada. Kelengkapan dokumen seperti surat kuasa, surat pengalihan hak, dan surat 

pernyataan kepemilikan invensi dapat menggunakan salinan dari dokumen permohonan paten 

induk, karena pasti data-data tersebut sama persis (tidak boleh berbeda). 

Divisional permohonan yang merupakan saran berdasarkan hasil pemeriksaan substantif 

dimana permohonan paten induk dinilai tidak satu kesatuan invensi, dan mendapat persetujuan 

dari pemohon, maka pengajuan divisional permohonan dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak 
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pemohon mengirimkan surat persetujuan. Dalam jangka waktu tersebut, pemeriksa akan 

menunggu dan tidak memberi keputusan diberi/ditolak terhadap permohonan paten induk. 

Namun jika pemohon tidak setuju, maka permohonan paten induk hanya akan diperiksa klaim-

klaim atau invensi pertama saja, jadi ada klaim yang tidak diperiksa.  

 

 

Gambar 21: Waktu pengajuan divisional permohonan atas rekomendasi selama proses pemeriksaan substantif 

 

Gambar 22: Pasal 78 -  Permenkumham No 38 Tahun 2018 

 

Permohonan yang diajukan sebagai divisional akan mendapatkan tanggal penerimaan yang 

sama dengan paten induknya. Tanggal dan nomor pengumumannya juga merujuk pada paten 

induknya. 

Surat		
Tahap	Awal/	
Tahap	Lanjut	
*rekomendasi	divisional	

Pemohon 
setuju 

Pengajuan	divisional	permohonan	

waktu	 3	bulan	
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Gambar 23: Contoh Permohonan Paten Pecahan, Tanggal Penerimaan mengikuti tanggal penerimaan permohonan 
paten induknya. 

 

III.1.8 Penarikan Kembali 

Ada kalanya pemohon tidak ingin melanjutkan proses permohonan patennya karena alasan 

tertentu misalnya tidak ingin invensinya diumumkan ke publik (sehingga ditarik sebelum masuk 

masa pengumuman); tidak setuju atas hasil pemeriksaan substantif sehingga tidak ingin 

melakukan amandemen klaim namun juga tidak mau memberikan sanggahan (ditarik pada tahap 

pemeriksaan substantif); atau hal lain yang telah dipertimbangkan oleh pemohon.  
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Mengacu pada Pasal 43 Undang-Undang Paten dan Pasal 58 dan Pasal 59 Permenkumham 

No. 38 Tahun 2018, pemohon diperbolehkan menarik kembali permohonan patennya selama 

belum ada keputusan akhir hasil pemeriksaan substantif (baik diberi maupun ditolak) dengan 

mengirimkan surat permohonan penarikan kembali ke DJKI. DJKI kemudian akan memberikan 

pemberitahuan penarikan kembali atas permohonan paten tersebut dan juga diumumkan pada 

laman resmi pangkalan data DJKI. Segala biaya yang telah dibayarkan sebelum penarikan kembali, 

tidak dapat dikembalikan. 

Jika permohonannya ditarik kembali, pemohon akan kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan pelindungan paten sehingga pemohon tidak bisa mendapatkan hak eksklusifnya. 

Namun demikian, permohonan paten yang ditarik setelah masa pengumuman bisa menjadi 

dokumen pembanding (prior art) atas permohonan paten yang diajukan setelahnya. 

Permohonan paten yang dilakukan penarikan kembali, maka invensi dalam permohonan 

tersebut menjadi public domain dan dapat bebas digunakan oleh masyarakat. 

 

III.1.9 Permohonan untuk Melanjutkan Kembali Permohonan Paten 

Berdasarkan Pasal 102 Permenkumham 38 Tahun 2018, terhadap permohonan yang 

dianggap ditarik kembali, Pemohon diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali 

permohonannya dengan cara mengajukan permohonan untuk melanjutkan kembali yang disertai 

alasan dengan dikenai biaya sesuai PP PNBP. Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan 

paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan dianggap ditarik kembali. 

 

 
Gambar 24: Pengajuan permohonan untuk melanjutkan kembali permohonan 

 

III.1.10 Permohonan Paten terkait Jasad Renik 

Pada dasarnya prosedur permohonan paten atas Jasad Renik sama saja dengan 

permohonan paten biasa. Bedanya hanya tambahan dokumen kelengkapan administratif yaitu 

melampirkan surat bukti penyimpanan Jasad Renik sesuai ketentuan Pasal 25 sampai Pasal 26 

Permenkumham No. 38 Tahun 2018. 

Surat	Pemberitahuan	
Dianggap	Ditarik	Kembali	

Pengajuan	permohonan	untuk	melanjutkan	kembali	permohonan	

waktu	 6	bulan	
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III.2 PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN DI LUAR NEGERI 

Jika ingin mendapatkan pelindungan paten di luar negeri, pemohon harus mendaftarkan 

permohonan paten di negara yang dituju. Keputusan untuk mendaftarkan paten di luar negeri 

biasanya berkaitan dengan potensi ekonomi dan pelindungan hukum dari hak eksklusif yang 

timbul di negara yang dituju. Hal tersebut perlu dipertimbangkan mengingat biaya yang akan 

dikeluarkan untuk mendapatkan paten di luar negeri juga tidak murah. 

Sebelum mengajukan permohonan paten di luar negeri, sangat disarankan bagi pemohon 

untuk mengecek pada kantor paten atau konsultan paten negara tujuan terkait persyaratan, tata 

cara, prosedur, dan biaya karena terdapat perbedaan ketentuan di setiap negara. Pemohon juga 

perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pemohon bisa langsung mendaftarkan 

patennya ke kantor paten dengan cara normal. Namun juga perlu diketahui juga bahwa 

pendaftaran paten bisa melalui Konvensi Paris (Paris Convention) atau Traktat Kerja Sama Paten 

(Patent Cooperation Treaty, PCT). 

 

III.2.1 Konvensi Paris 

Konvensi Paris merupakan perjanjian internasional pertama mengenai hak kekayaan 

intelektual dan diterapkan dalam paten, merek, desain industri, utility model, nama dagang, 

indikasi geografis, dan perlawanan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Pada konvensi ini 

diatur mengenai ketentuan substantif yang dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu: 

1. perlakuan nasional (national treatment); 

2. hak prioritas (right of priority); dan 

3. ketentuan umum (common rules). 

Perlakuan nasional berarti bahwa “Tiap negara anggota peserta konvensi harus memberikan 

perlakuan yang sama terhadap pemohon pelindungan kekayaan intelektual dari negara anggota 

lainnya sebagaimana ia memberikan pelindungan kekayaan intelektual yang berasal dari dalam 

negerinya”. (Article 2) 

Hak prioritas memiliki makna bahwa pemohon yang berasal dari negara peserta konvensi 

memiliki hak untuk memperoleh pengakuan tanggal penerimaan tempat ia pertama kali 

mendaftar merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan negara peserta 

konvensi. (Article 4) 

Sedangkan ketentuan umum yang terkait paten (Article 4bis, Article 4ter, Article 4quater) 

meliputi: 
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a. Pemberian paten pada suatu negara peserta konvensi tidak serta merta pemberian paten 

di negara peserta konvensi lainnya;  

b. Paten tidak dapat ditolak, dibatalkan, atau dihentikan oleh negara lain peserta konvensi; 

c. Inventor berhak untuk disebutkan namanya dalam sertifikat paten; 

d. Paten tidak dapat ditolak atau dianggap sah berdasarkan penjualan produk, harus tunduk 

kepada hukum nasional dimana ia diberikan patennya; dan 

e. Pengakuan Lisensi wajib untuk mencegah penyalahgunaan paten; 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris pada tanggal 10 Mei 1979. Dengan demikian, 

Indonesia menjadi peserta konvensi dan aturan yang ada pada Konvensi Paris ini juga berlaku di 

Indonesia. Salah satunya adalah memanfaatkan hak prioritas dalam pendaftaran paten di negara 

lain peserta konvensi. 

 

III.2.1.1 Hak Prioritas 

Menurut Undang-undang Paten, Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan 

Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan 

Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade 

Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal 

merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian 

itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan 

perjanjian internasional dimaksud. 

Pemohon dari negara anggota konvensi dapat mengajukan permohonan paten di negara 

lain yang juga anggota konvensi dengan menggunakan hak prioritas dengan syarat pengajuannya 

paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan di negara pengajuan pertama. Tanggal 

penerimaan di negara pengajuan pertama disebut sebagai tanggal prioritas. Tanggal prioritas ini 

menjadi acuan pada saat pencarian dokumen pembanding dalam melakukan pemeriksaan 

substantif. 

 

tanggal	
penerimaan	
di	Indonesia	

12	0	
bulan	ke-	

Jangka	waktu	pendaftaran	paten		
di	negara	tujuan	dengan	hak	prioritas	

18	

tanggal	
prioritas	=	
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Pengajuan permohonan dengan hak prioritas tetap dilakukan sesuai syarat dan prosedur 

pendaftaran paten di negara yang dituju dengan melampirkan dokumen prioritas yang disahkan 

oleh pejabat yang berwenang di negara asal (Indonesia). Permohonan dianggap diajukan tanpa 

menggunakan hak prioritas bila tidak melampirkan dokumen prioritas dimaksud. Oleh karena itu, 

pemohon perlu meminta surat bukti prioritas dari DJKI. Adapun cara mendapatkan bukti prioritas 

dari DJKI ada pada lampiran bab ini.  

Dokumen prioritas mencakup tanggal dan nomor prioritas permohonan paten; negara asal 

permohonan paten; deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (bila ada) yang pertama kali diajukan; 

serta bukti pengesahan dokumen prioritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25: Contoh surat bukti prioritas 
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Gambar 26: Publikasi A di negara Amerika Serikat yang menggunakan hak prioritas dari Indonesia 

Sumber: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/ff/b9/95/e362a0e24a287e/US20170233302A1.pdf 
https://patentimages.storage.googleapis.com/e2/2e/45/133a44ec93d199/US10683243.pdf 
 

III.2.2 Traktat Kerja Sama Paten (Patent Cooperation Treaty, disingkat PCT)  

Ada saatnya pemohon menginginkan invensinya dilindungi di banyak negara. Jika 

menggunakan hak prioritas, ia harus mendaftarkan ke semua kantor paten di negara-negara yang 

dituju dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal prioritas. Semua dokumen persyaratan dan biaya 

perlu dipersiapkan untuk masing-masing negara. Tentu bukan sesuatu yang mudah untuk 

menyelesaikan semua persiapan dalam waktu 1 tahun. Sebagai alternatif, pemohon bisa 

mendaftarkan paten melalui PCT. 

PCT adalah sebuah perjanjian internasional dengan lebih dari 150 negara yang mengikat diri 

dalam perjanjian tersebut. Semua warga negara/residen anggota PCT dapat mengajukan 

permohonan PCT, baik perseorangan maupun badan hukum. Sistem PCT memungkinkan 

pemohon untuk mengajukan permohonan paten secara bersamaan di sejumlah besar negara 

melalui sistem pengajuan permohonan paten "internasional" (International filing system). Namun, 

PCT bukanlah sistem pemberian paten, karena memang belum ada sistem pemberian paten 
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internasional. Pemberian paten terhadap permohonan paten tersebut tetap berada di bawah 

kendali kantor paten nasional atau regional. 

PCT memberikan jangka waktu yang lebih panjang yaitu 30 bulan dalam hal persiapan 

administrasi tanpa menghilangkan hak prioritas. 

 

 

Keterangan: 

• Kantor penerima (Receiving Offices, RO) adalah kantor nasional, kantor paten regional, atau 

biro internasional tempat permohonan PCT dapat diajukan.  

• Kantor tujuan (Designated Offices, DO) adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk 

negara yang dituju oleh pemohon melalui PCT. 

• Lembaga Penelusuran Internasional (International Search Authority, ISA) adalah kantor 

nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk oleh pemohon untuk 

melakukan penelusuran Internasional berdasarkan PCT.  

• Lembaga Pemeriksaan Pendahuluan Internasional (International Preliminary Examination 

Authority, IPEA) adalah kantor nasional atau organisasi antar-pemerintahan yang ditunjuk 

oleh Pemohon untuk melakukan pemeriksaan awal internasional berdasarkan PCT. 

• Biro Internasional (International Bureau) adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan 

Intelektual Internasional (World International Property Organization, WIPO) yang mengurusi 

Permohonan PCT.  



	 	
	

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	 113 

M O D U L  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  T I N G K A T  D A S A R  B I D A N G  P A T E N  
 
B A B  I I I :  P E N D A F T A R A N  P A T E N  
 

	

Suatu permohonan paten yang diajukan melalui PCT di kantor penerima akan masuk dalam 

apa yang disebut sebagai “fase internasional”. Selanjutnya kantor penerima akan meneruskan 

permohonan ke biro internasional dan ke lembaga internasional untuk dilakukan proses 

penelusuran internasional. Penelusuran internasional pada ISA dilakukan oleh petugas penelusur 

berpengalaman dengan menggunakan metode penelusuran yang seragam untuk memperoleh 

dokumen paten dan literatur teknis lainnya yang relevan dengan permohonan paten ("prior art").  

ISA mengeluarkan sebuah laporan penelusuran internasional (International Search Report, 

ISR) yang berisi daftar dokumen prior art dan pendapat tertulis (written opinion, WO) yang berisi 

informasi potensi patentabilitas invensi pada permohonan PCT. Laporan penelusuran 

internasional memungkinkan evaluasi terhadap permohonan paten Internasional yang nantinya 

akan masuk ke fase nasional. Selain itu, pendapat tertulis juga dapat memberikan pertimbangan 

pada pemohon apakah dia akan melakukan amandemen atau menarik permohonan PCT sebelum 

publikasi internasional dilakukan. ISR akan dikirimkan ke pemohon pada bulan ke-16 dan 

diumumkan bersamaan dengan publikasi internasional pada bulan ke-18. Publikasi Internasional 

dilakukan di WIPO Patentscope pada hari Kamis pada tiap bulannya.  

Pemohon dapat meminta penelusuran tambahan dan pemeriksaan internasional 

pendahuluan apabila masih kurang puas terhadap ISR. Penelusuran tambahan dilakukan untuk 

mengurangi risiko dokumen paten baru dan literatur teknis lainnya yang ditemukan di fase 

nasional karena dengan meminta penelusuran tambahan, pemohon dapat memperbesar lingkup 

linguistik dan/atau teknis dari dokumentasi yang dicari. Hasil laporan penelusuran tambahan 

(Supplementary International Search Report, SISR) memberikan informasi yang lebih detil dari pada 

yang terdapat pada ISR.  

Pemeriksaan internasional pendahuluan dilakukan untuk menganalisa lebih dalam lagi  

patentabilitas permohonan paten. Seringkali permohonan paten yang dimintakan pemeriksaan 

pendahuluan adalah permohonan yang telah diamandemen oleh pemohon berdasarkan 

pendapat tertulis pada WO. Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk laporan pemeriksaan 

patentabilitas internasional (International Preliminary Report of Patentability, IPRP). IPRP ini 

bukanlah hasil mutlak yang menentukan permohonan diberi paten. Keputusan diberi paten tetap 

berdasarkan hasil pemeriksaan di negara tujuan (nanti setelah masuk fase nasional) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di negara tersebut. IPRP dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk memberi keputusan tersebut.  
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Selama fase internasional ini, pemohon berkesempatan untuk mempertimbangkan kembali 

kelanjutan permohonan patennya sebelum akhirnya memutuskan dimana ingin memperoleh 

pelindungan paten setelah masuk ke fase nasional pada bulan ke-30.  

Prosedur PCT  

 

 
Fase Nasional adalah Fase kedua dari dua fase utama dalam prosedur PCT. Pemohon harus 

menunjuk negara-negara mana saja tempat permohonan paten akan dilindungi patennya. 

Tanggal Penerimaan Internasional (FD) akan menjadi tanggal penerimaan di seluruh negara 

tujuan. Dilakukan paling lambat berakhirnya bulan ke-30 dari tanggal prioritas.  

 

Mengajukan permohonan PCT melalui kantor paten nasional atau regional atau 
Biro Internasional (WIPO) sesuai dengan persyaratan formalitas PCT, dalam satu 
bahasa dan membayar satu set biaya.	

International Searching Authority (ISA) mengidentifikasi dokumen paten dan 
literatur teknis yang diterbitkan ("prior art") yang mungkin berpengaruh pada 
apakah invensi tersebut dapat dipatenkan, dan memberikan pendapat tertulis 
tentang potensi paten invensi tersebut 

International 
Search 

Filing 

Sesegera mungkin setelah berakhirnya 18 bulan sejak tanggal pengajuan paling 
awal, isi dari permohonan internasional dipublikasikan 

International 
Publication 

ISA kedua mengidentifikasi, atas permintaan Anda, menerbitkan dokumen yang 
mungkin tidak ditemukan oleh ISA pertama yang melakukan pencarian utama 
karena keragaman prior art dalam bahasa yang berbeda dan bidang teknis yang 
berbeda 

Supplementary 
International 

Search 
(optional) 

Salah satu ISA atas permintaan Anda, melakukan analisis patentabilitas 
tambahan, biasanya pada versi amandemen dari permohonan Anda 

International 
Preliminary 
Examination 

(optional) 

Setelah berakhirnya prosedur PCT, biasanya pada 30 bulan sejak tanggal 
prioritas, maka permohonan Internasional tersebut masuk ke negara tempat 
dimana Anda ingin memperoleh pelindungan paten 

National 
Phase 
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Syarat permohonan PCT Indonesia dengan DJKI sebagai RO adalah: 

1. Formulir RO/101 diunduh pada website WIPO 

2. Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar dalam Bahasa Inggris  

3. Bukti Prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas 

4. Surat Kuasa, jika menggunakan Kuasa 

5. CD terdiri dari File Deskripsi, Klaim, Abstrak, Gambar, Surat Kuasa, Bukti Prioritas, dan 

Formulir RO/101 

6. Pembayaran Biaya pendaftaran yang terdiri dari: 

a. Biaya pengiriman/Transmittal Fee: Sesuai PP PNBP yang berlaku di lingkungan  

Kemenkumham RI. 

b. Biaya permohonan/International Filling Fee: Sesuai PCT table fees                                      

c. Biaya penelusuran/International Search Fee: tergantung dari ISA yang dipilih ( EP, AU, KR, 

RU, JP, SG) dapat dilihat pada PCT table fees*   

d. Tambahan biaya kelebihan halaman permohonan bila yang diajukan melebihi 30 

halaman 

Biaya yang dibayarkan saat masuk ke fase nasional (masuk ke negara tujuan), merupakan 

biaya yang paling signifikan karena termasuk biaya penerjemahan ke bahasa nasional, biaya agen 

atau konsultan, dan  biaya administrasi. Namun beberapa kantor paten, salah satunya Indonesia, 

biaya fase nasional lebih murah dari pada biaya fase Internasional. 

Permohonan paten melalui PCT yang diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas, 

pemohon harus menyerahkan dokumen prioritas kepada Biro Internasional melalui Kantor 

Penerima paling lama 16 (enam belas) bulan sejak tanggal prioritas.  

 
Gambar 27: Contoh memilih kantor ISA pada form permohonan PCT 
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III.2.3 Perbandingan Konvensi Paris dan PCT 

 
 

Terdapat perbedaan pada proses di negara asal dan negara tujuan antara permohonan yang 

diajukan melalui konvensi paris dan melalui PCT. Melalui PCT, permohonan paten akan menerima 

perlakuan tertentu sebelum masuk negara tujuan. 

 
 Konvensi Paris PCT 
Waktu masuk 
negara tujuan 

12 bulan dari tanggal prioritas, jika 
menggunakan hak prioritas. 
Pemohon harus mempersiapkan pengajuan 
permohonan ke berbagai negara dalam 
waktu 12 bulan dari tanggal prioritas 

31 bulan dari tanggal prioritas, jika 
menggunakan hak prioritas dan 31 bulan dari 
tanggal penerimaan internasional jika tanpa hak 
prioritas. 
Pemohon memiliki waktu  lebih panjang dalam 
untuk menyiapkan administrasi permohonan 
tanpa kehilangan hak prioritas dalam waktu 30 
bulan 

Biaya  Biaya di negara tujuan 
(biaya translasi dan administrasi pada bulan 
ke-12) 

Biaya permohonan PCT + biaya penelusuran + 
biaya di negara tujuan  
(Biaya translasi dan administrasi hanya untuk 
negara-negara yang diminati) 

Informasi 
patentabilitas 

Tidak ada. 
Sesuai persyaratan administrasi, 
penelusuran, publikasi, pemeriksaan 
substantif masing-masing kantor paten 
negara tujuan  

Ada laporan/opini dari ISA (International Search 
Authority) dan IPEA (International Preliminary 
Examination Authority), membantu dalam 
mengetahui indikasi patentabilitas lebih dini 

 
Referensi:  

1. https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/request/ed_request.pdf  
2. https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/inventing_future_indo.pdf 
3. https://www.quora.com/Why-are-patent-applications-generally-published-18-months-after-the-first-filing-date-unless-

requested-for-early-publication 
4. https://www.wipo.int/pct/en/ 
5. https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html 
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Lampiran 

BAB III PENDAFTARAN PATEN 

 
Prosedur pengajuan permohonan paten online pada laman paten.dgip.go.id 

 

 
 

Gambar: Prosedur pengajuan permohonan paten online 
Sumber: https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-paten 

 

 
Gambar: Halaman depan 
Sumber: paten.dgip.go.id 
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Sebelum melakukan pengajuan permohonan paten, pastikan Anda telah memiliki akun.  

Syarat pembuatan akun paten online: 

1. Alamat email aktif; 

2. KTP; 

3. Surat keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil, dikeluarkan 

oleh lembaga yang berwenang, misalnya Dinas Koperasi dan UKM); 

4. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah). 

Cara membuat akun tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Buka http://paten.dgip.go.id/ pada web browser 

2. Registrasi akun dengan cara klik Daftar 

3. Isi data-data yang ada pada halaman registrasi akun kemudian klik tombol Proses 

4. Setelah melakukan registrasi, Pemohon akan mendapat email untuk aktivasi akun. Cek Inbox 

(atau spam) dan lakukan aktivasi akun sesuai arahan yang ada pada email 
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Gambar: Halaman Registrasi Akun 

Sumber: paten.dgip.go.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar: Email Verifikasi Akun 
 

File yang perlu disiapkan untuk pengajuan permohonan paten online antara lain: 

1. Deskripsi, format: pdf; 

2. Klaim, format: pdf; 

3. Abstrak, format: pdf; 

4. Gambar (jika ada), format: pdf; 

5. Gambar yang ditampilkan (jika ada), format: jpg; 

6. Surat kuasa (jika permohonan paten menggunakan kuasa), format: pdf; 

7. Surat pengalihan hak (jika inventor berbeda dengan pemohon), format: pdf; 

8. Surat pernyataan kepemilikan oleh inventor, format: pdf (hanya untuk permohonan dalam 

negeri). 

Apabila Anda telah memiliki akun, berikut cara mengajukan permohonan paten/paten sederhana: 

1. Buka http://paten.dgip.go.id/ pada web browser 

2. Pada kotak Login, masukkan username dan password. Klik Login 

3. Klik menu File Management untuk mengunggah file deskripsi. Pilih Choose File – file 

deskripsi yang akan diupload – kemudian klik Start Upload  

4. File deskripsi Bahasa Indonesia, Deskripsi Bahasa Inggris (untuk permohonan paten dari luar 

negeri), dan Sequence (bila ada) wajib diunggah. Dokumen lain tidak perlu diunggah pada 

File Management. Jika deskripsi Bahasa Indonesia belum tersedia maka yang diunggah adalah 

deskripsi Bahasa inggris terlebih dahulu dan deskripsi Bahasa Indonesia dapat diunggah 

kemudian (batas waktu 30 hari dari tanggal pengajuan) 
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Gambar: halaman File Management 
Sumber: paten.dgip.go.id 

 

 
Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru 

Sumber: paten.dgip.go.id 
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5. Klik menu Permohonan - Buat Permohonan Baru 

6. Isi semua data pada formulir yang tersedia yang terbagi menjadi 5 bagian (tab) yaitu: 

permohonan, inventor, prioritas, isi dokumen, dan lampiran & pembayaran 

7. Bagian permohonan: 

a. Pilih Jenis Paten: Apakah paten yang diajukan merupakan Paten (Paten biasa), Paten 

Sederhana, atau Paten PCT 

b. Pilih Kriteria Pemohon: Umum atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah 

c. Nama Pemohon dapat diisi dengan nama perorangan atau nama badan hukum 

• Contoh penulisan nama pemohon satu orang: Albert Einstein 

• Contoh penulisan nama pemohon perorangan yang lebih dari satu orang: Albert 

Einstein, Thomas Alfa Edison, dan Leonardo Da Vinci 

• Contoh penulisan nama badan hukum (hanya satu nama): PT Invensi Saya 

• Klik tombol + untuk menambahkan pemohon selanjutnya bila pemohon lebih dari 1 

• Pastikan nama pemohon sudah benar  

d. Alamat pemohon diisi alamat sesuai KTP atau alamat Badan Hukum 

e. Nomor Telepon 

f. Email 

g. Warga Negara adalah kewarganegaraan pemohon 

h. Apabila paten yang diajukan adalah paten baru, klik Tidak pada bagian Paten Pecahan. 

Apabila paten tersebut merupakan paten pecahan, klik Ya kemudian isi nomor 

permohonan paten induk 

i. Data Korespondensi diisi untuk keperluan surat menyurat. Pastikan data alamat surat 

menyurat, nomor telepon, dan email yang diinput masih aktif dan dapat dihubungi 

dengan mudah. 
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Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru – bagian Inventor 

Sumber: paten.dgip.go.id 
 

8. Bagian Inventor: 

a. Isi data inventor yaitu nama, kewarganegaraan, alamat, email dan nomor telepon 

b. Klik tombol Tambah untuk menyimpan data yang telah diinput (walaupun inventor 

hanya satu, tetap klik Tambah), maka data akan muncul pada tabel. 

c. Bila inventor lebih dari satu, input data inventor selanjutnya 

d. Setelah selesai, klik Simpan & Selanjutnya 
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Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru – bagian Prioritas 

Sumber: paten.dgip.go.id 
 

9. Bagian Prioritas: 

a. Klik Tidak apabila permohonan paten diajukan tanpa hak prioritas 

b. Klik Ya apabila permohonan paten diajukan dengan menggunakan hak prioritas 

c. Isi data prioritas berupa Negara yang mengeluarkan dokumen prioritas, tanggal dan 

nomor prioritas. Klik tambah untuk menyimpan data hingga data prioritas muncul pada 

tabel (walaupun data prioritas hanya satu, tetap klik tambah) 

d. Input data prioritas selanjutnya bila ada, klik Tambah 

e. Setelah selesai, klik Simpan & Selanjutnya 

Keterangan: Dokumen prioritas dapat diunggah pada bagian 5 Lampiran & Pembayaran 
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Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru – bagian Isi dokumen 
Sumber: paten.dgip.go.id 

 

10. Bagian Isi Dokumen: 

a. Isi Judul Invensi dalam bahasa Indonesia sesuai judul yang ada pada file deskripsi dan 

abstrak yang diunggah 

b. Isi Judul Invensi dalam bahasa Inggris (untuk permohonan dari luar negeri) 

c. Isi Klaim sesuai dengan file dokumen klaim yang diunggah. Klik tombol + untuk 

menambahkan klaim misal klaim nomor 2,3, dst.  

d. Isi Jumlah Klaim sesuai dengan klaim yang telah diisi sebelumnya. Apabila terdapat lebih 

dari 10 klaim, maka akan dikenakan biaya tambahan terhadap kelebihan klaim tersebut 

(klaim ke-11 dan seterusnya)  

e. Isi Abstrak dalam bahasa Indonesia sesuai dengan file dokumen abstrak yang diunggah – 

jumlah kata pada abstrak maksimal 200 kata dan tidak lebih dari 1 lembar 

f. Isi Abstrak dalam bahasa Inggris (untuk permohonan dari luar negeri) 
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Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru – bagian lampiran & Pembayaran 

Sumber: paten.dgip.go.id 
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11. Pada bagian Lampiran & Pembayaran: 

a. Pilih File Deskripsi dan Sequence (bila ada) sesuai dengan yang telah diunggah di awal 

pada menu File Management 

b. Unggah File spesifikasi paten lainnya: Klaim, Abstrak, Gambar Teknik (bila ada), gambar 

yang ditampilkan pada pengumuman (format jpg),  

c. Klik Link Pembelian Voucher Paten untuk mendapatkan kode pembayaran. Link ini 

terhubung dengan SIMPAKI. Setelah melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran pada 

Field Pembayaran Permohonan Paten 

d. Untuk Pembayaran lain yaitu Kelebihan Deskripsi (bila ada), Kelebihan Klaim (bila ada), 

Pemeriksaan Substantif (bila ingin dibayarkan di awal), dan Percepatan Pengumuman (bila 

ingin dilakukan percepatan pengumuman) dilakukan dengan cara yang sama seperti 

langkah c.  

e. Unggah File dokumen pendukung lainnya dalam format pdf.  

 
 

Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru – bagian Konfirmasi data 
Sumber: paten.dgip.go.id 

 

12. Jika dirasa semua sudah diisi secara benar, selanjutnya klik Simpan & Selanjutnya 

13. Akan muncul konfirmasi data, klik Ya jika sudah yakin benar 

14. Akan muncul kotak dialog yang menyatakan bahwa permohonan paten telah diajukan dan 

tercantum nomor permohonan 

15. Untuk melakukan pengecekan terhadap permohonan paten/paten sederhana yang telah 

diajukan, Klik Menu Permohonan – List Permohonan 

16. Formulir Permohonan Paten dapat diunduh dengan cara klik Download pada nomor 

permohonan dimaksud 
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Gambar: halaman Membuat Permohonan Paten Baru – bagian Isi dokumen 
Sumber: paten.dgip.go.id 

 

 
 

Gambar: Formulir Permohonan Paten 
Sumber: paten.dgip.go.id 

 

Cara Menjawab Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas 

1. Login akun, lalu klik Menu Permohonan – Daftar Permohonan 

2. Cari nomor permohonan yang akan dilengkapi formalitasnya, pada kolom aksi Klik tombol 

Edit 
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Gambar: Menjawab Kelengkapan Formalitas (1) 
Sumber: paten.dgip.go.id 

 

3. Akan muncul halaman jawaban kelengkapan formalitas 

4. Unggah dokumen jawaban, lalu klik Simpan  

5. Perhatikan catatan di bagian kiri bawah (bila ada) 

 

 
 

Gambar: Tampilan Halaman Menjawab Kelengkapan Formalitas (2) 
Sumber: paten.dgip.go.id 
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Cara melakukan pengajuan perubahan data permohonan paten sebagai berikut: 

 
 

Gambar: Perubahan Data Permohonan Paten 
Sumber: paten.dgip.go.id 

 

1. Klik menu Pasca Permohonan – Perubahan Data – Permohonan Perubahan Data 

2. Isi Nomor Permohonan 

3. Pilih Tipe Perubahan 

4. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Perubahan Data Permohonan untuk mendapatkan 

kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan 

pembayaran, Isi Kode Pembayaran 

5. Klik Selanjutnya 

Adapun cara melakukan perubahan jenis permohonan paten sebagai berikut: 

 
 

Gambar: Perubahan Jenis Permohonan Paten 
Sumber: paten.dgip.go.id 

 

1. Klik menu Permohonan – Perubahan Jenis Paten 

2. Isi Nomor Permohonan 

3. Pilih Tipe Perubahan 
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4. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Perubahan Data Permohonan untuk mendapatkan 

kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan 

pembayaran, Isi Kode Pembayaran 

5. Klik Selanjutnya 

Cara melakukan pembayaran percepatan pengumuman paten sebagai berikut: 

 
Gambar: Pembayaran Percepatan Pengumuman Paten 

Sumber: paten.dgip.go.id 
 

1. Klik menu Pasca Permohonan – Pembayaran – Pembayaran Percepatan Pengumuman 

2. Isi Nomor Permohonan 

3. Klik Link Pembelian Voucher – Percepatan Pengumuman untuk mendapatkan kode 

pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan pembayaran, Isi 

Kode Pembayaran 

4. Unggah surat permohonan percepatan pengumuman dan bukti pembayaran (format pdf) 

pada Upload Data 

5. Klik Simpan  

Cara melakukan pembayaran pemeriksaan substantif paten/paten sederhana sebagai berikut: 

 
Gambar: Pembayaran Pemeriksaan Substantif Paten/Paten Sederhana 

Sumber: paten.dgip.go.id 
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1. Klik menu Pasca Permohonan – Pembayaran – Pembayaran Pemeriksaan Substantif 

2. Isi Nomor Permohonan 

3. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Pemeriksaan Substantif untuk mendapatkan kode 

pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah melakukan pembayaran, Isi 

Kode Pembayaran 

4. Unggah formulir pengajuan pemeriksaan substantif paten dan bukti pembayaran (format pdf) 

pada Upload Data 

5. Klik Simpan  

Cara melakukan pembayaran kelebihan klaim dan/atau Deskripsi sebagai berikut: 

 
 

Gambar: Pembayaran Kelebihan Klaim dan/atau Deskripsi Paten 
Sumber: paten.dgip.go.id 

1. Klik menu Pasca Permohonan – Pembayaran – Pembayaran Klaim dan Deskripsi 

2. Isi Nomor Permohonan 

3. Pilih Kelebihan Klaim/Deskripsi (pengisian data pembayaran kelebihan klaim dan deskripsi 

dipisah meskipun dengan nomor permohonan yang sama) 

4. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Kelebihan Klaim dan atau Deskripsi untuk 

mendapatkan kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah 

melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran 

5. Unggah bukti pembayaran (format pdf) pada Upload Data 

6. Klik Simpan  
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Cara mendapatkan bukti prioritas dari Indonesia adalah sebagai berikut: 

 
Gambar: Permohonan Surat Bukti Prioritas 

Sumber: paten.dgip.go.id 
 

1. Pastikan permohonan paten telah diajukan/didaftarkan di Indonesia 

2. Buka http://paten.dgip.go.id/ pada web browser 

3. Login menggunakan akun pemohon yang dimiliki 

4. Klik Menu Pasca Permohonan – Surat Bukti Prioritas – Buat Permohonan Surat Bukti Hak 

Prioritas 

5. Isi Nomor Permohonan 

6. Unggah data pendukung berupa spesifikasi paten dalam format pdf 

7. Unggah Surat Permohonan Dokumen Prioritas 

8. Klik Link Pembelian Voucher Simpaki – Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas untuk 

mendapatkan kode pembayaran. Link ini terhubung dengan SIMPAKI. Apabila telah 

melakukan pembayaran, Isi Kode Pembayaran 

9. Klik Simpan 

10. Untuk melihat data surat bukti hak prioritas dapat dilihat pada menu Pasca Permohonan – 

Surat Bukti Prioritas – List Surat Bukti Hak Prioritas 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	 133 

M O D U L  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  T I N G K A T  D A S A R  B I D A N G  P A T E N  
 
B A B  I I I :  P E N D A F T A R A N  P A T E N  
 

	

Contoh Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi (Lengkap) 
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Gambar: Contoh Surat Pemberitahuan Formalitas Telah Dipenuhi 
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Contoh Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas  
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Gambar: Contoh Surat Kekurangan Persyaratan Formalitas 
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Contoh Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal 
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Contoh Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut 
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Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan Akhir Paten Diberi/Granted 
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Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan Akhir Paten Ditolak 
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Contoh Surat Pemberitahuan Dianggap Ditarik Kembali  
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Contoh Surat Pemberitahuan Penarikan Kembali (atas permintaan pemohon) 
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Contoh Formulir Permohonan PCT 

 

Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 

Sumber: https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/request/ed_request.pdf 
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Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 (Halaman ke-2) 
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Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 (Halaman ke-3) 
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Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 (Halaman ke-4) 
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Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/101 (Halaman ke-5) 
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Contoh Formulir Permohonan PCT – Biaya / Pembayaran 

 
Gambar: Contoh Pengisian Formulir Pendaftaran PCT RO/102 (Halaman Pembayaran) 
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Contoh Permohonan PCT dari Indonesia dengan hak prioritas (Nomor Permohonan 
P00201300419) – Publikasi A 
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Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – ISR (International 
Search Report) 
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Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – Written Opinion 
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Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – IPRP (International 
Preliminary Report on Patentability) 
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Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – Form Designated 
Office 
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Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – Masuk Fase 
Nasional di Kantor IP Australia 
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Contoh Permohonan PCT dari Indonesia (Nomor Permohonan P00201300419) – Bibliografi di 
Kantor IP Australia 

 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2015063751&_cid=P10-KDU7LX-62398-1 
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BAB IV 

INFORMASI DAN  
PENELUSURAN PATEN 

IV. 1. INFORMASI PATEN DAN PEMANFAATANNYA 

Paten merupakan pelindungan kekayaan intelektual berupa invensi di bidang teknologi. 

Paten yang berasal dari Bahasa latin “PATERE” yang berarti “Open” atau “membuka diri” dapat 

diartikan bahwa di dalam Sistem Paten semua informasi yang terkait dengan invensi di bidang 

teknologi yang akan dimintakan pelindungannya harus diungkapkan secara jelas dan benar. Hal 

ini dimaksudkan agar seluruh pembaca atau masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut dan 

selanjutnya diharapkan untuk dikembangkan sehingga dengan demikian teknologi yang 

dipatenkan dapat terus menerus dikembangkan secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi di atas 

maka Sistem Paten memiliki dua fungsi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Sistem 
Paten 

Fungsi 
Pelindungan 

Fungsi 
Informasi 

FUNGSI PELINDUNGAN 
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Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten, bahwa sistem 

paten memberikan perlindungan dalam bentuk hak ekslusif kepada inventor atau pemohon paten 

atas invensinya dibidang teknologi. Selain untuk melaksanakan sendiri invensinya, hak eksklusif ini 

juga dapat melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 

menyewakan, produk yang diberi paten, menggunakan proses yang diberi paten sesuai yang 

disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten. 

Fungsi perlindungan dalam sistem paten dimaksudkan untuk memberikan penghargaan 

dan perlindungan kepada inventor untuk dapat mengembalikan kerugian-kerugiannya pada saat 

melakukan R & D dalam batas waktu tertentu (20 tahun untuk invensi yang dilindungi Paten 10 

tahun untuk invensi yang dilindungi Paten Sederhana). 

 

FUNGSI INFORMASI 

“Informasi paten terdiri dari seluruh informasi yang dipublikasikan dalam 

dokumen paten maupun yang diperoleh dari analisa statistik paten” 

 

Berdasarkan definisi Burch & Strater informasi adalah proses pengumpulan dan 

pengolahan data yang ditujukan untuk memberikan keterangan atau pengetahuan tertentu 

mengenai suatu hal kepada banyak orang. Dengan demikian dapat diartikan bahwa informasi 

paten adalah suatu data/pesan yang telah dikumpulkan dan diolah yang ditujukan untuk 

memberikan keterangan atau pengetahuan tertentu mengenai suatu teknologi yang dipatenkan 

kepada banyak orang. Informasi paten dapat diketahui dari Bibliografi paten dan dokumen paten.  

Informasi teknologi yang terdapat dalam dokumen paten bersifat terbuka sehingga setiap 

orang atau masyarakat dapat mengakses dan memanfaat informasi tersebut. Informasi Paten 

merupakan bentuk informasi yang dapat dengan mudah ditelusuri karena data dalam informasi 

paten telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kantor-kantor Paten diseluruh dunia. 

Selain itu Informasi teknologi yang terkandung dalam informasi paten dapat dijadikan sebagai 

indikator perkembangan sebagian besar teknologi maju. Dengan melihat informasi paten kita 

dapat mengetahui teknologi terbaru yang sedang dikembangkan saat ini. 
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Informasi Paten adalah informasi hukum dan teknis yang terkandung dalam dokumen paten 

yang diterbitkan secara berkala oleh kantor paten dalam bentuk “Pengumuman Paten” atau 

“Publikasi Paten” (Patent Front Page). Publikasi Paten ada 2 Jenis yaitu 

• Publikasi A: Publikasi/Pengumuman yang dilakukan sebelum pemeriksaan substantif atau 

sebelum pemberian paten 

• Publikasi B: Publikasi/Pengumuman yang dilakukan setelah pemberian paten (setelah 

Patent Granted) 

Informasi Paten ini dapat dengan mudah diakses melalui “Berita Resmi Paten” atau melalui 

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan laman/website:  

pdki-indonesia.dgip.go.id 

 

 

IV.1.2. Informasi Hukum Dokumen Paten 

Informasi hukum dalam dokumen paten biasanya terdapat dalam Bibliografi Paten pada 

halaman depan (front page) dan klaim dari dokumen paten. Pada semua dokumen paten baik di 

Indonesia maupun di negara lain di dunia, bibliografi paten memiliki informasi yang sama yaitu 

menunjukkan Negara Paten didaftarkan, Nomor Paten, Tanggal diberi Paten, Judul Invensi,  Kode 

Klasifikasi paten, Nomor Permohonan Paten, Tanggal Penerimaan Permohonan Paten, Data 

Prioritas, Tanggal Pengumuman Permohonan Paten, Dokumen Pembanding, Nama dan Alamat 

yang mengajukan Paten, Nama Inventor, Nama dan Alamat Konsultan Paten, Pemeriksa Paten, 

Jumlah Klaim, Abstrak dan Gambar (jika ada). Hal ini agar informasi yang dipublikasikan memiliki 

standar yang sama dan mudah dipahami dengan kode yang sama yaitu menggunakan INID CODE. 
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INID CODE merupakan akronim dari “Internationally agreed Numbers for the Identification of 

(bibliographic) Data” yaitu kode INID yang digunakan oleh kantor paten di seluruh dunia yang 

berfungsi menunjukkan item data bibliografi tertentu pada halaman judul paten dan publikasi 

aplikasi paten. 

Contoh Publikasi Paten 

 

 

Contoh Publikasi B 
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INIDCODE BEBERAPA NOTASI PENTING 

Notasi pada publikasi paten: 

A Publikasi  18 bulan setelah FD 

A1: 
  

Publikasi jika terdapat perubahan data pertama kali (misal: perubahan alamat, konsultan, 
pengalihan hak, dll) 

A2:  Publikasi jika terdapat perubahan data kedua kali (misal: perubahan alamat, konsultan, 
pengalihan hak, dll) 

Arti nomor-nomor pada FP: 
(10) : Identifikasi dokumen paten  
(11) : Nomor Paten 
(12) : Kode Bahasa tujuan dari dokumen paten 
(19) : Organisasi yang melakukan publikasi 
(20) : Data yang berhubungan dengan permohonan paten 
(21) : Nomor Permohonan Paten 
(22) : Tanggal penerimaan 
(23) : Tanggal-tanggal lain, seperti tanggal lengkapnya spesifikasi paten dikirimkan ke kantor paten 
(30) : Hal-hal yang berkaitan dengan prioritas 
(31) : Nomor Permohonan Prioritas 
(32) : Tanggal Prioritas 
(33) : kode negara (standar WIPO) asal prioritas 
(34) : kode kantor paten regional/internasional  
(40) : Tanggal-tanggal saat masyarakat dapat mengakses dokumen paten 
(41) :Tanggal suatu permohonan paten yang belum diperiksa substantifnya dapat diperlihatkan 

kepada masyarakat, atau dapat dicopy dengan permintaan. 
(42) : Tanggal suatu permohonan paten yang sedang/telah diperiksa substantifnya tetapi belum 

diberi paten dapat diperlihatkan kepada masyarakat, atau dapat dicopy dengan permintaan 
(43) : Tanggal suatu permohonan paten yang belum diperiksa substantifnya dan belum diberi paten, 

dan telah dicetak dalam suatu publikasi paten  
(44) : Tanggal suatu permohonan paten yang belum diperiksa substantifnya dan belum diberi paten, 

jika permohonan paten terbagi dalam pecahan, maka permohonan induk/pecahan lainnya ada 
yang sudah diberi paten. 

(45) : Tanggal publikasi suatu permohonan paten yang telah diberi paten 
(50) : Informasi teknis 
(51) : IPC 
(52) : klasifikasi domestik, biasanya pada FP Jepang dan Amerika 
(54) : Judul Invensi 
(56) : Daftar Prior Art 
(57) : Abstrak 
(70) : Pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan paten 
(71) : Nama Pemohon 
(72) : Nama Inventor 
(73) : Nama Pemilik paten, jika terjadi pengalihan hak 
(75) : Nama Inventor sekaligus pemohon  
(76) : Inventor, sekaligus pemohon dan pemilik paten 
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Selain dari bibliografi paten, informasi hukum juga terdapat pada klaim. Klaim adalah inti 

dari invensi yang dimintakan perlindungannya. Klaim merupakan bagian yang terpisah dari 

deskripsi paten. Klaim merupakan inti dari teknologi yang dijelaskan dalam deskripsi paten yang 

memiliki hak pelindungan paten. Informasi hukum yang terdapat dalam klaim dapat menentukan 

menentukan apakah produk atau proses yang dilindungi patennya dapat dilaksanakan atau tidak.  
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Dari contoh klaim di atas maka dapat diperoleh informasi hukum yang menyatakan bahwa 

suatu sediaan krim untuk mengobati luka yang mengandung suatu komposisi formula yang terdiri 

dari polioksietilen sorbitan monooleat, sorbitan monostearat, paraffin cair, isopropyl miristat, metil 

paraben, propil paraben, alpha-tocopherol  dan air tidak dapat dibuat dan dipasarkan tanpa izin dari 

pemegang paten. 

IV.1.3 Informasi Teknis Dokumen Paten 

Selain dari informasi hukum yang terdapat dalam bibliografi paten, terdapat informasi 

teknis yang terkandung dalam dokumen deskripsi paten. Dokumen paten pada prinsipnya 

menjelaskan secara singkat dan jelas pelaksanaan teknologi/invensi yang dapat dipahami oleh 

orang yang ahli dalam bidangnya sehingga dengan membaca dokumen paten maka orang yang 

ahli dalam bidangnya akan mudah memahami, mengerti, mampu melaksanakan dan 

mengembangkan teknologi yang dijelaskan dalam dokumen paten tersebut. Dokumen paten di 

dalamnya berisi Bidang Teknik invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian 

Singkat Gambar, Uraian Lengkap, Klaim, Abstrak dan Gambar (jika ada). 
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Dari contoh deskripsi di atas maka kita dapat memperoleh informasi teknis yang 

berhubungan dengan obat tradisional berupa suatu komposisi formula krim yang mengandung 

serbuk ikan gabus yang berguna untuk pengobatan berbagai macam luka, seperti Iuka bakar, luka 

pasca operasi dan luka terbuka. Lebih khusus lagi, kita juga dapat memperoleh informasi teknis 

mengenai metode pembuatan komposisi formula krim tersebut dan cara penggunaannya 

sehingga orang yang ahli di bidangnya akan mampu melaksanakan dan mengembangkan invensi 

tersebut. 

IV.1.4 Pengguna Informasi Paten 

Pada prinsipnya, informasi paten dapat digunakan oleh siapa saja bahkan seluruh 

masyarakat Indonesia maupun dunia. Biasanya informasi paten banyak digunakan oleh calon-

calon inventor ataupun calon pengguna produk paten. Berikut ini beberapa pengguna informasi 

paten: 

1. Individual/Perorangan 

Seseorang atau masyarakat umum dapat memanfaatkan informasi paten untuk 

menentukan status hukum, mengetahui arah teknologi, mencegah pelanggaran paten, 

menentukan patentabilitas atau kepentingan lainnya.  

2. Perusahaan 
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Bagi suatu perusahaan informasi paten dapat digunakan sebagai Business Intelligence, 

strategi bisnis, mencegah pelanggaran paten, lisensi, akuisisi, merger, mengetahui arah teknologi, 

dan lainnya.  

3. Universitas 

Universitas merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tujuan dan 

fungsi mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui karya Penelitian yang 

bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam rangka terus menciptakan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

karya Penelitian, Universitas dapat memanfaatkan informasi paten untuk mengetahui tren 

teknologi, mencegah pengulangan riset, mencegah pelanggaran paten serta menentukan 

patentabilitas invensi yang dikembangkan sebelum invensinya didaftarkan paten. 

4. Institusi Penelitian 

Sama halnya dengan universitas, Institusi Penelitian seperti Balai Penelitian dan 

Pengembangan baik pemerintah maupun swasta juga dapat memanfaatkan informasi paten 

untuk mengetahui tren teknologi, mencegah pengulangan riset, mencegah pelanggaran paten 

serta menentukan patentabilitas invensi yang dikembangkan sebelum invensinya didaftarkan 

paten. 

5. Industri 

Suatu Industri akan selalu membutuhkan informasi paten dalam setiap pengembangan 

proses dan produknya. Informasi paten dapat dimanfaatkan oleh industri untuk mengetahui arah 

teknologi, mencegah pelanggaran paten, Business Intelligence, strategi bisnis, lisensi, akuisisi, 

merger dan lainnya. 

 

 

Gambar: Nandang Mufti, Penelusuran Informasi 

Paten dan Klasifikasi Paten, http://lp2m.um.ac.id/wp-

content/uploads/2014/03/PENELUSURAN-INFORMASI-

PATEN-2015-Mufti.pdf 
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1) Informasi Teknik (Informasi Teknologi Paten) 

Informasi Teknik adalah Informasi paten yang berkaitan dengan bagaimana suatu paten 

dilaksanakan. Informasi teknik paten dapat diperoleh dari deskripsi paten maupun gambar. Seperti 

telah diketahui sebelumnya bahwa di dalam deskripsi paten terdapat beberapa informasi yang 

dapat kita peroleh antara lain: Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat 

Invensi, Uraian Singkat Gambar, Uraian Lengkap, Klaim, Abstrak dan Gambar (jika ada). Namun 

untuk kepentingan mengenai teknologi paten kita dapat memanfaatkan informasi paten yang ada 

dalam deskripsi paten dan gambar kecuali klaim. 

FUNGSI INFORMASI PATEN 

l INFORMASI TEKNIS (TECHNICAL INFORMATION) 

l INFORMASI LEGAL (LEGAL INFORMATION) 

l INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN BISNIS 
(BUSINESS RELEVANT INFORMATION) 

l INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN 
KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY RELEVANT 
INFORMATION) 
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a. Sumber informasi tren teknologi 

Gambaran tren teknologi dapat diperoleh melalui analisis informasi Paten. Dengan 

melakukan pencarian atau penelusuran paten yang kemudian dapat mengelompokkannya 

berdasarkan negara, pemohon, bidang teknologi dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan, maka 

tren teknologi dapat diperoleh. Sebagai contoh: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data yang diperoleh tersebut kita dapat melakukan pemetaan paten berdasarkan 

informasi yang kita inginkan seperti nama negara asal, Pemohon, Kelas Teknologi (IPC), Inventor 

dan lainnya. 

Penelusuran Pada website : https://worldwide.espacenet.com/ 

Kata Kunci : “Vaccines” and “Influenza” 

Hasil : 5.504 dokumen paten 
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Sebagai contoh tabel di atas difilter berdasarkan negara asal yang mengembangkan 

“Vaccine Influenza”. Filter dapat dilakukan dengan menggunakan daftar negara dengan jumlah 

permohonannya ataupun dengan grafik batang. Dari tabel di atas terlihat bahwa permohonan 

paten terbanyak yang terkait dengan “Vaccine Influenza” adalah “Amerika Serikat” dengan jumlah 

permohonan mencapai 3514 dokumen diikuti dengan “CINA” dengan jumlah permohonan 

mencapai 2847 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa tren teknologi yang terkait dengan 

“Vaccine Influenza” banyak dilakukan di negara Amerika Serikat dan CINA.  
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Sebagai contoh lainnya tabel di atas difilter berdasarkan pemohon yang mengembangkan 

“Vaccine Influenza”. Filter juga dilakukan dengan menggunakan daftar negara dengan jumlah 

permohonannya ataupun dengan grafik batang. Dari tabel di atas terlihat bahwa permohonan 

paten terbanyak yang terkait dengan “Vaccine Influenza” adalah “GLAXOSMITHKLINE BIOLOG SA” 

dengan jumlah permohonan mencapai 137 dokumen diikuti dengan “NOVARTIS AG” dengan 

jumlah permohonan mencapai 123 dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa tren teknologi yang 

terkait dengan “Vaccine Influenza” banyak dilakukan oleh perusahaan GLAXOSMITHKLINE BIOLOG 

SA dan NOVARTIS AG. 

 

Dengan menggunakan database DJKI (Kantor Paten Indonesia) pada laman https://pdki-

indonesia.dgip.go.id/index.php/paten?q=vaksin+influenza&type=1 diperoleh informasi bahwa 

teknologi mengenai “Vaksin Influenza” yang didaftarkan di Indonesia sebanyak 951 permohonan 

paten dengan pemohon terbanyak berasal dari Amerika Serikat sebanyak 237 permohonan paten. 

Sementara teknologi mengenai “Vaksin Influenza” yang berasal dari Indonesia sebanyak 83 

permohonan paten. 
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Jika kita memfilter berdasarkan status dokumen paten “Hapus” maka kita dapat 

memperoleh dokumen-dokumen paten yang telah dihapus sehingga teknologinya dapat 

dimanfaatkan oleh para peneliti/inventor untuk dapat dikembangkan. 

Penelusuran sebagaimana dicontohkan di atas juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

website WIPO (Patentscope) atau website lainnya. 

Bahkan saat ini sudah banyak platform yang menyediakan fitur untuk melakukan analisis 

tren teknologi berdasarkan informasi Paten, seperti Innography IP Intelligence Software Suite, 

LexisNexis, Dolcera dan sebagainya. Tidak hanya itu WIPO mengeluarkan laporannya mengenai 

“WIPO Technology Trend”1 dan “Patent Landscape”2 

 

 

Gambar : WIPO Patent Landscape Reports “Vaccines Against Infectious Diseases” 

																																																													
1	WIPO	Technology	Trends:	https://www.wipo.int/tech_trends/en/	
2	WIPO	Patent	Lanscape	Report:	https://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/	
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b. Menghindari duplikasi riset 

Bagi peneliti/inventor, suatu informasi teknologi yang terdapat pada dokumen Paten dapat 

digunakan untuk menghindari duplikasi riset. Sebelum merencanakan dan melakukan penelitian, 

seorang peneliti sebaiknya dapat mencari informasi teknologi yang telah didaftarkan Paten sesuai 

dengan bidang penelitian yang akan dilakukan. Hal ini untuk menghindari hasil dari penelitiannya 

itu ternyata sudah dilakukan bahkan dipatenkan oleh orang lain. Sementara suatu proses 

penelitian tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sumber daya manusia, pemikiran, 

dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penelitian tersebut.  

Sebagai contoh pada tahun 2010 seorang peneliti bidang pangan melakukan penelitian 

dengan membuat minuman yang berbahan dasar tanaman lidah buaya. Minuman tersebut adalah 

minuman lidah buaya celup. Peneliti merasa bahwa hasil penelitiannya ini baru dan belum ada di 

Indonesia bahkan di dunia. Dengan keyakinannya itu maka peneliti tersebut berniat untuk 

mendaftarkan patennya di DJKI. Sebelum mendaftarkan paten atas invensinya tersebut peneliti 

melakukan penelusuran atau pencarian dan ditemukan bahwa pada tahun 2005 Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia telah mendaftarkan invensinya mengenai minuman lidah buaya celup. 

 

Gambar : Dokumen Paten Lidah Buaya Celup 

Dari contoh di atas jelas terlihat bahwa peneliti bidang pangan tersebut telah melakukan 

duplikasi riset sehingga penelitiannya tidak dapat dimintakan pelindunganya dalam bentuk paten. 

Hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia yang sangat merugikan baik dari segi biaya maupun 

waktu. Selain itu minuman lidah buaya celup juga sudah banyak di pasaran. 
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Sebelum melakukan penelitian peneliti bidang pangan tersebut, harus melakukan 

penelusuran/pencarian mengenai teknologi yang terkait dengan lidah buaya untuk menghindari 

duplikasi riset. Jika peneliti bidang pangan tersebut melakukan penelusuran dengan 

menggunakan kata kunci “Lidah Buaya” maka akan diperoleh hasil sebanyak 251 dokumen. Di 

Indonesia sendiri dokumen yang khusus mengembangkan lidah buaya sebanyak 87 dokumen. 

 

Namun jika kita memfokuskan lagi penelusuran dengan menambah kata kunci “Minuman 

Lidah Buaya” maka akan diperoleh beberapa dokumen paten yang menjelaskan mengenai 

beberapa minuman yang mengandung lidah buaya baik dalam bentuk minuman herbal, 

minuman kesehatan, minuman celup, es krim atau bentuk minuman lainnya yang dapat dilihat 

dalam contoh di bawah ini sebagai berikut: 
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c. Inspirasi untuk mengembangkan riset yang lebih baik 

Berangkat dari informasi paten yang didapatkan dari dokumen paten, seorang peneliti 

dapat melakukan pengembangan penelitian tersebut dan tidak menutup kemungkinan apabila 

pengembangan yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang baru, meningkatkan efektivitas, 

mempunyai efisiensi atau menghasilkan produk yang lebih baik, sehingga dapat didaftarkan 

menjadi paten baru. 

Misalnya masih dalam penelitian terkait dengan lidah buaya, yang semula lidah buaya 

dalam bentuk serbuk/kering, kemudian muncullah ide untuk membuat produk dari gel lidah 

buaya. Setelah dilakukan penelusuran informasi Paten, didapatlah sekitar 815 Paten yang 

berkaitan dengan gel lidah buaya seperti dibawah ini. 

 

Gambar 1. Hasil Pencarian dokumen paten “gel lidah buaya” 

815	Paten	
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Penelitian tidak perlu dilakukan dari awal lagi, bisa merupakan pengembangan dari paten 

yang telah didaftarkan. Kita bisa memperoleh informasi teknologi apa yang berkaitan dengan 

minuman lidah buaya, gel lidah buaya, metode pembuatannya dan sebagainya sehingga dapat 

menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih baik. 

 

d. Reverse Engineering 

Selain fungsi dan manfaat di atas, informasi teknik paten juga dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan rekayasa balik. Biasanya rekayasa balik memiliki asal-usulnya dalam analisis perangkat 

keras untuk keuntungan komersial atau militer. Sebagai contoh jika terjadi suatu sengketa 

dipengadilan yang melibatkan adanya persaingan tidak sehat di antara para pengusaha maka 

informasi teknik paten dapat digunakan untuk melakukan rekayasa balik terhadap produk 

pesaing. 

Sebagai contoh adanya kasus sengketa lemari plastik 3 kompartemen yang banyak beredar 

dipasaran. Contoh lemari yang ada dipasaran dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

 

Untuk melakukan pembuktian maka dapat dilakukan rekayasa balik dengan informasi teknik 

paten. Setelah dilakukan penelusuran paten maka terdapat 2 dokumen paten yang terkait dengan 

lemari plastik 3 kompartemen yang selanjutnya dapat dilakukan analisis teknik berdasarkan 

informasi paten. 
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Meskipun kedua paten memiliki judul yang sama namun kedua produk paten tersebut 

menjelaskan fitur teknik yang berbeda. Oleh karena itu fitur teknik yang terkandung dalam 

dokumen paten dapat digunakan untuk membedakan produk yang ada di pasaran. 

 

e. Sumber analisis novelty/kebaruan dan langkah inventif (dasar pemberian paten) 

Informasi Paten tentunya juga menjadi sumber analisis kebaruan (novelty) dan langkah 

inventif untuk permohonan paten yang diajukan sebagai dasar pertimbangan pemberian/ 

penolakan Paten. Demikian juga halnya bagi inventor ataupun pemohon dapat memanfaatkan 

informasi paten untuk analisis kebaruan (novelty) dan langkah inventif sebelum invensinya 

didaftarkan ke kantor paten atau DJKI. 

Bagi Konsultan Kekayaan Intelektual maupun Drafter paten, informasi paten ini sangat 

penting. Sebelum suatu invensi diajukan untuk didaftarkan paten, sebaiknya dilakukan 

penelusuran informasi paten. Apakah sudah ada teknologi yang sama yang telah didaftarkan 

paten? adakah teknologi yang serupa? Lalu dimana perbedaaannya? Apa yang menjadi 

kelemahan dari teknologi sebelumnya? Bagaimana kekuatan atau kelebihan teknologi dari invensi 

baru yang diajukan? Apabila telah dilakukan pencarian dan tidak ditemukan teknologi yang sama 

dapat dipastikan invensi yang diajukan adalah benar-benar baru. Sementara apabila ditemukan 

teknologi yang sejenis/serupa kemudian perlu dicari dimana langkah inventif dari invensi tersebut. 

 

2) Informasi Legal (Legal Information) 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada prinsipnya informasi legal/hukum terdiri dari 2 

jenis yaitu informasi pelindungan paten yang diperoleh dari klaim paten yang menunjukkan ruang 

lingkup pelindungan paten dan informasi validitas status paten yang diperoleh dari status 

bibliografi paten. 
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Berdasarkan contoh di atas diperoleh informasi legal berupa status paten dimana paten 

dengan IDP000013006 telah berakhir masa perlindungan paten sejak tanggal 29 Oktober 2019 

sehingga paten tersebut dapat secara bebas digunakan oleh masyarakat tanpa harus memperoleh 

ijin ataupun membayar royalti kepada pemegang paten. Informasi hukum yang diperoleh dari 

klaim yang dapat dimanfaatkan dari contoh di atas adalah bahwa masyarakat atau industri dalam 

negeri dapat membuat dan menjual Sediaan farmasi untuk pemberian secara oral yang terdiri dari 

moksifloksasin atau garam dan/atau hidratnya setidaknya satu perekat kering, setidaknya satu zat 

pemisah, dan setidaknya satu pelumas, dimana sediaan terdiri dari 2,5% sampai 25% laktosa. 

Dalam hal ini selanjutnya masyarakat khususnya industri farmasi dapat menggunakan dan 

memanfaatkan seluruh informasi paten baik hukum maupun teknis untuk membuat sediaan oral 

moksifloksasi yang sama seperti yang dijelaskan dalam dokumen paten di atas tanpa melanggar 

paten. 

3) Informasi Bisnis (Business Information) 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi paten pada prinsipnya memiliki dua 

informasi penting yaitu informasi teknik dan informasi hukum dimana keduanya secara bersamaan 

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, karena informasi paten dapat dimanfaatkan 

sebagai: 

a. Sumber analisis tren pasar  

 Gambaran teknologi yang dapat diperoleh dari suatu informasi paten dapat 

menunjukkan bahwa suatu produk yang dipatenkan tersebut sudah menjadi tren dipasaran 

• Informasi yang diperoleh dari “klaim paten”yang menunjukkan 
ruang lingkup perlindungan paten. 

• Informasi validitas status paten 
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dan semakin banyak paten yang dihasilkan dapat diartikan bahwa inovasi dalam melalukan 

pengembangan dan penyempurnaan produk juga dilakukan secara terus menerus. Hal ini 

berarti bahwa produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat yang luas dan dapat 

menimbulkan suatu kebutuhan di masyarakat yang jika semakin berkembang maka dapat 

menjadi kebutuhan dasar tersier di masyarakat. 

 

Contoh: 
Martin "Marty" Cooper (lahir 26 Desember 1928) 
adalah seorang insinyur Amerika. Dia adalah pelopor 
dalam industri komunikasi nirkabel, terutama dalam 
manajemen spektrum radio, dengan sebelas paten 
di lapangan. Pada 1970-an di Motorola, Cooper 
menemukan ponsel genggam pertama (berbeda dari 
telepon mobil) dan  pada tahun 1973 dan memimpin 
tim yang mengembangkannya dan membawanya ke 
pasar pada tahun 1983 sehingga Ia dianggap sebagai 
"bapak ponsel (genggam)" dan juga disebut sebagai 
orang pertama dalam sejarah yang melakukan 
panggilan telepon genggam di depan umum. 

 

 

 

Perkembangan Evolusi Teknologi Seluler 
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Analisis Tren Pasar 

Sebagai contoh jika kita ingin mengetahui suatu tren pasar dari teknologi “Camera Mobile Phone” 

maka akan diperoleh data sebanyak 47.395 data permohonan paten di database WIPO (Patentscope) 

dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Analisis data di atas menunjukkan bahwa pengembangan teknologi “Camera Mobile Phone” banyak 

dilakukan oleh “Samsung Electonics” yang kemudian diikuti oleh “Qualcomm Incorporate”, Intel 

Coorporation dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa tren pasar mengenai teknologi “Camera 

Mobile Phone” masih dikuasai oleh “Samsung Electonics” yang artinya banyak masyarakat luas di 

dunia menyukai teknologi “Camera Mobile Phone” hasil dari inovasi “Samsung Electonics”. 

Sedangkan negara yang paling banyak mengembangkan teknologi “Camera Mobile Phone” adalah 

Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa tren pasar mengenai teknologi “Camera Mobile Phone” 

masih dikuasai oleh Amerika Serikat. 
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b. Sumber data paten domain publik/expired patent untuk diimplementasikan 

Masa perlindungan paten adalah terbatas yaitu 20 tahun untuk paten (biasa) dan 10 tahun 

untuk paten sederhana. Setelah masa perlindungan Paten selesai maka paten tersebut menjadi 

domain publik artinya siapapun dapat memanfaatkan/melaksanakan paten tersebut tanpa harus 

meminta izin/ lisensi dengan pemilik/pemegang paten. 

Informasi paten dapat memberikan data paten mana saja yang telah habis masa 

perlindungannya/paten yang menjadi domain publik. Pada dokumen paten, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya terdapat informasi bibliografi Paten, diantaranya informasi tanggal 

permohonan paten. Dari informasi ini dapat dilihat apakah masa perlindungannya masih berlaku 

atau tidak. 

Bagi pelaku usaha atau startup, informasi paten ini dapat dimanfaatkan diantaranya untuk 

implementasi teknologi tersebut kemudian dipasarkan, tanpa khawatir melanggar hukum. 

Informasi Paten domain publik dapat membuka peluang untuk pembaruan kembali (reinvention), 

dan peluang yang sangat strategis dalam upaya pengembangan diversifikasi produk turunan yang 

siap dipasarkan.3 

Contoh Informasi Paten Publik Domain 

 
 

 
 
 

Berdasarkan data di atas terdapat 3 teknologi permohonan paten “Deferipron” yang memiliki status “ditarik 
kembali”. Hal ini berarti ketiga paten tersebut telah “Public Domain” dan dapat digunakan secara bebas olah 
masyarakat. Dalam hal demikian seluruh industri farmasi lokal juga dapat memproduksi dan memasarkan 
produk yang terkait dengan ketiga paten di atas tanpa melanggar paten. 

 

																																																													
3	Tommy	Hendrix,	Ferianto,	Tuthi	Mazidatur	Rohmah,	Pemanfaatan	Paten	Public	Domain	untuk	Daya	Saing	Industri	(Studi	
Paten	Pupuk	Organik),	2019,	Jurnal	Ilmiah	Manajemen	Forkamma	Vol.3,	No.1	(2019):	74	–	84	
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Contoh Informasi Paten Publik Domain 

 

 
 
Berdasarkan data di atas terdapat 1 teknologi permohonan paten “Deferipron” yang memiliki status 
“Hapus”. Hal ini berarti paten tersebut telah “Public Domain” dan dapat digunakan secara bebas olah 
masyarakat. Dalam hal demikian seluruh industri farmasi lokal juga dapat memproduksi dan memasarkan 
produk yang terkait dengan paten di atas tanpa melanggar paten. 
 

c. Technology surveillance (untuk memantau strategi riset dan pengembangan dari Kompetitor) 

Bagi suatu perusahaan/industri, informasi paten dapat digunakan untuk memantau stategi 

riset dan pengembangan dari perusahaan/industri kompetitior. Misalnya gambaran penguasaan 

teknologi “Green Transportation” dapat dilihat pada gambar di bawah ini, ditunjukkan bahwa 

perusahaan Toyota mempunyai jumlah Paten terbanyak. Hal ini menunjukkan perusahan Toyota 

menguasai teknologi Green Transportation, yang artinya bagi perusahaan pesaingnya perlu 

menyusun strategi pengembangan riset di bidang transportasi ini. Informasi ini juga memberikan 

gambaran pada pengambil keputusan di perusahaan/industri untuk menentukan langkah-

langkah pengembangan bisnis selanjutnya, apakah akan bermain dan bersaing di bidang 

teknologi yang sama atau mencari peluang bisnis di bidang teknologi lainnya. 
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Gambar : Patent Sight from Lexis Nexis4 

 

Melalui informasi paten juga dapat dilakukan analisis tren teknologi dengan mengamati 

bidang teknologi yang dipatenkan pada jangka waktu tertentu. 

 

IV.2. PENELUSURAN PATEN  

 Penelusuran paten (patent searching) merupakan suatu upaya pencarian atau penelusuran 

teknologi-teknologi terdahulu dalam bidang yang sama/berdekatan sebagai prior art atau 

dokumen pembanding maupun pendukung. Pada dasarnya penelusuran paten bertujuan untuk 

mencari informasi paten yang didalamnya mengandung semua informasi teknologi dalam bidang 

yang sama/berdekatan, baik dalam bentuk dokumen paten atau data permohonan paten yang 

dipublikasikan. 

Penelusuran paten adalah langkah pertama untuk mendapatkan pengetahuan kompetitif 

(competitive intelligent). Informasi paten dapat memberikan wawasan pada teknologi yang secara 

komersial paling berharga milik kompetitor. Selain memperoleh informasi teknologi penelusuran 

paten juga dapat memberikan informasi hukum dari teknologi yang dilindungi sehingga dapat 

memberikan strategi-strategi bisnis dalam mengembangkan suatu teknologi. Kekuatan dan 

kelemahan R&D dan teknologi yang mereka produksi juga dapat dimonitor. Dengan melihat peta 

paten kita juga dapat mem”benchmark” strategi R&D kita dengan kompetitor. 

																																																													
4	https://www.patentsight.com/en/ 
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IV.2.1 Jenis-Jenis Penelusuran Paten 

Berdasarkan jenis dan tujuannya penelusuran paten dibagi menjadi : 

1. Penelusuran Dokumen Pembanding Paten (State Of Art) 

Penelusuran Dokumen Pembanding Paten adalah penelusuran yang bertujuan untuk 

mencari teknologi-teknologi terdahulu dalam bidang yang sama/berdekatan dengan 

teknologi yang akan diajukan patennya. Dokumen yang dicari dalam penelusuran ini 

dapat berupa dokumen paten maupun dokumen non paten. Penelusuran ini sering 

dilakukan oleh inventor-inventor sebelum pengajuan permohonan pendaftaran paten. 

Informasi teknologi yang diperoleh dari penelusuran ini biasanya dituliskan dalam latar 

belakang dokumen paten yang akan diajukan untuk menjelaskan kekurang-kekurangan 

invensi terdahulu dan masalah-masalah yang timbul dari invensi sebelumnya sehingga 

dapat mempromosikan keunggulan-keunggulan dari teknologi yang diajukan patennya 

sebagai suatu pemecahan masalah. 
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2. Penelusuran Patentabilitas Paten 

Pada prinsipnya penelusuran patentabilitas paten juga bertujuan mencari dokumen 

pembanding atau prior art yang memiliki teknologi yang sama/berdekatan dengan 

teknologi yang akan diajukan patennya. Namun penelusuran patentabilitas paten 

menitikberatkan pada penelusuran kebaruan paten (novelty searches). Penelusuran ini 

biasanya dilakukan oleh Pemeriksa Paten untuk penilaian patentabilitas dalam melakukan 

pemeriksaan substantif paten. Penelusuran patentabilitas paten juga dapat dilakukan oleh 

inventor atau pemohon paten untuk mengetahui apakah invensi yang akan dipatenkan 

masih memiliki nilai kebaruan. 

3. Penelusuran Validitas Paten 

Penelusuran validitas paten yang juga dikenal sebagai penelusuran keabsahan paten 

adalah penelusuran yang bertujuan untuk menemukan bukti bahwa paten yang telah 

dikabulkan diberikan melalui prosedur atau proses yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Penelusuran keabsahan paten pada umumnya dilakukan karena adanya potensi 

pelanggaran terhadap paten milik pihak lain, ataupun adanya peluang bisnis yang 

menguntungkan. Selain itu penelusuran validitas juga dapat dilakukan oleh pihak yang 

keberatan dengan suatu paten yang diberikan oleh kantor paten (oposisi). Penelusuran 

validitas ini dapat digunakan untuk kesiapan penuntutan untuk memastikan bahwa 

penuntutan pelanggaran paten memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Bagi calon 

penerima lisensi penelusuran validitas sering dilakukan untuk memastikan bahwa lisensi 

paten yang diterima memiliki perlindungan paten yang baik. 

4. Penelusuran status Paten 

Penelusuran status paten sering dilakukan oleh pemohon paten untuk mengetahui 

posisi status permohonan paten yang diajukan. Penelusuran ini bertujuan untuk 

mengetahui status permohonan paten yang diajukan atau status paten yang telah 

dikabulkan apakah masih aktif dalam masa perlindungan paten ataupun sudah bebas 

paten (off patent). Penelusuran status paten juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk 

mengetahui status paten dari teknologi yang akan digunakannya. 

5. Penelusuran Pelanggaran Paten (Patent Infrigement) 

Penelusuran Pelanggaran Paten bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang 

akan dibuat, digunakan, didistribusikan, disewakan dan dijual tidak melanggar paten pihak 

lain. Penelusuran ini untuk mencari dan menganalisa kemungkinan terjadinya 

pelanggaran paten. Penelusuran Pelanggaran Paten juga biasa disebut sebagai Freedom 
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To Operate, Freedom To Use yang artinya “Bebas Pakai” atau “Bebas Melaksanakan”.  

Penelusuran ini biasa atau harus dilakukan oleh industri sebelum memproduksi atau 

memasarkan produknya untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari 

perlindungan paten pihak lain atau dinyatakan bebas dari pelanggaran paten. 

Bagaimana Melakukan Penelusuran Paten: 

 

 

 

 

Website Penelusuran 
 

 
• Dokumen Paten 

- Pangkalan Data KI (PDKI): https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ 
 

 
 

- Google Patent : https://patents.google.com/ 
 

 

1. Tentukan jenis penelusuran yang akan dilakukan 
2. Tentukan Subject Matter yang akan Dicari 
3. Memilih kriteria penelusuran 
4. Tentukan website yang akan ditelusuri 
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- WIPO-Patentscope: https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf 

 

 
 

• Dokumen Paten 
- EPO-Espacenet: https://worldwide.espacenet.com/patent/search 

 

 
 

- USPTO: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm 
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- JPO-IPDL: https://www.jpo.go.jp/e/faq/yokuaru/searching.html  
- Tambahakan website ASEAN Patentscope, CINA, 

 

 
• Dokumen Non Paten 

 - Google: https://www.google.com/ 
 

 
 

- LIPI-PDII: http://elib.pdii.lipi.go.id/ 
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Kriteria Penelusuran 

Dalam melakukan penelusuran kita dapat menggunakan beberapa kriteria penelusuran, 
antara lain: 

• Kata kunci (Keyword) 
• Klasifikasi Paten (IPC) 
• Nama Pemohon/Inventor/Pemilik Paten 
• Nomor Identifikasi (No. Permohonan, No. Prioritas, No. Publikasi) 
• Tanggal (Tanggal Pengajuan, Tanggal Penerimaan, Tanggal Prioritas, Tanggal 

Pemberian Paten) 

Contoh Penelusuran 

Invensi: 

Suatu kursi untuk sholat yang dapat dibuka tutup dan memiliki tatakan yang dapat digunakan 
untuk alas kepala pada waktu sujud 

 

Jenis Penelusuran  : Penelusuran Dokumen Pembanding  (State Of Art) 

Kriteria Penelusuran : Kata Kunci (Keyword) 

Kata Kunci  :  

• Kursi Sholat 
• Kursi Lipat 
• Kursi belajar 
• Prayer Chair 
• Folding Chair 

Website PDKI   : dengan kata kunci kursi sholat 325 hasil 
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• Website WIPO : dengan kata kunci Prayer Chair 169 hasil 
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• Website Google  : dengan kata kunci Kursi Sholat 
 

 

REKOMENDASI KURSI SHOLAT BAGI YANG SAKIT DAN TIDAK BISA SUJUD 
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SOLEIL – KURSI LIPAT PORTABLE UNTUK SANTAI MANCING SHOLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSI RODA TRAVEL AVICO 871B KUAT, PRAKTIS BISA  

UNTUK SHOLAT, UMROH DAN HAJI 
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BAB V 

SISTEM PENGELOLAAN PATEN 

V.1. PENGALIHAN PATEN 

Paten dapat dialihkan haknya kepada orang lain. Pengertian pengalihan hak adalah 

penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas sesuatu benda) kepada badan hukum, orang, negara (pihak 

lain). 

Menurut Hukum Perdata, yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah, “penyerahan suatu 

benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain tersebut 

memperoleh milik atas benda tersebut.” 

Penyerahan itu dapat dibedakan lagi atas “penyerahan secara nyata dan penyerahan secara 

yuridis”. Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas suatu kebendaan secara 

nyata, sedangkan penyerahan secara juridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena 

mana hak milik (atau hak kebendaan lainnya) dialihkan.  

Perbedaan keduanya tampak jelas pada penyerahan benda-benda tak bergerak dan benda-

benda bergerak. Pada pendaftaran benda tak bergerak penyerahannya harus melalui pendaftaran 

pada suatu akta di dalam daftar umum, sebaliknya penyerahan benda-benda bergerak bentuk 

penyerahan itu dilakukan sekaligus, artinya penyerahan secara nyata dan penyerahan secara 

juridis dilakukan secara bersama-sama.  

Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten meliputi: 

a. pewarisan; 

b. hibah; 

c. wasiat; 

d. wakaf; 

e. perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pengalihan hak atas paten harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan 

dengan paten. Segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan dengan 

dikenai biaya. 

 

 



 
 

    Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 198 

M O D U L  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  T I N G K A T  D A S A R  B I D A N G  P A T E N  
 
B A B  V :  S I S T E M  P E N G E L O L A A N  P A T E N  
 

V.1.1. Syarat dan Tata Cara Pengalihan Paten 

Dalam Ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, 

jelaslah bahwa pengalihan paten tidak dapat serta merta oleh Inventornya kepada orang lain atau 

badan hukum, melainkan harus dilakukan menurut syarat dan tata cara tertentu yang diatur dalam 

Undang-Undang Paten dan peraturan pelaksanaannya. Apabila pengalihan paten tersebut 

dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat dan tata cara yang telah ditentukan, maka 

segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang Paten. 

Adapun pelaksanaan syarat dan tata cara Pengalihan Paten diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan 

Pengalihan Paten. Mengenai pengalihan Paten wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 

ayat 1 PP Nomor 46 Tahun 2020. 

 

V.1.2. Syarat Pengalihan Paten 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 46 Tahun 2020 syarat pengalihan paten yaitu : 

• membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan paten;  

• membayar biaya tahunan atas Paten;   

• melengkapi dokumen permohonan pencatatan pengalihan paten; dan 

• melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya.  

 

V.1.3. Tata Cara Pengalihan Paten 

Dokumen yang dilampirkan, tata cara, dan ketentuan pencatatan pengalihan Paten karena 

pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 

  



 
 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 199 

M O D U L  K E K A Y A A N  I N T E L E K T U A L  T I N G K A T  D A S A R  B I D A N G  P A T E N  
 
B A B  V :  S I S T E M  P E N G E L O L A A N  P A T E N  
 

 Pewarisan Hibah Wasiat Wakaf Perjanjian 
tertulis 

Sebab lain yang 
dibenarkan 
berdasarkan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 

1. Dokumen 

yang 

dilampirkan 

a. Petikan  atau  

salinan dokumen  

Paten  atau 

fotokopi  

sertifikat Paten 

dan  dokumen  

Paten 

a. Petikan  atau  

salinan 

dokumen  

Paten  atau 

fotokopi  

sertifikat Paten 

dan  dokumen  

Paten; 

 

a. Petikan  

atau  salinan 

dokumen  

Paten  atau 

fotokopi  

sertifikat 

Paten dan  

dokumen  

Paten; 

 

a. Petikan  atau 

salinan dokumen  

Paten  atau 

fotokopi  

sertifikat Paten 

dan dokumen  

Paten; 

a. Petikan  atau  

salinan  

dokumen  

Paten  atau 

fotokopi  

sertifikat Paten 

dan dokumen  

Paten; 

a. Petikan  atau  

salinan dokumen  

Paten  atau fotokopi  

sertifikat Paten dan  

dokumen  Paten; 

 

b. Surat  

kematian 

Pemegang  

Paten; 

 

b. Salinan  akta 

hibah; 

 

b. Surat  

kematian 

Pemegang  

Paten; 

 

b. Akta ikrar  

wakaf  yang  

diterbitkan  oleh  

pejabat  yang 

berwenang; 

 

b. Salinan akta 

perjanjian; 

 

b. Salinan putusan 

pengadilan yang 

telah  memperoleh 

kekuatan hukum 

tetap  atau bukti 

pengalihan Paten 

karena sebab lain 

yang dibenarkan 

oleh peraturan 

perundang-

undangan 

c. Salinan  surat  

tanda  bukti 

sebagai ahli  

waris dalam 

bentuk 

penetapan  waris 

dari  pengadilan  

agama untuk 

yang beragama 

Islam,  akta waris 

yang dibuat  oleh 

notaris,  atau 

penetapan  waris  

yang dibuat  oleh  

pengadilan 

negeri; 

c. Surat  Kuasa 

Khusus  dalam  

hal 

permohonan 

diajukan 

melalui  Kuasa; 

 

c. Salinan  

akta wasiat; 

 

c. Surat  Kuasa 

Khusus  dalam 

hal  permohonan 

diajukan melalui  

Kuasa; 

 

c. Surat  Kuasa 

Khusus  dalam 

hal  

permohonan 

diajukan 

melalui  Kuasa; 

 

c. Surat  Kuasa 

Khusus  dalam hal 

permohonan 

diajukan melalui 

Kuasa; 
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 Pewarisan Hibah Wasiat Wakaf Perjanjian 

tertulis 

Sebab lain yang 

dibenarkan 

berdasarkan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

1. Dokumen 

yang 

dilampirkan 

d. Surat  

pernyataan  ahli 

waris yang  

menunjuk salah  

seorang ahli waris  

untuk mengurus 

permohonan 

pencatatan 

pengalihan  

Paten  dalam hal 

ahli waris lebih  

dari  1 (satu) 

orang; 

d. Bukti  

pembayaran  

biaya  

permohonan  

pencatatan 

pengalihan  

Paten; 

d. Surat  

Kuasa Khusus  

dalam hal  

permohonan 

diajukan 

melalui 

Kuasa; 

 

d. Bukti  

pembayaran  

biaya  

permohonan 

pencatatan 

pengalihan  

Paten; 

 

d. Bukti  

pembayaran  

biaya 

permohonan  

pencatatan 

pengalihan  

Paten; 

 

d. Bukti  pembayaran  

biaya permohonan  

pencatatan 

pengalihan Paten; 

 

e. Surat  Kuasa 

Khusus dalam  

hal permohonan 

diajukan melalui 

Kuasa; 

e. Bukti 

pembayaran  

biaya tahunan  

atas paten; 

 

e. Bukti  

pembayaran  

biaya  

permohonan  

pencatatan 

pengalihan  

paten; 

e. Bukti  

pembayaran  

biaya tahunan  

atas paten;  dan 

e. Bukti 

pembayaran  

biaya tahunan  

atas paten; 

e. Bukti pembayaran 

biaya tahunan  atas 

paten; 

f. Bukti  

pembayaran 

biaya 

permohonan  

pencatatan 

pengalihan  

Paten; 

 

f. Surat  

pernyataan  

penerima  

hibah  

mengenai 

pelepasan 

Paten, dalam  

hal terdapat 

penerima  

hibah  yang 

melakukan 

pelepasan  

Paten; 

 

f. Bukti 

pembayaran  

biaya  

tahunan  atas 

Paten; 

f. Surat 

pernyataan  

Pemegang Paten 

bahwa  Paten 

tidak diberikan  

lisensi  kepada 

pihak lain secara 

eksklusif, tidak 

dijadikan objek  

jaminan fidusia,  

dan  bukan  

merupakan 

Paten  yang  

dilaksanakan 

f. Bukti  

pencatatan  

perjanjian 

lisensi,  dalam 

hal  Paten telah 

diberikan  

lisensi kepada  

pihak  lain; 

f. Surat pernyataan  

penerima Paten 

mengenai pelepasan 

Paten,  dalam  hal 

terdapat penerima 

Paten yang 

melakukan 

pelepasan Paten; 
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 Pewarisan Hibah Wasiat Wakaf Perjanjian 

tertulis 

Sebab lain yang 

dibenarkan 

berdasarkan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

1. Dokumen 

yang 

dilampirkan 

   oleh Pemerintah 

berdasarkan 

pertimbangan 

berkaitan 

dengan  

pertahanan  dan 

keamanan 

negara atau 

Paten yang  

mengganggu 

atau 

bertentangan 

dengan 

kepentingan 

pertahanan dan 

keamanan 

negara. 

  

g. Bukti 

pembayaran  

biaya tahunan 

terakhir  atas 

Paten; 

 

g. Bukti 

pencatatan  

perjanjian 

lisensi,  dalam 

hal  Paten telah 

diberikan  

lisensi  kepada  

pihak  lain; 

 

g. Surat 

pernyataan  

penerima  

wasiat  

mengenai  

pelepasan 

Paten,  dalam  

hal terdapat 

penerima  

wasiat  yang  

melakukan 

pelepasan  

Paten; 

g. Jika 

pengalihan 

hanya sebagian 

dari paten, maka 

harus dilengkapi 

dengan surat  

pernyataan  

Pemegang Paten 

yang  

menyebutkan 

Klaim  yang 

dialihkan 

g. Fotokopi  

sertifikat  

jaminan fidusia  

dan 

persetujuan 

tertulis dari 

penerima 

fidusia,  dalam 

hal  hak atas 

Paten dijadikan 

objek jaminan 

fidusia; 

g. Bukti pencatatan  

perjanjian lisensi,  

dalam hal  Paten 

telah diberikan  

lisensi kepada  pihak  

lain; 
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 Pewarisan Hibah Wasiat Wakaf Perjanjian 

tertulis 

Sebab lain yang 

dibenarkan 

berdasarkan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

1. Dokumen 

yang 

dilampirkan 

h. Surat  

pernyataan  ahli 

waris  mengenai 

pelepasan Paten, 

dalam  hal 

terdapat ahli  

waris  yang 

melakukan 

pelepasan Paten; 

h. Fotokopi  

sertifikat  

jaminan fidusia  

dan  

persetujuan  

tertulis dari 

penerima  

fidusia,  dalam 

hal hak atas 

Paten  

dijadikan objek 

jaminan  

fidusia;   

h. Bukti  

pencatatan  

perjanjian 

lisensi,  dalam 

hal  Paten 

telah 

diberikan  

lisensi kepada  

pihak  lain; 

 

 h. Fotokopi  

Peraturan  

Presiden 

mengenai 

Pelaksanaan 

Paten oleh  

Pemerintah,  

dalam  hal 

Paten  

dilaksanakan  

oleh 

Pemerintah; 

h. Fotokopi  serffikat  

jaminan fidusia  dan 

persetujuan tertulis 

dari penerima  

fidusia, dalam hal 

hak atas Paten 

dijadikan objek 

jaminan fidusia; 

 

i. Bukti  

pencatatan  

perjanjian lisensi,  

dalam hal  Paten 

telah diberikan  

lisensi kepada  

pihak  lain; 

i. Fotokopi  

Peraturan  

Presiden 

mengenai  

Pelaksanaan 

Paten oleh  

Pemerintah,  

dalam  hal 

Paten  

dilaksanakan  

oleh 

Pemerintah. 

 

i. Fotokopi  

sertifikat  

jaminan  

fidusia  dan  

persetujuan 

tertulis dari  

penerima 

fidusia,  

dalam hal  

hak  atas 

Paten  

dijadikan 

objek 

jaminan  

fidusia;  dan 

 i. Jika 

pengalihan 

hanya sebagian 

dari paten, 

maka harus 

dilengkapi 

dengan surat  

pernyataan  

Pemegang 

Paten yang  

menyebutkan 

Klaim  yang 

dialihkan 

i. fotokopi  Peraturan  

Presiden  mengenai  

Pelaksanaan Paten 

oleh Pemerintah, 

dalam hal Paten 

dilaksanakan oleh 

Pemerintah; 

 

j. Fotokopi  

sertifikat  jaminan  

fidusia  dan 

persetujuan 

tertulis dari 

penerima fidusia,   

j. Jika 

pengalihan 

hanya 

sebagian dari 

paten,  

j. Fotokopi  

Peraturan  

Presiden 

mengenai  

Pelaksanaan 

Paten  

  j. Jika pengalihan 

hanya sebagian dari 

paten, maka harus 

dilengkapi dengan 

surat  pernyataan  

Pemegang Paten  
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 Pewarisan Hibah Wasiat Wakaf Perjanjian 

tertulis 

Sebab lain yang 

dibenarkan 

berdasarkan 

ketentuan 

peraturan 

perundang-

undangan 

1. Dokumen 

yang 

dilampirkan 

dalam hal hak 

atas Paten  

dijadikan objek 

jaminan  fidusia;  

dan 

maka harus 

dilengkapi 

dengan surat  

pernyataan  

Pemegang 

Paten yang  

menyebutkan 

Klaim  yang 

dialihkan. 

oleh  

Pemerintah,  

dalam  hal 

Paten  

dilaksanakan  

oleh 

Pemerintah. 

  yang  menyebutkan 

Klaim  yang 

dialihkan. 

k. Fotokopi  

Peraturan  

Presiden  

mengenai  

Pelaksanaan 

Paten oleh 

Pemerintah,  

dalam  hal Paten  

dilaksanakan  

oleh Pemerintah 

 k. Jika 

pengalihan 

hanya 

sebagian dari 

paten, maka 

harus 

dilengkapi 

dengan surat  

pernyataan  

Pemegang 

Paten yang  

menyebutkan 

Klaim  yang 

dialihkan 

   

l. Jika pengalihan 

hanya sebagian 

dari paten, maka 

harus dilengkapi 

dengan surat  

pernyataan  

Pemegang Paten 

yang  

menyebutkan 

Klaim  yang 

dialihkan. 
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2. Tata cara 

permohonan 

pengalihan 

paten 

a. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada menteri secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen sebagaimana dicantumkan di poin 1 (satu). 

b. Formulir yang diisi paling sedikit memuat: 

1) tanggal,  bulan,  dan  tahun  permohonan; 

2) nama  dan  alamat  lengkap  Pemohon; 

3) nama  dan  alamat  lengkap  Pemegang  Paten; 

4) nomor  dan judul  Paten;  dan 

5) nama dan  alamat  lengkap  Kuasa  dalam  hal 

6) permohonan  diajukan  melalui Kuasa. 

c. Pengajuan dilakukan secara elektronik dan / atau non-elektronik 

d. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat  tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. 

e. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dapat diajukan  melalui Kuasa. 

f. Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa menjadi domisili Pemohon. 

3. Ketentuan a. Menteri melakukan pencatatan pengalihan Paten dalam jangka waktu paling lama 14 (empat  belas) Hari terhitung 

sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi. 

b. Apabila persyaratan belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa untuk  

melengkapi persyaratan permohonan paling  lama 60 (enam  puluh)  Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan  

kekurangan persyaratan permohonan.  

c. Apabila setelah 60 (enam puluh) Hari pemohon atau Kuasa tidak melengkapi persyaratan,  permohonan pencatatan  

pengalihan  Paten dianggap ditarik kembali, dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.   

d. Permohonan yang ditarik kembali sebagaimana point c dapat diajukan kembali. 

e. Menteri mengumumkan dalam media elektronik dan/atau media non-elektronik serta memberitahukan pencatatan 

pengalihan Paten kepada Pemohon atau Kuasa dalam jangka waktu paling lama 30  (tiga puluh) Hari terhitung sejak 

pencatatan pengalihan Paten. 

 

V.1.4. Lisensi 

Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah izin yang diberikan oleh 

Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi 

berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka 

waktu dan syarat tertentu. 

Suatu Perjanjian Lisensi eksklusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu 

penerima lisensi dan/atau dalam wilayah tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian 
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lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima 

lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah. 

Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada penerima Lisensi jika hak kekayaan 

intelektual yang dilisensikan:  

a. berakhir masa perlindungannya; atau  

b. telah dihapuskan. 

Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang : 

a) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi; 

b) Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian 

lisensi;  

c) Objek perjanjian lisensi;  

d) Jangka waktu perjanjian lisensi;  

e) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang; 

f) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif; 

g) Jumlah royalti dan pembayarannya; 

h) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak 

ketiga; 

i) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan  

j) Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan. 

 

Jenis-jenis Perjanjian Lisensi. 

Mengingat nilai ekonomis yang terkandung dalam paten, maka perjanjian lisensi atas paten 

dapat memiliki banyak variasi. Terdapat jenis-jenis perjanjian lisensi yang dibedakan dalam 

beberapa kelompok berdasarkan objek, sifat, lingkup, dan cara terjadinya perjanjian lisensi, yaitu : 

1. Voluntary Licenses, yaitu perjanjian lisensi yang terjadi berdasarkan prakarsa dan karena 

adanya kesepakatan pihak-pihak pemberi dan penerima lisensi. Berdasarkan sifatnya 

Voluntary Licenses terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Lisensi yang bersifat ekslusif yaitu lisensi yang hanya diberikan kepada satu penerima 

Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu. 

b) Lisensi yang bersifat non eksklusif yaitu lisensi yang dapat diberikan  kepada beberapa 

penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah. 

2. Non Voluntary licenses (Compulsory licenses), yaitu perjanjian lisensi yang terjadi karena 

adanya permintaan pihak yang memerlukan lisensi dan diajukan kepada, disetujui dan 
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diberikan oleh pihak yang berwenang yang ditetapkan oleh dan dengan syarat serta tata 

cara yang ditetapkan dalam undang-undang. 

Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 

Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk: 

• membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau 

menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten 

(paten-produk) 

• menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan 

lainnya (paten-proses). 

 

V.2. PEMELIHARAAN PATEN 

Pemegang paten atau penerima lisensi memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur mekanisme pembayaran serta 

jangka waktu bagi pemegang paten.  

Apa itu pemeliharaan paten? 

Pemeliharaan paten atau anuitas paten adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemegang Paten 

atau penerima lisensi ke DJKI untuk mempertahankan pelindungan paten agar tetap terlindungi. 

Ketentuan mengenai pemeliharaan paten diatur dalam pasal 126 hingga Pasal 129 Undang-

Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. 

Kenapa harus melakukan pembayaran biaya tahunan paten? 

Pembayaran biaya tahunan paten untuk menjamin bahwa paten tetap mendapatkan 

pelindungan. Berdasarkan Pasal 126 ayat 1  Undang-Undang Paten Pembayaran  kali pertama 

dilakukan paling lambat enam bulan, terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan (tanggal 

pemberian paten).  

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 126 ayat 2 UU Paten, pembayaran biaya tahunan 

tersebut berlaku untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk 

tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya 

tahunan satu tahun berikutnya. Adapun untuk pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan 

paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada 

periode masa pelindungan tahun berikutnya. Pembayaran biaya tahunan paten dapat dilakukan  

oleh pemegang paten atau melalui kuasa/konsultan KI secara online. 
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Jika pemegang paten/kuasa tidak melakukan pembayaran biaya tahunan sesuai tenggat 

waktu yang diatur dalam UU maka pelindungan paten dimaksud akan dihapuskan dan menjadi 

publik domain. 

 

Contoh Pembayaran Biaya Tahunan:  

Permohonan yang diajukan pada tanggal 5 Januari 2010 dan dinyatakan diberi paten pada 

tanggal 11 Desember 2019. Kewajiban pembayaran biaya tahunan pertama kali harus dibayarkan 

pada tanggal 10 Juni 2020 untuk biaya tahunan sampai dengan tahun kesebelas pelindungan 

paten. Tenggat pembayaran waktu selanjutnya berdasarkan tanggal penerimaan di tahun berjalan 

sesuai dengan ilustrasi terlampir:  

Pembayaran biaya tahunan
untuk pertama kali wajib

dilakukan paling lambat 6 
(enam) bulan terhitung sejak

tanggal diberi paten

Pembayaran biaya tahunan
untuk pertama kali meliputi
biaya tahunan untuk tahun

pertama sejak tanggal
penerimaan sampai dengan
tahun diberi Paten ditambah

biaya tahunan satu tahun
berikutnya.

Pembayaran biaya
tahunan selanjutnya

dilakukan paling lambat 1 
(satu) bulan sebelum
tanggal yang sama

dengan Tanggal
Penerimaan pada

periode pelindungan
tahun berikutnya. 

 

Pemegang Paten yang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan setelah jatuh 

tempo untuk melakukan pembayaran biaya tahunan paten maka paten tersebut dihapuskan baik 

sebagian atau seluruhnya menurut ketentuan dalam Pasal 128 ayat 1 jo Pasal 130 huruf(d) UU 

Paten. 
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Apabila pemegang paten tidak melaksanakan pembayaran biaya tahunan paten sesuai 

batas waktu yang telah ditentukan, dapat melakukan penundaan pembayaran biaya tahunan 

paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang 

waktu kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya 

tahunan.  

Penundaan pembayaran biaya tahunan paten berlaku pada masa tenggang waktu paling 

lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya 

tahunan Paten dan dikenai biaya tambahan sebesar 100% (seratus) persen dihitung dari total 

pembayaran biaya tahunan (Pasal 128 UU Paten).  

Jika pembayaran biaya tahunan paten dan penundaan pembayaran biaya tidak dibayarkan, 

maka paten tersebut dihapuskan oleh DJKI.  

Total Pembayaran :
Penundaan tahun ke-8  + tahun ke-9
(2 x 6.075.000) +  8.100.000 = 
20.250.000

Pembayaran biaya   
tahunan pada masa 
tenggang (12 bulan) 
dikenai biaya 
tambahan sebesar 
100% dihitung dari 
pembayaran yang 
ditunda ditambah 
pembayaran tahun 
berikutnya sampai 
batas akhir 
pembayaran tahun 
berikutnya, maka 
paten dihapuskan.

Pengajuan 
penundaan 
pembayaran 7 hari 
sebelum tanggal 
batas akhir 
pembayaran.

Pembayaran 
biaya tahunan 
yang ditunda 
ditambah 100% 
dan ditambah 
tahun berjalan 
sampai batas
tahun berjalan

Apabila pada tanggal 27 Oktober
2023 (batas akhir pembayaran)
tahun berjalan tidak dibayar,
makan paten dihapuskan.

 

Bagaimana mengetahui besaran pembayaran biaya tahunan paten? 

Biaya tahunan merupakan pendapatan negara bukan pajak yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PP PNBP) yang Berlaku pada Kemenkumham. Pemegang Paten atau kuasa/Konsultan KI 
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dapat mengetahui besaran biaya tahunan dalam PP PNBP tersebut. Besaran pembayaran biaya 

tahunan Paten dapat dilihat di laman www.annuity.dgip.go.id. 

Batas waktu pembayaran biaya tahunan paten menurut ketentuan UU Paten yaitu : 

Contoh :  

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten (Filling Date) : 1 April 2010; Tanggal Pemberian 

Paten (Granted Date) : 5 Januari 2013: 

1. Batas akhir pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali dihitung dari tanggal 

pemberian paten (Granted Date) + 6 Bulan yaitu jatuh tempo pada tanggal  4 Juli 2013, 

dengan membayar backfee (dari tahun 2010 s.d tahun 2013 ditambah pembayaran 1 

tahun kedepan. 

Tahun Periode Pelindungan Biaya (rupiah) 

I (1 April 2010 - 31 Maret 2011) A 

II (1 April 2011 - 31 Maret 2012) B 

III (1 April 2012 - 31 Maret 2013) C 

IV (1 April 2013 - 31 Maret 2014) D 

V (1 April 2014 - 31 Maret 2015) E 

VI (1 April 2015 - 31 Maret 2016) F 

 

Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III (periode pelindungan 1 April 2012-

31 Maret 2013). Cara pembayaran pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama 

sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan 

satu tahun berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan Paten adalah: 

A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2013. 

2. Untuk pelindungan paten periode tahun berikutnya jatuh tempo pembayaran biaya 

tahunan paten yaitu 1(satu) bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. 

3. Prosedur pembayaran biaya tahunan paten 
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https://dgip.go.id/pemeliharaan-paten 

 

V.3 PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PATEN 

 Pelanggaran Paten adalah tindakan yang dilarang dengan memanfaatkan invensi 

teknologi yang dipatenkan tanpa izin dari pemegang paten, dimana izin biasanya diberikan dalam 

bentuk lisensi. Definisi pelanggaran paten bermacam-macam menurut yurisdiksi, namun biasanya 

meliputi pemakaian atau penjualan invensi teknologi yang dipatenkan. 

Pelanggaran paten adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan 

hukum yang memanfaatkan hak eksklusif yang dimiliki pemegang paten tanpa seizinnya. Adapun 

bentuk pelanggaran ini meliputi: 

• Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, 

menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk 

yang diberi Paten. 

• Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat produk 

dan tindakan lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Contoh pelanggaran Paten adalah kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Surabaya 

tahun 2009, yaitu pelanggaran terhadap Paten ID000010981 tahun 2002 dengan judul invensi 

SELANG LENTUR TAHAN PANAS MAUPUN DINGIN milik Hendro Susanto Yonathan. Di mana L. Hadi 
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Pujiono sejak tahun 2007 memproduksi selang lentur tahan panas maupun dingin, memberikan 

merek Ductflex terhadap produknya tersebut, kemudian dijual dan dipasarkan oleh Antonius 

Ngelo selaku pemilik PT Guardian di tokonya Jl. Semarang Nomor 31 Surabaya. L. Hadi Pujiono 

sendiri diketahui sebelumnya adalah pegawai dari Hendro Susanto Yonathan, yang keluar tanpa 

alasan apapun (tanpa pamit). Hal ini merupakan pelanggaran Paten dimana Paten ID000010981 

yang masa pelindungannya sampai dengan tahun 2022, namun pihak lain memproduksi dan 

menjual produk dari Paten yang masih dalam masa pelindungan ini tanpa sepengetahuan 

ataupun izin (lisensi) dari pemegang Paten.   

Pelanggaran paten diatur dalam ketentuan pidana Pasal 161 s.d. 164 Undang-undang Paten 

dan sesuai dengan pasal 165 bahwa tindak pidana pelanggaran paten adalah DELIK ADUAN, 

maka Pemegang Paten wajib melaporkan kepada Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

terhadap pelanggaran paten tersebut untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan selanjutnya akan diproses secara hukum di Pengadilan Niaga. 

 Selain kasus-kasus pelanggaran di atas, pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan 

penghapusan paten. Gugatan penghapusan paten dapat dilakukan melalui komisi banding paten 

dan pengadilan Niaga. Untuk gugatan penghapusan paten melalui komisi banding paten 

dilakukan paling lama sembilan bulan setelah tanggal pemberian paten.  

Berikut Hukum acara dalam perkara gugatan Paten di Pengadilan Niaga secara umum 

adalah sebagai berikut:  

1. Gugatan penghapusan Paten diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah 

hukum tempat tinggal tergugat;  

2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan 

kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;  

3. Panitera mendaftarkan gugatan penghapusan pada tanggal gugatan yang 

bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang 

ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran 

gugatan;  

4. Panitera menyampaikan gugatan penghapusan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam 

waktu paling lama dua hari sejak tanggal pendaftaran gugatan; 

5. Dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal pendaftaran gugatan, Pengadilan 

Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah 

tanggal pendaftaran gugatan;  
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6. Pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari 

setelah tanggal pendaftaran gugatan;  

7. Sidang pemeriksaan atas gugatan penghapusan diselenggarakan dalam jangka waktu 

paling lama 60 hari setelah tanggal pendaftaran gugatan;  

8. Putusan atas gugatan penghapusan harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung 

setelah tanggal pendaftaran gugatan.  

9. Putusan atas gugatan penghapusan harus memuat secara lengkap pertimbangan 

hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka 

untuk umum;  

10. Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling 

lama 14 hari setelah gugatan penghapusan diucapkan;  

11. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi; dan  

12. Kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas Paten proses sebagaimana 

dimaksud dibebankan kepada tergugat.   

V.4. PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH 

  Pemberian Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor 

atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri 

invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Namun 

hak eksklusif yang telah diberikan tersebut tidak berlaku apabila pemerintah/Negara 

membutuhkan paten tersebut untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan Negara serta 

kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Berbagai ketentuan telah 

diatur dalam Undang-Undang Paten, mengatur tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah.  

Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu paten ditetapkan dengan Peraturan Presiden 

setelah mendengarkan pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM dan Menteri terkait atau 

pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.  

V.4.1. Subjek dan Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah 

Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan 

berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara atau kebutuhan sangat mendesak untuk 

kepentingan masyarakat. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilaksanakan secara terbatas, untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial. Pelaksanaan Paten oleh 

Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden.  
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Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat 

diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM dan menteri terkait 

atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Pelaksanaan Paten oleh 

Pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara meliputi: senjata api, 

amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyandian dan 

perangkat analisis sandi, dan proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara 

lainnya.  

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, 

Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya. Paten yang mengganggu atau 

bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilaksanakan 

oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri 

Paten, pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan 

Pemerintah. Pemegang Paten yang Patennya dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah dibebaskan 

dari kewajiban untuk membayar biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan. 

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan sangat mendesak 

untuk kepentingan masyarakat meliputi:  

1. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk 

menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak 

dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan merupakan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD),  

2. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan 

untuk ketahanan pangan,  

3. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan/atau penyakit hewan 

yang berjangkit secara luas,  

4. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana 

lingkungan hidup.  

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan 

masyarakat, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya.  

Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan  Paten  yang  penting  bagi  pertahanan 

dan keamanan negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat dan  

Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan  kepentingan  pertahanan dan keamanan.  

Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal dimaksud kepada Pemegang 

Paten. Salinan Peraturan Presiden mengenai persetujuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah 
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dikirim oleh Menteri kepada Pemegang Paten. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam 

daftar umum paten dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. 

Keputusan Pemerintah bahwa suatu Paten dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah bersifat final dan 

mengikat. 

Contoh pelaksanaan Paten oleh pemerintah: 

Pelaksanaan obat Antiviral dan Antiretroviral, yaitu zat aktif Efavirenz (Paten ID0005812), 

Abacavir (Paten ID0011367), Didanosin (Paten ID0010163), kombinasi Lopinavir dan Ritonavir 

(Paten IDP0023461), Tenofovir (Paten ID0007658), dan kombinasi Tenofovir, Emtrisitabin, dan 

Efavirenz (Paten IDP0029476), sehubungan dengan kebutuhan yang sangat mendesak dalam 

upaya penanggulangan penyakit Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency 

Syndrome (HIV/AIDS) dan Hepatitis B di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam  Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap 

Obat Antiviral dan Antiretroviral. 

V.4.2. Imbalan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah 

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan memberikan Imbalan yang wajar 

kepada Pemegang Paten. Pemerintah memberikan Imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten 

sebagai kompensasi atas pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah tidak dapat 

melaksanakan sendiri Paten, Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan. Pihak 

ketiga wajib memenuhi persyaratan: memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten, tidak 

mengalihkan pelaksanaan Paten dimaksud kepada pihak lain, dan memiliki cara produksi yang 

baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian Imbalan atas nama Pemerintah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk.  

Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran Imbalan yang diberikan oleh 

Pemerintah, Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan diajukan 

dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman 

salinan Peraturan Presiden. Dalam hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatan, Pemegang 

Paten dianggap menerima besarnya Imbalan yang telah ditetapkan. Proses pemeriksaan gugatan 

tidak menghentikan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. 
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Nama Zat Aktif, Nama Pemegang Paten, Nomor Paten, dan Jangka Waktu Pelaksanaan 

Paten Obat Antiviral Dan Antiretroviral 

No. NAMA ZAT AKTIF NAMA PEMEGANG 
PATEN 

NOMOR PATEN JANGKA WAKTU 
PELAKSANAAN 
PATEN 

1 Efavirenz Merck & Co, INC ID 0 005 812 Sampai berakhirnya 
jangka waktu Paten, 7 
Agustus 2013 

2 Abacavir Glaxo Group Limited ID 0 011 367 Sampai berakhirnya 
jangka waktu Paten, 
14 Mei 2018 

3 Didanosin Bristol – Myers 
Squibb Company 

ID 0 010 163 Sampai berakhirnya 
jangka waktu Paten, 6 
Agustus 2018 

4 Kombinasi Lopinavir dan 
Ritonavir 

Abbot Laboratories ID P 0023461 Sampai berakhirnya 
jangka waktu Paten, 
23 Agustus 2018 

5 Tenofovir Gilead Sciences, Inc ID 0 007 658 Sampai berakhirnya 
jangka waktu Paten, 
23 Juli 2018 

6 - Kombinasi Tenofovir dan 
Emtrisitabin - Kombinasi 
Tenofovir, Emtrisitabin dan 
Evafirenz 

Gilead Sciences, Inc ID P0029476 Sampai berakhirnya 
jangka waktu Paten, 3 
November 2024 

 

Nama Pemegang Paten di atas memilih kimia farma sebagai pihak ketiga yang memiliki fasilitas 

dan melaksanakan paten oleh pemerintah dengan besaran imbalan 0,5 % 

V.4.3. Pembayaran Biaya Tahunan Paten pada Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah 

Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pertimbangan berkaitan dengan Pertahanan dan 

Keamanan Negara. Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah dengan pertimbangan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan 

masyarakat. Biaya pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara. 

 

Provisi Bolar 

Pengecualian untuk Provisi Bolar diatur dalam  UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 

167 huruf b. dengan ketentuan sebagai berikut :  
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Kebijakan yang memungkinkan pihak ketiga untuk menguji, menggunakan dan membuat 

obat yang dipatenkan untuk tujuan mencari persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) sebelum obat yang dipatenkan berakhir. Proses pengujian, penggunaan dan pembuatan 

obat yang dipatenkan hanya untuk persetujuan pemasaran, bukan untuk kegiatan komersial. 

Paten Pasal 167 huruf b. Art. 30 sebagai dasar hukum mencakup 3 (tiga) syarat Bolar 

exceptions, yaitu:  

a. Terbatas,  

b. Tidak bertentangan dengan eksploitasi paten yang wajar, dan  

c. Tidak mengurangi kepentingan sah dari pemilik paten secara tidak wajar. 

 Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya produk farmasi setelah 

berakhirnya masa pelindungan paten sehingga harga produk farmasi yang wajar dapat 

diupayakan. Dalam rangka persiapan produksi produk farmasi pihak ketiga dapat melakukan 

penelitian dan pengembangan produk farmasi yang dipatenkan 5 tahun sebelum masa 

berakhirnya pelindungan paten. 

 

Impor Paralel 

Pengecualian untuk Provisi Bolar diatur dalam  UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 

167 huruf a.  dengan ketentuan sebagai berikut :  

Impor paralel (Pasal 167(a) UU Paten) merupakan pengecualian untuk dipidanakan atau 

digugat atas impor produk farmasi yang dilindungi paten ke dalam suatu negara tanpa adanya izin 

dari pemilik paten dan pemegang paten di negara asal. Hal tersebut bertujuan memberikan 

kesempatan untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap produk farmasi yang lebih murah 

dan terjangkau. 

Pengecualian ketentuan pidana dan gugatan perdata dalam pemanfaatan paten yang 

masih dilindungi di Indonesia, dimana pihak ketiga dapat melakukan impor suatu produk farmasi 

yang telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Impor paralel ini bertujuan untuk melakukan importasi produk farmasi sehingga menjamin 

adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat 

dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk 

di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar 

internasional. Sehingga aktivitas penjualan di luar negeri untuk produk farmasi di luar kontrol 

pemegang paten tersebut tetapi produk farmasi tersebut bukanlah produk palsu atau bajakan. Hal 
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ini berarti bahwa produk farmasi asli yang diproduksi di luar negeri dapat masuk ke suatu negara 

tanpa melalui jalur resmi dan tentunya harga produk farmasi tersebut jauh lebih murah daripada 

harga produk resminya. 

Sekadar gambaran dapat dijelaskan, antara lain, sebagai berikut. A sebagai pemilik HKI 

memberikan izin (lisensi) kepada perusahaan A di Negara Y, perusahaan B di Negara X, dan 

perusahaan C di Negara Z untuk memproduksi dan/ataupun mengimpor produk yang memiliki 

muatan HKI miliknya. Selanjutnya, importir dari Negara Z, yaitu C lebih memilih untuk mengimpor 

produk yang sama dari Negara X, di mana B sebagai pemegang lisensi yang sama. Hal ini dilakukan 

C dengan pertimbangan komparatif dari sisi harga, bahwa jika diimpor langsung dari perusahaan 

A di Negara Y akan lebih mahal. Strategi ini umum dilakukan dalam bisnis, salah satunya karena 

pertimbangan jalur distribusi yang lebih. 

Parallel import (Art. 6 TRIPs) atau impor paralel (Pasal 167 (a) UU Paten) merupakan 

pengecualian untuk dipidanakan atau digugat atas impor produk farmasi yang dilindungi paten 

ke dalam suatu negara tanpa adanya izin dari pemilik paten dan pemegang paten di negara asal. 

Hal tersebut bertujuan memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses yang lebih baik 

terhadap produk farmasi yang lebih murah dan terjangkau.  






